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Ringkasan

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang mcrupakan salah
satu darl beberapa cara penyelesaian secara alternatif ini sebenamya bukanlah
sesuatu vang asing. Sebab masyarakat (Indonesia) pada dasamya sudah mengenal
nilai-nilai konsensus/mutakat dan kooperatit’ dalam menyelesatkan sengketa yang
terjadi di antara mereka.

Melihat perkembangan bisnis ¢ era perdagangan dan persaingan bebas
dewasa ini , di pandang perlu melembagakan arbitrase dan alternatif penyelesalan
sengketa melalul suatu peraturan perundang-undangan vang bercorak pendekatan
konsensus/mufakat. di mana penyeleseaian sengketa bisnis bukan bertujuan
menempatkan para pihak pada dua ujung sisi yang berlawanan dalam posist kalah
dan menang, tetapi pemecahan masalah yang memberikan kepuasan kepada
mthak-pibak vang bersengketa dengan mengutamakan “win-win solution”.

Di samping itu prinsip-prinsip penyelesajan sengketa melalut arbitrase
yang berlandaskan suatu perganjian yang mengutamakan kebebasan para pihak
untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum diantara mereka. dengan
menekankan pentingnya menjaga hubungan batk antar rclasi bisnts vang telah

berlangsung maupun yang akan datang, karena dunia bisnis menghendaki cara

Vit
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nenvelesaian sengketa vang efektif dan efisien, vang cara penyelesaian demikian
itu sulit diperoleh dengan cara litigasi{melalui pengadilan).

Adanva alternatil penyelesaian sengketa metalui arbitrase scbagal salah
satu cara vang ditempuh di dalam penvelesaian dagang itu cenderung dianggap
merupakan penyetesaian vang terbaik  dengan menghindart publikasi dan
putusannya bersitat final and binding.

Dengan berlakunva Undang-Undang Nomor 30 Tabun 1999 tentang
Atbitrase dan Alternatif’ Penvelesaian Scngketa, akan dapat mengantisipasi
kesulitan proses litigasi dan perkembangan bisnis di masa mendatang, terutama
permasalahan penvelesaian scngketa  perdagangan vang hendak diselesatkan
melalut arbitrase.

Oleh karena itu dengan asas kebebasan berkontrak, pilihan hukum dan
pilthan forum di dalam mengadakan perjanitan arbitrase. menentukan kompetenst
absolut arbitrasc dan sebaliknya pengadilan tidak berwenang untuk menyimpangs
dan mengadiii sengketa vang di dalamnva mengandung perjanjian arbitrase,

kecuali ditentukan secara tegas oleh undang-undang.
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ABSTRACT

Dispute solution process through arbitration that was one from plenty
solution method, actually isn’t a strange thing as an alternative solution, because the
community {Indonesian) basically have already known consensus / agreement value
and cooperative to solve the lawless between them.

Observing the business development in the free trade and competition era
nowadays, it is required to make an arbitration institute. And aiternative lawless
solution through a code constitution according to consensus/agreement approach,
where business dispute doesn’t put the both sides in an apposite of the defeated and
winner side, but to solve the problem which gives a satisfaction to then disputes with
the preference “win-win solution”.

On the other hand, dispute solution process through arbitration which was
based on an agreement, gives a priority for both to decide the law choice and open
discussion free between them. It was streesed on important 1o maintain a good link
inter related bustness that is going on or in the future, because business sector want
the solving method cffective and efficienty, where (e solution iike that are difficuli
to get via litigation (through the court).

The alternative dispute solutton throuvgh arbitration as one manner to be
done in business lawless matter tend to be considered as the best solution to avoid the
publication, and the decision have a fine and binding quality.

With the prevailed of the Law no. 30, 1999 about arbitration and the
alternative dispuie solution, could be able to anticipate the difficulty of litigation
processing and business development in the future, mainly dispute trade solution
which want to be solved through arbitration. _

So that, with a free contract principle, law of choice and open discussion in
the arbitration convention, to decide absolige arbitration competence, and on the
contrary no authority to isolate and judging lawless which contain the arbitration
agreement on it, except were dectded by the law distinctly.

Key word : Business Dispute-Alternative - Arbitration,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan dan industri
akhir-akhir ini, telah menimbulkan liberalisasi ekonomi, industri dan lain-
lain. Dirasakan akan kebutuhan tata cara penvelesaikan sengketa-sengketa
perdagangan dengan cepat dan murah vang juga dapat menjaga nama baik
dan kepentingan-kepentingan perdagangan dan pthak-pthak  vang
bersengketa; menetapkan keputusan-keputusan vang dilandasi  oleh
nengetahuan, keahtian dan pengalaman vang memuaskan para pihak, yvang
mungkin tidak dapat diperoleh dart lembaga-lembaga lainnya. Para
usahawan vyang bersengketa menyerahkan penvelesaian  sengketa
perdagangan mereka kepada peradilan arbitrase / wasit, yang dapat
memeiiihi kebutuhan-kebutuhan dunia usaha.’

Tata cara penyelesaian sengketa dengan cepat dan murah
sebagaimana yang dimaksud, sesuai pula dengan asas (datam perkara
perdata) bahwa pengadilan membantu para pencan keadilan dan harus

berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

" Priyatna Abdurrasyid, Serba-serbi temang arbitrase di Indonesia, Naskah / Tulisan yang
disampaikan pada petatihan ADR, Universitas Udayana, September, 1999 h 1.

1
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2
tercapainya peradiian yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi pada
prakteknya, proses melalul pengadilan (litigasi) itu memakan waktu yang
lama, karena prosedumya yang formalitas kaku, muiat dari pendafiaran
perkara sampai kepada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.”’

Cara penyelesaian sengketa secara konvensional/litigasi dianggap

kurang dapat menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat bisnis, sebab
perkembangan global dan kesatuan ekonomt dalam duma tanpa batas telah
membawa pada situasi :business in global villages, free market and free
compelition. #
Dalam situast sepertl 1tu, ratusan transaksi dagang vang terjadi setiap hari
tidak mungkin di hindari terjadinya perselisthan (dispure) antara para pihak
vang terlibat. Setrap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut
pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak dan semakin luas kegiatan
perdagangan, semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Kompleksitas m1 semakin bertambah manakala dihubungkan
dengan pola interaksi bisnis yang terjalin dimasyarakat modern. Implikasi

inm telah mengubah wajah perdagangan dan perckonomian dunia menjadi

¥ Sudikno Mertokusumo, Hwkum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, edist kedua, cet. [,
1985, h 223

P M. Yahya Harahap, Reberapa Tinjanan Mengenat Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Senghera, Citra Aditya Bakti, Bardung, 1977, h. 144 (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap 1).
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3
bentuk bisnis dalam perkampungan global, sebagaimana digémharkan oleh
Danict Davidson, “We are so economically interdependent on one another
that we do live m global village”. Riuh rendah aktivitas tersebut pada
akhirnva juga mcrambah bidang hukum, yang nota bene diharapkan
senantiasa adaptif dan reaktil’ dalam merespon segala bentuk perubahan dan
tantangan perkembangan jaman.®

Dalam mengantisipasi keadaan demikian, maka tata pergaulan
dunig baru telah memberikan sumbangan bagl muncuinya 1de cara-cara
penvelesaian sengketa vang tidak berfokus pada pengadilan / titigast saja.
Dalam hal in1 alicrnatit penvelesatan sengkeia / ADR merupakan tercbosan
bagi penvelesaian sengketa secara litigasi.™

Disamping e dalam skope Nastoral, alternatif penvelesaian
sengketa/ ADR. itu mempunyai dava tartk khusus,™  sebab prinsip-prinsip
penvelesaian sengket/ADR sangat sesuat dengan sistem sosial budaya

tradistonal yang berdasarkan musyawarah mufakat.

YL Yahva tlarahap, Heberapa Dinjawerr Tentang Permsalalicr: Hukear (buka kesa), Ciira
Adirva Bakti, Banduny, 1997 h 93¢ Selanjutnya disebur M Yahva Harahap 1) Pertksa Agus Yudin
tHemoka, Kebebasat berkotrab dulam konrak standard fpengembangan konsep win-win soluiion
sehggai afternatif barn dalom derkongrak bismsd, Unit studi dan intormasi hukum. Pakuitas Fhikum
L mversitas Airtangga, h 94

2 Tim Bagian Keperdataan, Pervelesaran senghera melului 4108 dalumr rangha
aengentisygrsi perkembangun biseis di masa mendatang, Fakultas Hukum Unud, Sepiember, 1999,
h2

“Ahid . hy
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Oleh karepa itu adanya Undang-lindang Arbitrase dan Alternatif
Penyclesaian Sengketa merupakan perkembangan pentig bagi hukum
nasional. sekaligus memantapkan eksistensi lembaga arbitrase  dalam
menyelesaikan sengkcta-sengkpta dalam dunia usaha termasuk
memperlancar usaha menciptakan perdagangan bebas dan kompetisi yang
sehat Hadimya Undang-Undang tersebut telah dapat memberikan jaminan
kcpastian hukum bagi cara-cara penvelesaian sengketa di luar pengadilan
dalam sctiap  perjanjian di bidang perdagangan nasional maupun
internasional.

Di dalam skope Internasional, menurut Privatna  Abdurrasyid.
bahwa salah saiu cara venvelesaian sengketa (Internasional) vang dasar
hukumnva antara tain dapat ditemukan di dalam pasal 33 Pragam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal it mcenvebutkan bahwa pihak-pihak
vang tersangkut dalam suatu pertikatan vang jika berlangsung terus menerus
mungkin  membaghavakan pemeliharaan  perdamaian  dan  kcamanan
internastonal, pertama-taima  harus mencan penvelesaian dengan Jalan

perundingan, penvelidikan, mediasi. konsihiast, arbitrasc.  penvelesaan

PSiswono Yudohusoda Arbitrase Penyelesaian Sengketa Dalam Duma UsahatProspek den
Peluksanaent Arbitrase Ji Indonesiay. Citra Aditva Bakti, Bandung 2001.h 135
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menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional,
atau cara damai lainnya yang mercka pilih sendiri.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa dari ketentuan pasal 33 Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa tersebut tampak bahwa arbitrase sebagai salah satu cara
penyelesaian sengketa (nasional maupun intemasional) telah diakul
eksistensinva oleh masyarakat Internasioal. Sebagat contoh  vang
menggambarkan ciri internasional suatu badan arbitrase itu terlihat pada
Convention on the Settlenient of Investment Disputes Between Nationals of
the other States, vang menurit konvensi ini para negara peserta membentuk
International Centre for the Settlement of Investment Disputes yang
disingkat dengan 1CSID.

Oleh karena itu scbagatmana dikatakan bahwa suatu hubungan
dagang tidak sclamanya berlangsung secara terus menerus dan langgeng.
Ada kalanya justru terjadi sengketa diantara para pihak. Dalam keadaan
vang demikian itu, pilthan forum vang tepat bagi penyelesaian sengketa
dagang terasa sangat penting. Pilthan forum mengandung pengertian sebagat

bentuk dan tempat penyelesaian sengketa dagang vang akan atau telah

% Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit b 14
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§)
terjadi. Forum penveltesaian scngketa dagang dapat dilakukan secara litigas
(hy court settlement) alau secara non litigasi (out of court settlement).”

Penyelesaian  secara  litigasi mengandung  pengertian - sengketa
tersebut disclesaikan melalut fembaga peraditan. Sebaliknya penvelesatan
secara non litigasi mengandung pengertian bahwa sengketa tersebut
diselesaikan di luar lembaga peraditan. Bentuk penyelesaian secara non
litigasi memiliki berbagai macam bentuk, antara lain ncgosiasi, mediast.
konsiliasi, arbitrase maupun berbagai bentuk lainnya. Bentuk-bentuk
penvelesaian non litigast terschut sepenuhnya ditentukan oleh Kalangan
masyarakat termasuk dari kalangan masyarakat bisnis '

Penvelesalan sengkela secara lifigasi biasanva memertukar waktu
vang relatif lama sebhalum putusan berkekuatan tetap, sebab para pihak akan
menempuh scgala cara dan upava hukum yang disediakan oleh undang-
undang. Belum lagi pemeriksaan vang formatitas dan dikenal adanyva
tunggakan perkara  perdata  yang menvebabkan  scmakim lamanva
penvelesaian perkara di pengadilan. Kenyataan imt merupakan salah satu

alasan mengapa dipilih penvelesaian sengketa sccara alternatif. Lebih-lehih

7t Basuki Rekso Wibowo, Hengakuan Dan Pelaksanaan Putisess Arbifrase Tnternavional dy
Indovesial Titiicuean memurut {indang-{ndang Nomaor 30 {afnm 1999 reatung Arbitrase dan Afternatif
Penvelesaian Sengkera).Yunidika, Fakultas Hukum Unair Surabaya, Vol.16.No 1 Januari-Pebruari
2001, h 46(selanjutnya di sebut Basuki Rekso Wihowo 1)

" ibid
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dalam era perdagangan bebas yang menuntut sesuatu yang serba cepal
dalam dunia bisnis.

Penvelesaian secara alternatif (dlternative Dispute Resolution [
ADR) ditempuh atas persetujuan para pihak yang bersengketa. Di Amerika
Serikat misatnya, apabila seseorang tertibat suatu sengketa biasanya mereka
berkonsultasi kepada penasehat hukum. Oleh karena itu penasehat hukum
memainkan peranan yang sangat penting terhadap para pihak untuk memilth
apakah suatu sengketa akan disclesaikan melalui proses pengadilan atau
memilth cara ADR.'"

Dalam dunia bisnts, pilthan penyelesaian sengketa secara alternatif

ini mempunyal beberapa keunggulan jika dibandingkan prosedur litigasi,

antara lain yaitu '

Sifat kesukarelaan dalam proses:

Prosedur vang cepat,

Keputusan yang non-judictal,

Kontrol tentang kebutuhan orgamisasi:

Prosedur rahasia (confidential),

Fleksibelitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
Hemat waktu;

Hcmat btaya,

3. Pemeliharaan hubungan kerja,

10. Tinggt kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil;

12. Keputusan bertahan sepanjang waktu,

e B AR Aol ol e

0

' Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, Sexngkera denr Penyelesaian, Musyawarah No.,
| tahun 1, Juli 1997 h i

D Christoper W. Maore, Bahan Pelatihan ADR, CDR Associate, Colorado, 1995, b 33
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D1 Indonesia prinsip penvelesaian  sceara kooperatf di luar
pengaditan, mempunyar potensi untuk dikembangkan dan didayagunakan.
Peluang ini dimungkinkan oleh adanva ketentuan pasal 130 HiR/154 Rbg.
vang pada prinsipnya memperbolehkan para pihak yang bersangkutan untuk
mengadakan penyelesaian  sengketa dengan cara perdamaian di luar
pengaditan. tuga didalam penjelasan pasal 3 avat 1 Undang-undang nomor
14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kcekuasaan kehakiman
ditentukan bahwa penvelesalan perkara diuar pengaditan atas dasar
perdamaian alau melalur wasit {arbitrase) tetap diperbolehkan.

Arbitrase scbagai salah satu bentuk penvelesaian sengketa di luar
pengadilan, serta sebagal tindak lanjut dan ketentuan sebagaimana yang
dimaksud di atas, maka pada tanggal 12 Agustus 1999 mular berfaku
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan altermanf
penvelesatan sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia nomor 3872
Undang-undang it mengatur cara penvelesaian suatu sengketa di tuar
peradilan umum vang didasarkan atas perianjtan tertuhs dart prhak vang
bersengketa. Sengketa dimaksud mengenat hak vang menurut hukum di
kuasai oleh para pihak vang bersengketa atas dasar kata sepakat kedua belah
pihak. Dengan kata lain, sengketa vang dapat diselesaikan melatut arbitrase

hanva sengketa di bidang perdagangan (dalam ruang hngkup hukum
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perdagangan) antara  latn bidang permagaan, perbankan, kKeuangan,
penanaman modal, industri dan hak kekavaan intelektual sedangkan
sengketa vang tidak dapat diselesatkan melalutl arbitrase adalah sengketa
vang mchurut peraturan pcrunciang—undangan tidak dapat diadakan
perdamaian,

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ini, maka pasal
615 sampai dengan pasal 651 Regiecment acara perdata {Reglement op de
Rechitsvordering, staatshlaad 1847 © 52) dan pasal 377 Reglemen Indonesia
vang diperbaharwi {/let Herziene Indonesisch Reglement, staatsblaad 1941 -
44) dan pasal 705 Reglemen Acara untuk dacrah fuar fawa dan Madura
(Rechts reglement Buitengewesien, staaisblaad 1927 © 227) yang selama m
dipakal scbagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia, dinvatakan tidak
berlaku (Bab [X Ketentuan Pemutup pasal 81 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 19993

Satah satu dasar pertimbangan atau vang menjadi alasan tidak
berlakunya reglemen acara perdata tersebut diatas adalah sebagaimana
diuratkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik indonesia Nomor
30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan altematif penyelesaian sengketa, bahwa
dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan falu tintas dibidang
perdagangan baik nastonal maupun nternasional serta  perkembangan

hukum pada umumnya, maka peraturan vang terdapat dalam Reglemen
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Acara Perdata (Reglement of de Rechisvordering) vang dipakai scbagat
nedoman arbitrase sudah tidak scsuai lagt sehingga perlu disesuaikan karena
pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan
conditio sine qua non, scdangkan ﬁal tersebut tidak diawur dalam Reglemen
Acara Perdata. Disamping itu Ketentuan vang melarang wanita sebagai
arbiter (pasal 617 avat {2) Reglemen Acara Perdata} sudah tidak sesuai lapi
dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan tidak dapat dipertahanken
lagi datam iklim kemerdckaan vang mengakui persamaan hak wanita dengan
hak pria.

Merupakan suatu hal yang penting untuk  mengidentifikasikan
alasan-alasan utama mengapa arbitrase lebih disukal pada tahun-tahun
helakangan ini, rerutama datam urusan dagang internasional, namun juga
dalam transaksi vang murni nasional '’ Pertama, dalam banvak kasus
arbitrase dapat difaksanakan dengan segera dan cepat tanpa itigasi, terutama
dimana pengadilan dibanjiri dengan banvak kasus melebihi apa yang mereka
dapat tangani. Kedua, arbitrase biasanya metibatkan arbitrator vang sudah
mempunyai kcahlian dalam matert / substansi persengketaan yang akan
mereka sidangkan. Kefiga, pengadilan semakin  mau atau  setuju

mengeksekustkan keputusan arbitrase. Hal yang perfu diperhatikan dimana

" Juhn W Head, Pengantar {inum flukunt Lkonomi. Provek Ehips & Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Desember, 1997 h, 42
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hukum arbitrase modern biasanya memastikan kodavagunaan prosedur
arbitrasc dagang sebagai suatu benwik pilihan penyelesaian sengkcta dengan
persvaraian bahwa pengadilan setempat - ( 1) harus menghargai keingiman
para pihak dalam transaksi dagané untuk menunjuk peraturan mana yang
mereka ingini sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase, termasuk
perataran prosedurnya, peraturan substansinya, tempat aroitrase dan
sebagainya: ( i1 ) harus membantu para arbitrator dalam pengumpulan bukti-
ukti yang dipandang pertu oleh arbitrator: { it ) udak melakukan suatu
penilaian tersendiri terhadap keputusan arbitrase; dan { iv ) harus
mengeksekusi setiap perintah sementara ataupun keputusan awal vang
dibuat oleh arbitrator. ™
Arbitrase merupakan salah saty alternatif bagl  penyelesalan
sengketa dagang baik yang bersifat nasional maupun international. Karena
itu arbitrase termasuk hukum acara atau hukum  proses mengenar
perselisihan-perselisihan  privat  baik nasional maupun internasionat,
sehingga dalam arbitrase dikenal arbitrase nasional atau juga disebut

arbitrase domestik dan arbitrase internasional dalam bidang privat.”’

S P b 43

151 - T . .
' Akhmad ichsan, Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasconal (lear tiegeri)
Pradnya Paramita. Jakarta, 1993, 5 13
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Kecenderungan para pihak memilih arbitrase sebagai forum
penyelesaian sengketa terutama pada perjanjian dagang internasional hal
mana para pihak berasal dari negara yang berlainan dan masing-masing
memihiki sistem hukum yang t.)erbe:da Menurut Erman Rajagukguk
disebabkan oleh beberapa alasan.'® Pertama, pada umwmnya pihak asing
kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan
akan sikap obyektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus
perkara vang didatamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih
ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang,
memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasionai
dan alih teknologi. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan penyelesaian
sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama.
Pilihan arbitrase dituangkan Kkedalam perjanjian  arbitrase
(arbitration clause) yang ditanda tangani para pihak, baik sebelum sengketa
terjadh ataupun sesudah terjadi sengketa. Dengan telah adanya perjanjian
arbitrase tersebut, maka para pihak terikat untuk menghormati dan

melaksanakannya (pacia sunt servanda). Dalam artian, apabila sengketa

19 Erman Rajagukguk. Keputusan Arbitrase Asing mulai dapat di laksanakan  di Indonesia,
Suara Pembaharvan, 1990, lihat M. Yahya Harahap, dArbirase ditinjon dari RV,
BANIICSID UNCITRAL CREFAA, PERMA 11990, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h.4
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dagang tersebut benar-benar terjadi, maka tidak ada jalan atau forum lain
untuk menyelesaikannya kecuali hanya melatui arbitrase. Adanya perjanjian
arbitrase sckaligus menentukan kompetensi absolut arbitrase dalam
memeriksa dan memutus perkara. ﬁilain pihak pengadilan tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara yang mengandung perjanjian
arbirase. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 : Pengadilan
negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah
terikar dalam perianjian arbitrase). Hal ini penting untuk menghindari
kemungkinan terjadinya infervensi lembaga peradilan terhadap perkara yang
mengandung perjanjian arbitrase. Apabila intervensi jtu didakukan oleh
pengadiian, tdak saja dinilai sebagai bentuk peianggaran terhadap
kompetensi absolut arbitrase, tetapi juga melanggar pilthan para pihak itu
sendiri. Ditegaskan oleh pasal 1i{1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat
datam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Ayat 2 nya menegaskan bahwa
pengadilan negeri wailb menolak dan tidak akan campur tangan di dalam
suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan metalui arbitrase. Namun
dalam hal-hal tertentu, undang-undang telah mengatur kemungkinan dapat

dilakukannya intervensi secara terbatas oleh pengadiian.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat
diramuskan permasalahannya sebagai benkut
{. Apakah kesepakatan {perjanjiaﬁ) para pihak vang dituangkan kedalam
klausula arbitrasc membawa konsekwensi ditentukannya kompetenst
absolut arbitrase ?

2. Apakah Klausula arbitrase dapat disimpangt eleh Pengadilan Negen ?

1.3. Tujuan Penelitian
t. Perelitian bertvjuan untuk menemukan priasip-prinsip dasar arbitrase
antara lain : asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dagang
terutama piithan hukum {choice of law) dan piithan forum (choice of
Sforum) bagy penyelesaian sengketa dagang serta konsekwensinya datam
penentuan kompetensi absoltut {forum yang dipihih,
2. Penelitian bermjuan untuk menemukan batas-batas kompetenst absolut
pengaditan negert terhadap klausuta arbitrase.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praklis berkaitan
dengan ditemukannya batas-batas penggunaan asas kebebasan
berkontrak. konsekwensi hukum adanya pitthan hukum (choice of law}

dan pilihan forum (choice of forum) dalam kaitannya dengan kompetensi
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absolut yang dipilih, serta diharapkan memberikan manfaat teoritis dan
praktis kedudukan lembaga arbitrase sebagai altemnauf penyelesatan
sengketa dagang di Indonesia.

2. Penelitian diharapkan membérikan manfaat teoritis dan praktis
berkenaan dengan ditemukannya asas dan norma hukum yang mengatur
batas-batas kompetensi absotut peradilan umum terhadap arbitrase, agar
pengadilan negeri tidak senantiasa melakukan campur tangan
(intervensi) terhadap perkara-perkara yang termasuk kompetensi absolut

arbitrase kecuali ditentukan lain dan secara tegas oleh undang-undang

1.5. Kajian Pustaka
Pengertian leksikal sengketa dalam  konteks hukum  telah
didefinisikan oleh Henry Campbeil Black;'”
Dispute. A corflict or controversy; a conflict of claims or rights; an
assertions of @ right, claim, or demand on one side, met by contrary
claims or allegations on the other. The subject of litigation; the
matter for which a suit is brought and upon which issue Is joined,
and in relation to which jurors are called and witnesses examined.
Willem L. Ury, feanne M. Brew, dan Stephen B. Goldberg pada

bukunya “Getting Disputes Resolved™ : A Dispute begins when one person

(or organization) makes a claim or demand on another who rejects it”.

' Henry Campbell Black, fiack's law dictionary : Definition of the terms and phrases of
American jurisprudence, ancient and modern, st. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, h, 327
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Instrinsik, dalam suatu sengketa. tidak hanya “berdurasi” perselisihan para
pihak an-sich, tetapi persetisthan yang diringi adanya “runtutan”.
Persclisihan dalam suatu sengketo mengandung dan melahirkan “tuntutan™
(gugatan) - “permintaan” dan pihail-\' yang satu Kepada pihak yang lain.
Tuntuian “ditahbiskan™ sebagai atribut primer dart suatu scngketa. Dengan
demikian “tuntutan” dengan sendirinya inherent pada perselisihan yang pada
dasarnva adalah perselisihan hak, dan niscaya haklah yang melahirkan
claims.'™™

Oleh karena itu ada 3 (tiga) faktor vang mempengaruhi proses
terjadinva sengketa.’” vaitu ;
a. Kepentingan {interesi),
b. hak-hak (rights).
¢. status kekuasadn (power).
Bahwa para pihak vang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-
haknya dipenuhi serta ingin  status  kekuasaannya  diperlihatkan.

dimanfaatkan dan dipertahankan. Datam proses penyelesatan seagketa,

¥ Suparto Wijovo, Penvelesaian Sengheta lLingkungarn (Setilement of Eirvicenimemial
disprtes) Ailangga University Press. Surabaya. 1999, b 7 Lihat Philipus M. Hadjon. Perlindungan
Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 3ina Tlmy, Surabaya, 1987 b 39

" Wiliam Ury, IM Brett, SB. Goldberg, Getting Dispute Resolved, Pon Books, 1993

sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, Pelembagaan Alternative: Dispure Resolurion (ADR) i
lidanesia, {Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia), Citra Aditya Baku, Bandung . 2001 h 22
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pthak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan
ketiga faktor datas.

Dalam Undang-Undang Namor 30 Tahun 1999 tidak dijelaskan
secara Tinci pengertian sengketa, hz;mya dalam rumusan pasal 6 avat 1 dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu menyebutkan bahwa : “sengketa
atau beda pendapar perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui
alternatif penvelesaian sengketa vang didasarkan pada itikad baik dengan
mengesampingkan penvelesaian secara litigasi di pengadilan negeri’”
sehingga istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) sendirn teiah
dibakukan melalul Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut.

Oleh karena itu penyetesaian sengketa secara ahematit sebagaimana
dimaksud adalah lembaga penyelesatan sengketa atau beda pendapat melatu
orosedur yang disepakati para pihak, vakni penyetesaian diluar pengadiian
dengan carz konsultasi. negosiast, mediast, konsilias) atau penilaian ahli
{pasat { angka 10 Undang-Undang Nomor 3G Tahun 1999)

Altematif Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagal
alternative to litigation, naman sering kali juga diartikan sebagat alternative
(o adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari 2 (dua) pengertian
rersebut menimbulkan imptikasi vang berbeda. Apabita pengertian pertama
vang moniadi acuan aliernative fo fitigation. maka mencakup selurub

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk
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arbitrase vang merupakan bagian dari ADR. Pengertian kedua, alfernative io
adjudication apabila pengertian ADR diluar litgasi dan arbitrase, yang
meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau
kooperatif seperti halnya negosiasi, 'mediasi dan konsiliasi, *®

Jika istilah alternatif penyelesalan sengketa / ADR hendak
dipahami, maka perhu diperhatikan kata “Altemati{” itu sendirnt. Dan stilah
tersebut tercermin bahwa tata cara penvelesazian sengketa / ADR it
merupakan pitihan (alternatif) bagi penyelesaian sengketa. Kata “Alternatif”
menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu bebas memilih bentuk
dan tata cara apa vang terdapat didalam ADR dan akan dipilth bagi
penyelesaian sengketa. ™

Berkenaan dengan ttu pula diketengahkan pandangan konseptual
tentang alternatif penvelesaian sengketa / ADR vang terckam dalam
kepustakaan, ' yang mengartikan alternatif penyelesaian sengketa/ADR
mencakup berbagat bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan,

batk yang berdasarkan pendekatan konsensus maupun yang tidak

berdasarkan pendekatan konsensus. Istilah alternatif lebih ditekankan pada

* Ihid W23 - 24
™ Tim Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Op. Cit, h. §

) Suparto Wijoyo, Op.Cit, h. 169
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pengertian penyelesaian sengketa selain pengadilan. Namun tidak berarti
bahwa praktek penyelesaian sengketa diluar peradilan yang menyimpang
atau bertentangan dengan hukum termasuk kedalam konsep ADR. Alternatif
penyelesaian sengketa / ADR adzltlah scbuah konsep yang merangkum
berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-
cara vang sah menurut hukum, baik berdesarkan pendekatan konsensual
ataupun berdasarkan pendekatan adversarial .

Dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa / ADR
merupakan ekspresi responsif atas ketidak puasan (dissatisfoction)
penyeiesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan zwaar
wichtig - (njlimet - bertele-tele), sebagaimana dikemnukakan oleh Thomas J.
Harron yang dikutip oleh Suparto Wijoyo;™”

24

........masyarakat sudah jemu mencart penyelesalan sengketa
metalui titigasi {badan peradilan). Mereka tidak puas aias sistemn peradilan
(dissatisfied with the judicial system). Cara penyelesaian senigketa yang
melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the delay inherent in a
system) dengan cara-cara yang sangat merugikan, banya buang waktu (o
waste of time); biaya mahal (very expensive), mempermasatahkan masa laly,
bukan penyelesatan masa depan, membuat orang bermusuhan (enemy),
melumpubkan para pihak {paralyzes people) ™.

Meskipun hasil yang diambil dalam proses ADR bukan res judicata

{putusan pengadilan), temyata masyarakat cenderung memilthnya atas

3 1bid. i 92
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alasan “mrich gquicker, no defav, and less expensive” dibandingkan jalur
litigasi.*"

Dalam konteks ADR sebagai lorum penyelcsatan sengketa, maka
pembahasan dalam tulisan in berf‘6k115 pada arbitrasc scbagai salah sam
hentuk ADR. Dengarn memilih penyelesatan secara arbitrase eksplisit para
pithak vang bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada arbitrator
guna penyclesatan sengketanya.

Kata arbitrase scbenamya berasal dan hahasa latin Arbitrare, vang
berarti kekuasaan untuk menvelesaikan sesuatu menurut kebyaksanaan.
Kebjaksanaan yvang dunaksud tidakiah berartt tidak mengindahkan norma-
norina hukum dan semata-mata hanya berdasarkan kebijaksanaan saja.
Menurut R Subektr @ “kesan tersebut keluu, karena arbiter atau majelss
arbiter Juga mengrapkan hukum seperti apa yvang di lakukan oleh hakim atau
pengaditan.™

Kemudian tstiiah tersebut diadaptastkan ke datam bahasa Inggrs
“Arbitration” dan datam bahasa Belanda “arbitrage”. Dalam  bahasa
Indonesia digunakan stilah “perwasitan” sesual dengan ketentuan pasal 3

aval I Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok

"M, Yahya Harahap [, (p. Cir, b, 178

R Subekal Memahami Arti Arbitrave, Vana Peradifan Tahun IV no. 40 Januan 1989 h
110 {selanjutnva disebut R_Subektt I
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Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 memakai stilah “Artibrase”.

Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda -
Indonesia, yang dimaksud dengan "‘Arbi(rage * adalah penyelesaian suam
perselisihan oleh seorang atau lebih juru pisah yang harus memutus menurut
hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan.*”

Frank Elkouri and Edna Elkouri dalam bukunya “How Arbifration
Works” 19747" telah mendefinisikan arbitrase sebagat berikut
“Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want
a dispute determined by an impartial judge of theiv own mutuai selection,
whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance io
accept as final and binding .

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau
pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan
persetyjuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan
yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Dart definisi diatas, jetas bahwa dasaf hukum arbitrase adalah

bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak vang

¥ NE. Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae ; Belanda - Indonesia, Bina Cipta.
jakarta, 1083 h. 33 - 34

™ Frank Efkoui and Edna Elkoud, sebagaimana dikutip oleh Ricard Burton Simatupang,
Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Ciple, Jakara, cet. 1, September, 1996, h.54
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terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka
menunjuk scorang pihak ketiga vang mereka berikan wewenang untuk
memutus sengketa. Merekapun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang
akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut 29

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui

arbitrase berarti dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral vang

2%

mempunyai wewenang untuk memutuskan {(arbitrator):

Arbitration. A process of dispute resolution in which a neutral third
(arbitrator) renders a decision a hearing at which both parties
have an apportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the
disputing parties select the arbitrator who has the power to render
a binding decision.

An arrangement for ifcking and abinding by e judgement of
selected persons in some dispute matter, instead of carrying it fo
esfablished tribunals of justice, and is intended to avoid to the
Jormalities, the delay, the expense and vexation of ordinary
iitigation. Such arbitration provisions are common in union
collective bergaining agreements.

Untuk itulah datam penyelesatan sengketa, [nhierent aroitrator
berwenang mengambil keputusan vang populer disebut award yang bersifat

final dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa (the

Tesis

B thid b 54

* Henry Campbeli Black, Op. Cir, h 79
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decision rendered by the arbirrator is legally binding) seria memilik
kekuatan eksekutoriai.””

Berdasarkan pembahasan arti dan konsep mengenat arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa / Af)R di atas, maka dapat dikatakan bahwa
pada dasamya arbitrase merypakan suatu proses penyelesaian sengketa
vang dengan sengaja menghindari pengadilan. Dalam lapangan arbitrase,
ekspresi kebebasan para pihak vang bersengheta terasa dinamis dan
kongkrit. Bukan quasi kebebasan atau kebebasan seolah-olah. Namun
kebebasan yang dilandasi kesadaran dan keyakinan. Dalam arti para pihak
yang menentukan sendiri secara sengaja (scbagar mat) memihh sendin
arbiter atau majelisi arbitrase yang mereka inginkan, vang diyakiai
kenetralan, expedency dan expert serta terjaga wibawa dan kehormatan
profesinya, memilik! accountability wmaupun integritas mooral profesi
dibidang hukum arbitrase. Disamping itu, kebebasan para pihak yang
bersengketa dalam menentukan pilthan hukum (choice of law) vang akan
diterapkan pada sengketa yang timbul, menjadi sangat signifikan, sehingga
kepentingan para pthak yang tunduk pada bukum substanuf dari yurisdikst

tertentu dapat terlindungi.’”

39 Suparto Wijovo, Op. Cit, . 107

3 H Datlami Firdaus, Praspek Law- bLnforcement Arbitrase di Indonesia (Prospek dan
Pelaksangan Arbitrase di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 122. Periksa Achmad
Ichsan, Cp. Cit.h. 13
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Sedangkan menuryl Komar Kantaatmadja., konsep penyelesaian
sengketa dengan tembaga ADR/dlrernative Dispute  Resolution, pada
dasarnya  bersumber pada atau  mengacu  pada  upaya  untux
mengaktualisasikan  ketentuan kébcbasan berkontrak dalam  berjalannva
kontrak ftu (jika ada) vaitu pada klausul kontrak vang menunjuk kepada
penggunaan pihak ketipa untuk membantu jika negostast fidak berhasil,
vain jasa-jasa baik, mediast dan konsihasi di satu pihak serta arbitrase diain
pihak. Masing-masing dengan tata cara penggunaannva sendifl sesuai
dengan “rules of procedure” yang berlaku. Sehingga karenanva proses ADR
{(Alternatif Dispute Resolationr) pada hakekatnva adelazh aktualisasi dan
prinsip dasar dari hukum perdata, yaiw kebebasan berkontrak, *'

Jika termyata persengketaan cukup substansial sehingga tidak
munghin dicapal penyelesaian “win-win~ vaitu dimana pihak-pihak tidak
ada vang katah tetapt sama menangrva, maka vang dipiith adalal arbitrase.
tlal i disebabkan sifat putusan arbitrase sebagai putusan vang mengikat
bagi pthak-pthak serta sitat “final and binding™ vang melekat padanya, maka

sebatknya dalam kontrak vang bersangkitan diatur secara tegas dan terinel

2 Komar Kantaatmadia, Reberapa masalalt dalam penerapan ADR di Tndonesia_(Prospek
dar Peloksanaan Arbitrase JF hdonesia) Citra Aduya Bakt, Bandung, 2001, h. 39
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LA

ketentuan mana yvang akan ditkuti, serta hukum vang dipihh {(choice of
faw )™

Oleh karena itu, pranata altenatif penvelesaian sengketa yang
diperkenalkan oleh Undang-Undang‘ No. 30 tahun 1999 scbagaimana diatur
datam pasat 6 terdiri atas :
1. penyelesatan vang dapat dilaksanakan sendirt oleh para pthak dalam

bentuk “ negoisasi” (pasal 6 avat 2;

rJ

penvelesatan sengketa vang diselenggarakan melalw {dengan bantuan)
phak ketiga vang netral diluar para pihak vaitu dalam bentuk “mediasi”
{pasal 6 avat 3. ayat 4 dan 5):

penvelesatan melaiui arbitase {pasal » avat 9}

Dengan demikian meskipun Undang-tindang No. 30 Tahun 1999
mt  disebut  dengan  undang-undang  twentang  arbitrase  dan  altermatit
penyelesalan scagketa; akan tetapt undang-undang mi mengatur juga (secara
bersama-samay) suatu proses pelaksanaan perjanjian vang diteriemahkan oleh
undang-undang nt dalam bentuk pemberian pendapat (“konsultast™) atau

pemtaian oleh anli-ahh atas hai-hal atau penatsiran terhadap satu atau tebih

Y ihid

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

26
ketentuan vang belum atau tidak jelas yang antara lain bertujuan untuk
mencegah timbulnya sengketa diantara pihak-pihak dalam perjanjian.””

Sechubungan dengan itu perlu dipaham: bahwa pranata altemanf
penyelesaian sengketa i, termasqu melahw arbitrase, hanva akan efektif
fika disertai dengan itikad baik dari para pihak yang berselisih atau
bersengketa. Int berarti proses pemeriksaan sengketa dalam pranata arbitrase
itu ternyata tidak jauh berbeda dengan proses persidangan peradilan ™
Disamping itu salah satu prasyarat yang sangat menentukan keberhasilan
Alrernatif Dispute Resolution (ADR) adalah pandangan dan pernlaku
masyarakat itu sendiri. Di sektor bisnis, peluang pelembagaan ADR terietak
pada pembaharuan pengaturan mengenat pelaksanaan arbitrase dan
pengembangan fungs: penyedia jasa profesional {mediator, ahli peneliti)
dalam menvelesaikan sengketa bisnis.*®
1.6. Metode Penclitian

1.6.1. Pendekatan Masalah
Tipe penelitian yang sesuat dengan penelitian tesis ini adalah

penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan vang digunakan

* Gunawan Widjayas & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Hukunt Arbitrase, Raja Grafindo
Persada, Jakarta 2001 h 27

) Ihid, h. 156

! Suyud Margono, Op. ¢it, h. 31
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untuk mengkaii penyelesaian sengketa dagang melalhut arbiirase i
adalah  pendekatan  perundang-undangan{statuta  approach).
Pemilihan terhadap pendekatan i mengingat permasalahan dan
penelitian tmt bersumber ]f)ada matert perundang-undangan yang
berhubungan dengan arbitrase dan alternatif’ penyelesaian sengketa,
teori-teori  serta  konsep-konscp vang berhubungan  dengan
permasatahan wrsebut.

1.6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum vang dipergunakan dalam penelitian 1ot
meliputt bahan hukum primer dan bahan hukum sekuader,

Bahan hukum  primer merupakan  bahan hukum yang
meitputt perundang-undangan vang berkaitan dengan arbitrase antara
lain Undang-Undang Nomor 14 Tahwun 1970, Undang-Undang
Nomor 30 Tehun 1999, Surat Fdaran Mahkamah Agung (SEMA),
Peraturan Mahkamah Agung serta putusan-putusan Pengadilan,

Sedangkan  bahan hukum  sekunder meliputi teksbook,
doktrin, majatah, jumal vang memoat maternt vang retevan dengan

bidang kajian mt.
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1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh, dinventarisasi  dan
andentifikas1 sesuar kebutuhan penchitian, untuk digunakan sebagai
bahan anatlisis pokok masatah penelitian.  Inventarisast dan
identifikasi bahan hukum dilakukan berdasarkan subyek (pengarang).
Sedangkan bahan hukum yang berasal dan peraturan perundang-
undangan dikumpuikan dengan melakukan penelusuran  atau

penemuan melalui daftar petunjuk peraturan perundang-undangan

1.6.4, Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum
Pengotahan bahan hukum dilakukan dengan analisa kualitatif
(nsaha-usaha  penemuan  asas-asas  dan  informasi)  dengan
memperhatikan  langkah-langkah  reduksi  bahan  hukum,
display{gambaran) bahan hukum serta mengambil kesimpulan dan

vertftkasi selama penelitian bertangsung.

1.7. Sistematika Penulisan
Ststematika penulisan nenehitian int ditakukan dengan tahapan
sehagal benkut
Bab t Pendahuluan, didatlamnya diuraikan latar belakang masatah,

Tumusan masalat, tuyuan dan manfaat penelitiun, metode pendekatan scrta
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kerangka tcoritik {kaypan pustaka) vang dipergunakan sebagai dasar acuan
datam mengkaj dan memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

Bab II membahas tentang prinsip perjanjian arbitrase berkenaan
dengan asas kebebasan berkontrak | 'pilihan forum, dan pihthan hukum serta
hubungannya dengan kompetensi absolut arbitrase.

Bab I}l membahas mengenat Klausula arbitrase dalam hubungannya
dengan kewenangan mengadiii sengketa ilamana terdapat klausula
aritrase, putusan arbitrase dan pelaksangan putusan arbitrase.

Bab IV merupakan akhir kescluruhan kapan dalam penehiian
berupa kesimpulan dan saran sehubungan dengan penyelesalan sengketa
dagang melatul acmitrase menune Undang-Undang NMomor 3C Tahun 1999
yang diharapkan dapat memberikan  solust dalam menghadapt  arus

perkembangan dunia bisns dewasa ot
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BAB 11
PRINSIP-PRINSIP PERJANJHAN ARBITRASE DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT

ARBITRASE

1. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dagang

Salah satu kegiatan penting vang senantiasa dilakukan dalam dunia
pisnis (dagang) adalah membuat beraneka ragam perjanjian {kontrak). Asas
kebebasan berkontrak vang dimaksud meliputi bentuk dan is1 dari penjanjian.
Bentuk perjanjian berupa kata sepakat (konscnsus) dan apabila dituangkan
dalam suatu akta (surat) hanvalah dimaksud sekedar sebagai alat pembuktian
semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihaklah vang pada dasarmya
berhak menentukan sendirt apa vang mereka ingin tuangkan .’

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat undang-undang yang
membenikan asas ini kepada para pihak vang berjunji, sekaligus memberikan
wckuatan hukum yang mengikat kepada apa vang telah mereka perjanjikan
(pacta sunt servanda). sepertl dimaksud pasal 1338 ayat | Kitab Undang-

Undang tHukum Perdata, sepanjang apa vang disepakati itu dibuat sccara sah

*" Richard Burton Simatupang, Op. (.. h, 38

30
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dan tidak bertentangan dengan undang-undang. ketertiban umum,  dan
kesusilaait.

Terdapat ketentuan tmperatif vang mensyaratkan sahnya suatu
perjanjian {pasal 1320 Kitab Undang-ﬁndang Hukum Perdata) vang meliput
1) scpakat mereka vang mengikatkan dirnya,

2) kecakapan untuk membuat suatu pertkatan;
3} suatu hal tertentu;
4) suamni sebab vang halal.

Svarat | dan 2 discbut svarat subyektif karena menyanggut subyek
perjaniian, sedangkan svarat 3 dan 4 disebut sverat obyekiif, Karena
menvangkut obvek daripada perjanjian iu sendirt. Apabtia syarat subvekuf
tidak tcrpenuht  dalam  suatu  peranpan  tersebut maka mengakibatkan
penanjian tersebut dikemudian hart terbuka kemungkinan untuk diajukan
gugatan pembatalan (verwnietighbaar, voidable), scdangkan apabila svarat
ohyektit tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi
batal atau batal demi hukum (wneitig atau van rechiswege nietig mull and
yoId). >

Berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, orang bebas untuk menutup kontrak/perjanpan, mengatur

"R Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990 h. 17 - 21 {Selanjutnya disebut R_
Subelai I1).
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sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat
mempetianjikan, bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang
timbul karena kelalaiannya (atau hanya bertanggungjawab sampai batas-batas
tertentu saja). Kiranya memang adalal; prinsip yang patut sekali, bahwa para
nihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam sudu
perjanjian atau tidak dan sampai seberapa jauh mereka hendak terikat pada
perjanjian yang mereka tutup, sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang
harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.>”

Salah satu pilar hukum perjaniian, vakni asas kebebasan berkontrak
vang secara universal dikenal oleh sistem hukum negara manepun, benar-
benar merupakan prinsip andalan yang mampu menjamin keleluasaan dan
ketinggian intensitas kegiatan pasar. Kebebasan berkontrak yang berintikan
keleluasaan dalam menentukan bentuk, jenis dan isi perjanjian, serasa tak akan
lekang oleh tantangan jaman dan engpan lapuk akibat derasnya kemajuan.

Prinsip ini memang merupakan salah satu bias sinar hak asasi manusia yang

selalu menjunjung tinggi harkat kehendak individu sebagai makhiuk sosial.*”

)} Satria, Hubum Perikatan, Perikatan yang lakir dari perjanfian - buky I, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1995 h. 148.

™ Moch Jsnaeni, Perkembangan Prinsip-prinsip hkum kontrak sebagai kegiotan bisnis di
Indonesia, Pidato peresmian penerimaan jabatan gum besar dalam ilmu hukum pada Fakulttas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, 16 September, 2000, h. 7.
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Lebth lanjut Moch. Isnaeni menjelaskan bahwa prinsip kebebasan
vang menjadi salah satu tiang penyangga hukum perjanjian scbagaimana
tertera pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan
landasan pacu yang sangat kondusif Iumuk memfasititasi laju kegiatan bisnis,
Betapa para kontraktan diberi keleluasaan menuangkan kehendaknya sesuai
tujuan yang hendak dicapai tanpa banvak belenggu vang merintanginya,
sehingga jenis ikatan bisnis yang di maw dapat terwadahi. Memang kebebasan
int bukannva tanpa batas, rambunya adalah. asal kontrak vang dibuat tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, perundang-undangan dan kepatutan. ™"

Schagai implementasi  asas  kebebasan  berkontrak  dalam
hubungannva dengan tulisan 1 adalah masalah pilihan hukum  dalam
hubungan dagang, dimanapun para pihak vang mengadakan hubungan dagang
tersebut sepenuhnya memitiki kebebasan dalam memihih, menentukan. dan
menyepakati aturan hukum vang akan dicantumkan dalam perjanian dagang
vang akan mereka tanda tangani. Aturan hukum yang dipilih tersebut meliput
aturan hukum substantif maupun aturan hukum prosedural vang nantinva akan
dipergunakan sebagal dasar untuk menyeiesatkan sengketa vang telah atau

kelak akan terjadi diantara mereka, ™

U Jrid

U Basuki Rekso Wibown, Kompelensi Peradilan Umum Terhodap Puiuson Arbimase,
Lembaga Penehttan Universitas Aulangga. Surabaya, 2000, b (Sefanjuinya disebut Basuki Ruekso
Wibowo i)
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Dalam pasal 56 avat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
mengatur tenfang kemungkinan bagi para pinak untuk metakukan pilihan
hukum yang akan beriaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul
antara mercka. Dengan telah adanyle'a kesepakatan tentang ptlihan hukum
tersebut maka secara hukum mengikat para pthak untuk menghormatt dan
melaksanakannya scbagaimana mengikatnya undang-undang (pacta sunt
servanda). Prinsip tersebut telah diterima dan berlaku secara universal dalam
liukum kontrak baik dalam hubungan dagang vang berskala nasional inavpun
internasional.
Penerapan asas kebebasan berkontrak tersebw bukannva tanpa batas
sama sckall. Sclain pembatasan yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (svarat-syarat sahnya suatu perjanjian),
juga sturan hukum yang bersifat memaksa (dwingend rechr) serta tidak
bertentangan dengan ketertiban umum (public policy} Sebagaimana dikatakan
bahwa ketertiban umum diperiukan sebagai suatu “rem darurat” bap setiap
sistem hukum negara manapun. Adakalanva “rem darurat” mi diperlukan
untuk menjauhkan berlakunya hukum asing vang scharusnva dipergunakan.
Sebab berlakunya hukum astng tidak boleh sampai berakibat dilanggarmva
atau terhapusnya sendi-send: asasi dari hukum nasional. In1 sering disebut
dengan fungsi negatif dari ketertiban umum. Fungsi positifnya adalah bahwa

ketertiban wmum mengidentifisir dan menjamin berlakunya kekuatan hukum
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tertentu tanpa memperhatikan hukum vang scharusnva berlaku, Karena telah

dipilih oleh para pihak **

2. Pikihan Hukum (Choice of Law) Me:nentukan Hukum Yang Beriaku

Hal vang berkaitan erat sehubungan dengan penvelesalan sengketa
dan penyusunan suatu kontrak dagang (internasional) adatah pilthan hukum
(choice of law). Kecenderungan Internasional pada umumnya adalah
memperbotehkan para pthak vang melakukas kontrak dalam memidih
perangkai peraturan perundang-undangan vang akan mengatur hubungan
perjaniian mereka. Sebagian kecil negara masih mensyaratkan bahwa kontrak
vang dibuat dalam hingkup teritonial mereka harus diatur oteh hukum dalam
negert (hukum lokal). Namun dalam kebanvakan kasus, para pihak dapat
memith peraturan lain. Hal 11 penting, apabila salah satt pthak berasal dan
negara iain, atau apabila materi pokok trausaksi itu zdalah materi yang
hukumnya lebih sempurna daripada hukum dinegara “tuan rumah™**

Keterkaitan hal-hal teriente dalam penyusunan suatu perjanpian
dagang yang mengandung hubungan dengan duma luar adalah kehidupan

potitik, 1deotogt polittk vang dianut, stabilitas pohtik didalam negen di negara

) “lineke Louise Tuegeh Londong, Asas Ketertihan Unuin & Konvensi New York 1958
(Sebwah Tinjancn aius pelaksanaan kowvensi New York 1958 puda putusan-puiusan Mahkamah Apung
Republik Indonesia dan pengadilan aving, Cira Aditya Bakn, Bandung, 1998, h. 98.

" john W. Head, Op.Cit, h. 41.
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tempat perjanjian tu  dilaksanakan, sedikit banyak tentu akan tkut
mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara. Sementara itu, hukum yang
berlaku dalam suatu negara tertentu belum tentu cocok atau memenuhi
kebutuhan kedua pihak yang berse;igketa. Perbedaan-perbedaan pengaturan
terhadap hal-hal tertentu mungkin saja akan dijumpai.*”

Oleh karena itu, dalam perjanjian dagang (yang bersifat
internasional) pada wmumnya para pihak telah menyadari sepenuhnya arti
pentingnya mencantumkan klausula pilihan hukum (choice of law)} dalam
melaksanakan “Party- Otonomy” (kebebasan berkontrak) apa yang akan
diberlakukan pada perianjian mereka. Sementara itu pengstahuan akan hukum
asing vang bersangkut paut dengan perjanjian mereka akan sangat bermanfaat,
yang pada akhimya pilihan hukum (choice of law) yang tepat akan membantu

arbiter dalam melaksanakan tugasnya,*”’

3. Pilihan Forum {(Choice of Forum) Penyelesaian Sengketa Dagang
Para pihak yang menjalin perjanjian dagang intemasional pada

urumnya telah mencantuwmkan klausula pilihan forum (choice of forum) selain

) Roejiono, Beberapa Catatan Kecil Diseputar Perjanjian Arbitrase dan Wanprestasi
Arbiter, {sett dasar-dasar hukum ekonomi 2), Ghalia Indanesia, Jakarta, 1995, h 56-57.

“) Ibid, h. 58.
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klausula pilihan hukum (choice of law). Adapun forum yang mereka pilih pada
umumnya adalah arbitrase.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut sebagai
klausul arbitrase. Klausul arbitrase dapat berupa perjanjian vang sederhana
untuk melaksanakan arbitrase, tetapt dapat pula lebih komprehensif, memuat
syarat-syarat arbitrase, Secara umum, kiausul arbitrase akan mencakup atd
a. Komitmen / kesepatakan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;

b. Ruang lingkup arbitrase;

c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau “ad-boc™;
d. Aturan prosedur yang betlaku,

¢ Ttempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;

f  Pilihan terhadap hukum substantif vang berlaku bag arbitrase;

g, Klausul-klausul arbitrase dan hak kebebasan (umunitas) jika relevan.

Klausula arbitrase harus memuat pemyvataan apakah akan dilakukan
secara lembaga/institusional atau “ad-hoc”. Pengertian dari arbitrase ad-hoc
(ad-hoc arbitration) adalah arbitrase vang dibentuk khusus untuk
menyelesaikan atau memurus perselisihan tertentu. Dengan  demikian

kehadiran dan keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat “insidentil” atau disebut

1 Gary Goodpaster, Felix O. Soebagja, Fatmak Jatim, Tinjanan Terhadap Arbitrase Dagang
Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h. 24-24.
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juga “arbitor volunter”. Selesai sengketa diputus. keberadaan dan fungsi
arbitrase ad-hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

Arbitrase ad-hoc ini dalam Undang-Undang Nomor 3C Tahun 1999
digtur dt dalam pasal 6 ayat (9):' e para pihak berdasarkan
kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui
tembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc .

Arbitrase institusional (instutional arbitration) merupakan lembaga
atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”. Dalam pasal 1 avat (2)
Konvensi New York 1958 arbitrase institusional im disebut sebagai permanent
arbitral body. Dengan demikian meskipun sengketa yang telah diajukan dan
selesai diputus, keberadaan arbitrase institusional imi tetap ada dan udak
menjadi bubar sebagaimana pada arbitrase ad-hoc. Pasal 6 ayat (9) dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang arbitrase
institusional tersebut.

Arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga yang sengaja
di dirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya untuk
kepentingan suatu bangsa atau negara, dinamakan arbitrase institusional yang
bersifat “nasional”. Di Indonesia terdapat arbitrase institusional antara lain
BANI (Badan Asbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan oleh Kamar

Dagang Indonesia/Kadin pada tanggal 3 Desember 1977, BAMUI (Badan
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Arbiirase Muamalat Indonesia) vang didinkan oleh Majelis Ulama
Indonesia/MUI pada tahun 1993.

Disamping arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga
arbitrase institusional yang bema\‘wasan internasional, antara lain ICC
{(International Chamber of Commerce) yang didirikan di Pans pada tahun
1919; The London Court of Arbitration” di London, “Regional Center for
Arbitration” i Kuala Lumpur, “Singapore International of Arbitration
Center” dan sebagainya.

Pemilihan forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang
dapat dibedakan dalam dua (2) bentuk klausucia arbitrase, yakni pilthan forum
arbitrse sebelum sengketa ieijadi (pactum de Compromittendo) dan pilihan
forum sesudah sengketa terjadi (acta van compromise).

“Pactumt de Compromittendo” yang berarti kesepakatan setuju

perselisihan. Jadi para pthak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian
arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka.
Pasal 7 Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “para
pihak dapat menyetujui suatu sengheta yang terjadi atay vang akan terjadi
antara mereka wntuk diselesaikan melalui arbitrase”. Pada umumnya piihan

forum arbitrase sebelum sengketa terjadi dituangkan kedalam salah satu pasal
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dari perjanjian pokoknya, khususnya pasal yang menyangkut dispute
setifement.

“Acta van Compromise” yang berarti kesepakatan penyelesaian
sengketa melalui arbitor setelah adanlya sengketa. Berbeda dengan pactum de
compromittendo, maka untuk akta kompromis ini oleh Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan keras,™
dengan ancaman batal jika salah satu syarat tersebut tidak dipenubi.
Ditegaskan oleh pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
bahwa : “dalam hal para pthak memilih penyelesalan sengketa melatui
arbitrase seteiah sengketa terjadi persefuijuan mengenai hai tersebut harus
dibuat dalam suatu perjanjian tertulis vang ditanda tangani oleh para pihak™.

Adapun svarat-syarat yang dimaksud selengkapnya berbunyi
scbagat berikut :

a) harus dibuat dalam bentuk tertuhs,

b} perjanjian tertulis tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak;

¢) jika para pihak tidak dapat menanda tanganinya, harus dibuat dalam bentuk
akta notaris;

d) isi dari akta tertulis tersebut memuat: masalah yang disengketakan, nama

lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal

% Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya
Bakn, Bandung, 2000, h. 119.
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arbiter atau mejelis arbitrase, tempat arbiter atau majelts arbitrasc akan
mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu
penyelesaian sengketa, pemyataan kesediaan dari arbiter dan pernyataan
kesediaan dart para pthak vang l;)crsellgkcta untuk menanggung segala
biaya yang dipertukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dart pemaparai uraian prinsip-prinsip { asas dan norma hukum)
perjanjian arbitrase diatas bahwa didalam penyvelesaian sengketa dimana
sebagai titik tolaknva adalah adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan
kedalam perjanjian sebagaimana vang discbut dengan perjanjian arbitrasc
Carbitration clause) untuk menentukan kewenangan/kompetenst dati arbitrase
tersebut. Untuk tiu dapat diembil contoh kasus™ dalam putusan Mahkamah
Apung RI No. 1458 K/ Pdt / 1992, jo Pengadilan Tinggt Surabaya No. 769 /
Pdt / 1990, jo Pengadilan Negeri Surabava No. 368 / Pdt/ G / 1989 yang
antara lain disebutkan bahiwa para pihak telah scpakat terhadap klausula
arbitrase yang telah disetujui sebelum timbul sengketa (termuat dalam loan
agreement pasal 15 2 alinea pertama) yang berbunyi sebagai berikut

“Semua perselisinan vang timbul dalam hubungannya dengan ioan

agreement ini, termasuk sengketa-sengketa mengenat keabsahan

loan agreement atau setiap ketentuan vang ada didalamnya akan
diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan ketentuan Intemationat

Chamber Of Commerce (ICC) sesuat dengan persetujuan arbitrase
yang tertampir pada loan agreement”

' Kasus Wanprestasi Laan dgreement”. “Peran Arbitrase”, Yarig Peradilan. Majalah

Hukum Tahun X No. 110, Nopember. 1904 h 94 - 113
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Namun para pihak sccara serentak juga menunjuk pada kompetenst pengadilan
negeri dalam satu kontrak (termuat dalam loarn agreement pasat 15 - 2 alinea
kedua) vang berbunyi sebagat berikut

“Walaupun demikian, pemberi pinjaman memiliki hak  untuk
melancarkan tindakan hukum di depan pengadilan setiap wilayah
hukum berwenang lainnya. S¢jauh menyangkut tindakan hukum
didepan pengadilan vang berwenang, arbitrase tidak akan dilakukan,
tetapi pengeluaran perintah penyitaan atau sita jaminan, penahanan
tidak akan mengecualikan arbitrase”.

Terhadap perkara int kemudian Mahkamah Agung Republik
indonesia tersebut diatas menunjuk pada junsprudens: tetap Mabkamah
Agung Republik Indonesia bahwa dalam hal ada kiauswia arbitrase, maka
pengaditan tidek berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, karena sesual
pasa!l 1338 Kiwab Undang-Undang Hukum Perdata, maka apa yang telah
disepakat secara sah berlaku sebagal undang-undang yang mengikat bagi para
pitiak, schingga karcnanva Mahkamah Agung berhak untuk menyatakan pasal
15 :2 alinga kedua loan agreement 1tu dak dapat diberiakukan.

Senada dengan contoh kasus diatas, terdapat putusan Mahkamah
Republik Indonesia No. 1155K/PDT/1997" vang telah membatalkan putusan
Tengaditan Tinggi Jakarta No. 44/PDY/1996/PT DKL dan juga membatatkan
putusan Pengadilan Negen Jakarta Barat No. 083/PDT.G/1995/PN. Jkt. Bar,

dengan pertimbangan bahwa didalam suatu perjanjian tclah disepakati oleh

“" Kasus Dealer Solahart, “Perjanjian Tentarg Arbiirase,” Varia Peradilan, Majalah Hukum
Tahun XVI, No. 18], Agustus 2001, b 63 - 78

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

43
kedua belah pihak, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenat pelaksanaan
perjanjian int, kedua belah pihak akan menyetesatkan secara musyawarah dan
bilamana ndak berhasil, selanjutnya akan menempuh jalan “arbitrase”. Jika hal
int belum mencapat jalan keluar, maka proses pengadilan sebagai jalan
terakhirnva. Perjanjian ini harus ditaati olch kedua belah pthak. Karena jalan
melalui “arbitrase” untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum
ditempuh, maka penyelesaian melalui proses gugatan dipengadilan dalam
perkara 1, dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itw didalam menjawab  permasalehan © apakah
kesepakatan para pthak yang dituangkan kedatam klausula arbitrase membawa
konsekuensi ditentukannya kompetensi absolut arbitrase ? adalah dapat dilihat
dari prinsin-prinsip (asas kcbebasan berkentrak, pilthan hukum dan pihihan
forum) dengan berpedoman pada kesepakatan para phak 1 sendint untuk
menuangkannya ke dalam suatu perjanjian vang dischbut dengan perjanjian
arbitrase {arbitration clause), dan juga berpadoman pada ketentuan pasal 1338
Kitab Undang-Undang {fukum Perdata. Bahkan dipertegas lagi di datam
Undang-undang Nomor 30 Tshun 1999 tentang  Arbitrase dan Alternant
penvelesalan sengketa, yang didalam salah satu pasatnya yakmi pasal 3
schagaimana telah diuraikan diatas vang menentukan bahwa -

“Pengadilan negerni tidak berwenang untuk mengadih sengketa yang terikat
datam perjanjian arbitrase™.

Dalam pasal ini ditckankan lebsh tanjut bahwa apabila tclah ada

suatu perjanjian arhitrase, maka pengadilan negen veng diminta untuk
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mengadili, harus menyatakan dirt tidak berwenang. Dengan  demikian
pengadilan negeri secara “ambtshalve” (karena jabatan), harus menyatakan
dirinya tidak berwenang jika didalam pemeriksaan ternyata kontrak antara
para pihak itu mengandung klausa arbitrase. Dan biasanya klausula arbitrase
itu dimuat dalam kontrak pada bagian akhir yang di rumuskan kurang iebih
sebagai bertkut :

“Para pihak menyetujui babhwa untuk melaksanakan perjanjian ini, akan
menyerahkan penyelesaiannya kepada suatu badan arbitrase misalnya
BANI (Badan Arbitrase Nasional indonesia) sesuai dengan peraturan yang
beriaku™.

Untuk hal mi dapat ¢i ambil sebagai contoh kasus dart Badan
Arbitrase Nasional Indonesia dengan putusan No. 5/ V.02 / ARB / BANI /
1999 yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan
terakhir telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara © PT. ENINDO
(ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA), Jakarta, melawan PT. SAU
(SULAWESI AGRO UTAMA), Ujung Pandang, Sulawesi Selatan dalam
kasus Wanprestasi dengan pertimbangan bahwa di persidangan para pihak
telah menerangkan, mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa antara pihak
secara musyawarah (amicable), oleh karena itu mereka menyetujui sengketa
diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN1).

Klausula Arbitrase sebagaimana dirumuskan diatas, terdapat pula
didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, vakni dalam pasal 4 ayat (1) :

“Dalam para pihak telah menyetujui bahwa sengketa antara mereka
akan diselesatkan melalui  arbitrase dan para pihak telah
memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

45

putusannya mengenai hak kewajiban para pthak jika hak itu tidak
ciatur dalam perjanjtan mereka”.

Dengan demikian untuk menentukan kempetensi absolut arbitrase,
sebagai titik tolaknya adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan kedalam
perjanjian arbitrase (arbitration clause) vang didalamnya wmengandung
klausuta pilthan forum arbitrase, dan juga untuk menentukan Kewenangan

arbitrase dalam penyelesaian sengketa.
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B8AB Il
KLAUSULA ARBITRASE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN

KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

1. Kewenangan Mengadili Sengketa Bilamana Terdapat Klausuila Arbitrase
Merupakan ciri baru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959

adalah adanya ketentuan dimana dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak
menitiki jurisdikst untuk memenksa suatu perkara yang berdasarkan

*Y Ditegaskan didalam ketentuan pasal 3

perjanjian deugan klausula arbitrase.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 “Pengadilan Ncgeri tidak herwenang
untuk mengadili sengketa para pihak yang didalamnya mengandung perjanjian
arbitrase”. Demikian pula dalam pasal 11 ayat (1): adanya suatu perjanjian
arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian
sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan
negeri. Ayat (2). Pengadilan Negeri wajib menotak dan tidak ikut campur

tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yvang telah ditetapkan melahu

arbitrase.

*Y Sudargo Gautama, Umdang-{indang Arbitrase Baru 1999, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
1999, h. 13

46
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Ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai
tidak berwenangnya Pengadilan Negeri im merupakan suatu kemajuan.
Dengan adanya ketegasan yang tercantum dalam pasal 3 dari Undang-Undang
tersebut maka dapat dikatakan bahwa' apabila terdapat suatu sengketa dan para
pihak membawanya ke Pengadilan Negeri, maka pengadilan negen harus
secara karena jabatan {ambtshalve) menyatakan dinnya tidak berwenang.
Walaupun para pihak tidak mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) bahwa
Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini.*”

Masalah klasik vyang seringkali memmbulkan polemik hukum
adalah masalah batas-batas kompetenst absolut pengadilan negen terhadap
sengketa vang didalamnya mengandung penjanjian klausula arbitrase”” Sebab
daiam praktek peradilan selama ini seringkali terjadi adanya tarik menarik
wewenang, memeriksa dengan mengadili perkara antara arbitrase dengan
pengaduian negert. Hal int disebabkan antara tain bahwa selama ini reglemen
hukum acara perdata (reglement op de rechtsvordering) tidak mengatur secara
tegas larangan bagi pengaditan negeri untuk mengadili perkara yang

didalamnya terdapat perjanjian arbitrase. Demikian pula dalam Undang-

52)bid h. 15
*“Basuki Rekso Wibowo, Prinisip-Prinsisp Dasar Arbirase  Sebagai  Aiternatif

Peneyelesaian agamg di Indonesia, Yurndika, Vol. 16 No. 6 Nopember - Desember, h. 566 -
567(selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo U1
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Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (pasal 50), tidak
disebutkan secara tegas dan hmitatif kewenangan pengadilan dalam mengadil:
perkara-perkara perdata yang bagaimana. Rumusan tersebut mcenimbutkan
penatsiatan bahwa wewenang peradlilan umum mengadilt perkara perdata
meliputi semua perkara perdata pada umumnya.

Kenyataan dalam peradilan, terdapat perkara-perkara terlentiu vang
atas dasar perjanjian para pihak kewenangan untuk memeriksa dan memutus
sengketa itu diserahkan kepada lembaga arbitrase. Pengadilan Negen
terkadang cenderung mengabaikan keberadaan perjanjian arbitrase dan tetap
merasa berwenang untuk memeriksa dan menwtus sengkete tersebut. Ini
berakibat antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase terjadi konflik
wewenang {juridictie geschil), masing-masing pthak merasa berwenang
mengadiil sengketa, schingga pada akhimya dapat menimbulkan ketidak
pastian hukum “*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pdi/1984, tanggal 24
Desember 1985, dapat diambil sebagai counwoh kasus vang telah
mengenyampingkan  eksepst  pthak  tergugat  tentang  ketidakwenangan
pengadilan sehubungan dengan adanva “Idausula arbitrase™ vang tclah ditanda

tanganl para pihak schelumnva. i Casw, judex facti maupun Mahkamah

4 Jhud. h. 566
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Agung dengan pertimbangan, bahwa meskipun terdapat klausula arbitrase,
namun dimlai hanyalah sebagat formalitas belaka, dan para pthak tidak bemniat
untuk menggunakan arbitrase scbagal penyelesaian sengketa. Putusan
Mahkamah Agung Republik lndone'sia int menguatkan putusan Pengadilan
Tinggi Kalimantan Tengah No. 311/PDT/1983 jo putusan Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun No. 70/Pdt.G/1982.
Mengomentari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas,
menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam tanggapannya atas kertas kerja R
Soebekti “Memahami Arti Arbitrase® pada seminar schari arbitrase 18
Nopember 1988 di Jakarta berpendapat bahwa & Pendirian dari Mahkamah
Agung Republik Tndonesia itu telah menggoyahkan dan tidak memperhatikan
sendi-sendi hukum perjanjian yang terkandung didalam pasal-pasal 1320 dan
1338 KUH Perdata. Kepastian hukum dari suatu perjanjian menjadi hilang
karena tidak mempunyai arti lagi sebagai undang-undang bagi kedua pihak.
Selanjutnya pendapat dari Sunaryati Hartono: “sekalipun telah ada
suatu keputusan pengadilan mengenai perkara yang scharusnya diselesaikan
oleh arbitrase, putusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan (on unitvoerbaar),
karena pengadilan didalam hal itu tidak merupakan forum yang berwenang

memutuskan. Sebaliknya, forum arbitrase yang telah disepakati sebelumnya
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oleh kedua belah pihak itulah vang berwenang memutuskan sengketa antara
mereka” >

Setelah mendapat kritikan dan komentar dari berbagat pihak, lambat
laun pendinan pengadilan IEThadf;lp adanya klausula arbitrase secara
berangsur-angsur mengalami  perubahan. Pengadilan mulai  mengakut
keberadaan klausula arbitrase dalam hubungannya dengan kewenangan
arbirrase. Dan merupakan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang menvatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak
mengadili dan tidak melakukan campur tangan terhadap perkara yang
Jidalamnya mengandung perjanjian arbitrase.””

Setelah bertakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1399 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal ketidakwenangan
pengadilan terhadap perkara-perkara yang didalamnya mengandung perjanjian
arbitrase, telah dipertegas didalam perumusan pasal 3, pasal 11 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagatmana telah diuraikan

diawal pembahasan bab ni.

* Sunaryati Hartono, Konfltk Antar wewenang Antara Pengadilan Dan Forum Arbitrase,
Prospek Dan Pelaksanaon Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 150

*%) Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memifiki kualifikasi sebagai jurisprudensi tetap

terhadap perkara vang berkenazn dengan wewenang arbitrase dalam mengadili perkara yang
mengandung perjanjian arbitrase Periksa Varia Pengadilan No. 136 Janvari 1997, h 64-83
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Terhadap ketentuan @ *....... Kecuali dalam hal-hal tertentu yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini (pasal 11 ayat (2}, sebagai pengecualian
terhadap prinsip pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
mengandung perjanjian arbitrase. Ha.l ini berarti campur tangan pengadilan
hanya terbatas untuk masalah-masalah tertentu saja dan hal itu telah

ditegaskan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mi.

Adapun perkecualian yang dimungkinkan eoleh Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 itu antara lain :

(a) dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai
pemilihan arbiter atau pengangkatan arbiter, ketua pengadilan neger
menunjuk arbiter atau majeiis arbitrase {pasal 13 ayat (1},

{b) dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam
penunjekan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan
permohonan kepada ketua pengadilan negeri (pasal 13 ayat (2);

(¢) tuntutan hak ingkar terhadap arbitrator vang diangkat oleh ketua
pengadilan negeri diajukan ke pengadian negen yang bersangkutan
{pasal 23 ayat (1),

(d) dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara
sukarela, putusan di laksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan

negeri {pasal 61j;
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{¢) menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
internasional adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat {pasal 65);

(f) pemberian eksekuatur putusan arbitrase internasional yang menyangkut
negara Republik Indonesia se;bagai. pihak dalam sengketa menjadi
wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia (pasal 66 (¢)),

{(g) permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada
panitera pengadilan negeri (pasal 71).

Selanjutnya untuk jawaban permasalahan kedua dari rumasan
masalah diatas tentang apakah klausula arbitrase dapat disimpangi oleh
Pengadilan Negeri 7 Pertama, kalau dilihat dart contoh kasus dengan putusan
Mahkarmah Agung RI No. 1851 K / Pdt / 1984 tersebut, klausula arbitrase
vang ditanda tapgani para pihak sebelumnya hanya dianggap sebagai
formalitas belaka, sehingga klausula atbitrase itu telah dikesampingkan atau
dapat disimpangi, dengan alasan para pihak tidak berniat menggunakan
arbitrase sebagai penyelesaian sengketa mereka.

Alasan lain bahwa dapat disimpanginya klausula arbitrase itu antara
lain bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, dan
memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya (pasal 14 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakimarn). Hakim sebagat
organ pengadifan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang

padanya untuk mohon keadilan, dan hakim wajib menggali hukum untuk
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memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Disamping itu adanya alasan bahwa selama ini Reglemen Hukum
Acara (Reglement op de rechtsvordem;:g) tidak mengatur secara tegas larangan
bagi pengaditan untuk mengadili perkara yang didalamnya terdapat peganjtan
arbitrase. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (dalam pasal 50) tidak disebutkan secara tegas dan limitatif
kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara-perkara perdata vyang
bapaimana. Rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa wewenaiig
neradilan umun mengadilt perkara perdata meliputi semua perkara perdata
pada umwmnya,

Kedua, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tabun 1999
tersebut, yang menegaskan tidak berwenangnya pengadtlan negen untuk
mengadili perkara-pekara yang mengandung perjanjian arbitrase (pasal 3).
Hal ini berarti pengadilan negeri tidak dapat menyvimpangt atau
mengesampingkan peranjian yang didalamnya mengandung klausula arbitrase
{seperti contoh kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Ri dalam
putusan Nomor 1155 k / Pdt/ 1997 tersebut diatas).

Sudah sepatutnya dan wajar hal itu dilakukan mengingat akan sifat
dari lembaga arbitrasc didalam menangani perkara atau sengketa itu adalah

konfidensial dan putusannya tidak dipubhikasikan disamping lembaga arbitrase
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itu sendiri merupakan wadah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan
LHTILT,

Dengan demikian sebagai konsekuensi be{fakgngnya Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 1tu Pengadilan Negeri harus konsisten
menolak settap perkara vang digjukan kepadanya yang didalamnya
mengandung klausula arbitrase, demi tegaknya kepastian hukum. Namun
dalam hal-hal tertentu, tegas dan liminatif yang ditetapkan dalam Undang-
undang sehagai pengecualian terhadap pengadian tidak berwenang mengadili.

Pengaturan tentang pengecualian sebagaimana disebutkan diatas,
vang diatur secara tepas dan limitatif itu dimaksudkan untuk mencegah
campur tangan (intervensi) pengadilan agar tidak meluas dan akan mengurangt

wewenang arbitrase itu seadiri,

2. Putusan Arbitrase
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan
bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama
180 (seratus delapan puluh) hamt sejak arbitrase atau majelis arbitrase
terbentuk (pasal 48 ayat 1). Itu berartt putusan arbitrase sudah harus dibacakan
apabila pemeriksaan dianggap selesat selambat-lambatnya 180 sejak arbiter

atau majelis arbiter terbentuk, kecuall apabila terdapat alasan mendasar

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Lh
]

schingga diadakan perpanjangan waktu penyelesaian sengketa (pasal 48
avat 2}.

Jika tidak ditentukan lain oleh psra pihak sendin, maka
pemeriksaan hanya dapat dilakukan rlnaksimum 180 hari atau 6 (cnam) bulan.
Setelah itu (jika tidak ada perpanjangan dari para pihak), wewenang dari para
arbiter manjadi berakhir. Setelah proses pemeriksaan dinvatakan berakhir,
selanjutnva adalah penjatuhan putusan arbitrase.

Mengenai isi dari putusan arbitrase menurut pasal 34 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus memuat :

a  Kepala putusan vang berbunvi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Fsa”.

b Nama lengkap dan alamat para pthak:

¢ Uraian singkat sengketa;

d. Pendivian para pihak;

o

Nama lengkap dan alamat arbiter,;

f  Pertimbangan dan Kkesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengena
kescluruiian sengketa,

g. Pendapat dari tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat
dalam majehs arbitrasce;

h  Amar putusan;

t.  Tempat dan tanggai putusan; dan
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i Tanda tangan arbiter alau majelis arbitrase.

Dari apa vang disebul datam sub a diatas adalah kata-kata sakral
vang biasa diketemukan badan dokumcn dari pengadilan. Terutama mengenai
hal hendak dilakukannya cksekusi. atatt pelaksanaan {enforcement) dan
putusan bersangkutan. Adanya kata-kata judul itu scbagai suatu “fiaf execuiie”
vang dapat dilaksanakan melafui pengadilan ™

Seperti diketahui kekuatan dari suatu putusan arbitrase bersifat
“final and binding” bagi para pihak vang bersenghketa, dalam arti langsung
memiliki kckuatan hukum tetap dan tidak dapat di mohonkan banding atau
kasast. Hai tersebut sesuai dengan karakter yang melckat pada arbitrase,
sebagal konsekuensi adanva pibihan forum arbitrase itu sendiri. Berbeda
dengan putusan pengadilan biasa, putusan itu bary menjadi tetap dan pasti,
apabila tidak ada lagi untuk memeriksa kemball putusan itu pada instanst
nengaditan selanjutnyva. Tilak ada kemungkinan untuk metawan (verzet) atau
untuk banding atau kasasi, maka putusan itu menjadt past, vang mengikat
(“resjudicata pro veritare habetur R

Merupakan salah satu asas pokok vang dipakai atau dipergunakan

bagt arbiter atau muajelis arbitrase dalam melakukan penitatan  untuk

T Sudargo Gawtama. Op. (i h 111

MR Soepomo, MNukum Acara Perdaia Pengedifan Negeri, Pradaya Paramita, Jakarta,
19849 h 95
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menjatuhkan putusan arbitrase, yakni asas “ex aequo ef bono” yang
diterjemahkan sebagat asas “kepatutan dan keadilan”. Pasal 56 ayat (1)
menyatakan : “arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan berdasarkan
ketentuan hukum, atau berdasarkan kc;:adilan dan kepatutan”.

Penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 menyatakan bahwa dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk
memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan
perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapt dalam hai tertentu,
hukum memaksa (dwingen deregels) harus diterapkan dan tidak dapat
disimpangi ofeh arbiter Dalam hal arbiter tidak dibert kewenangan untuk
memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya
dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materal sebagaimana
dilakukan oleh hakimn.

Dari rumusan pasal diatas dapat dikatakan bahwa pada dasamya,
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mi, asas ex aequo ef bono
merupakan fex spesiaffs dari kaidah hukum materiil yang berlaku sebagai lex
generalis bagl arbiter atau manjelis arbitrase .dalam mengambil  suatu
keputusan arbitrase yang diperiksa olehnya. Dengan kata lain, asas ex aequo et

bono hanya berlaku bagi arbiter atau majelis arbitrase selama dan sepanjang
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asas ini dikehendaki oleh para pihak dalam menvelesaikan perkara vang
diserahkan padanva untuk diputuskan.™

Selanjutmva jangka waktu untuk putusan arbitrase ditentukan dalam
pasal 57 Undang-Undang Nomor 30I'I‘ahun 1999 yang menyatakan : “Putusan
dwcapkan datam waktu paling lama 30 (tiga puluh) han setelah pemeriksaan
ditutup”. Imi berarti antara penulupan pemertksaan dengan pengucapan suatu
putusan tidak boteh meiebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hart. Putusan mana
dapat dijatuhkan berdasarkan  sistem  pengambilan  putusan,  vaite®™
berdasarkan sistem musyawarah atau sistern mayoritas, ataw dapat juga
berdasaikan sistem perwasitan seria sistem kombinasi antara mavoritas dengan
perwasttan. Setelabh putusan arbitrase diatubkan, maka selanjuinya tugas

arbitrase dengan sendirinya menjadi berakhir.

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam
pembahasan berikutnya mengacu pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-
tndang Nomor 3G Tahun 1999, vang meaurat Undang-Undang i

membedakan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasionat.

*) Gunawan Widjaja & Ahmat Yani, Up. Cit., H. 94

1 Munir Fuady, Op. Cin, b 162
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Untuk pelaksanaan putusan arbitrasc wnasional didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ketentuan hukum acara perdaia
khususnya vang berhubungan dengan eksekusi dan dijalankan oleh pengadilan
negert setempat (pasal 59 - 64 Undaﬂg-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
Dalam waktu paling tama 30 {tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal putusan diucapkan, fembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase
diserahkan dan di daftarkan olch arbiter atau kuasanva kepada panitera
pengaditan negeri {pasal 59 avat 1). Penyerahan dan pendafiaran terscbut
dlaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penanda tanganan pada
bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadiian negert dan arbiter
atau kuasanva vang menverahkan dan sclanjutnva catatan tersebut menjadi dan
merupakan akta pendaftaran (pasal 59 ayat 2). Pencatatan tersebut merupakan
satu-satunya dasar bagl pelaksanaan putusan arbitrasc oleh pihak vang
herkepentingan, oleh karena jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuat
atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbifrase tersebut
tidak dapat dilaksanakan (pasal 52 avat 4). Selain tu Undang-Undang juga
mewajibkan arbiter atau kuasanva untuk menverahkan patusan dan lembar ash
pengangkatan  sebagat  arbiter atau  salinan  otenttknya kepada panitera
pengadilan negern (pasal 59 ayat 3).
Oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and

binding) serta mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam hal para pthak
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tidak melaksanakan putusan arbitrase  itu secara sukarela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negert atas permohonan
salah satu pihak vang bersengketa.

Perintah pclaksanaan putus;’:m arbitrase itu diberikan dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari seteleh permohonan eksekusi
didaflarkan. Sebagai “Balancing™” bagi kepentingan para pihak daiam
putusan arbitrase, ketua pengadilan negeri sebelum memberi perintab
pelaksanaan. diberikan hak untuk memeriksa terlebth dahulu apakeh putusan
arbitrase memenuhi ketentuan, dimana
1. arbiter atau majelis arpitrase yang memenksa dan memutuskan perkara

telah diangkat oleh para pthak sesual dengan kehendak mereka: dan

b

perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oteli arbiter atau majelis
arbitrase tersebut adalah perkara vang menurut hukum memang dapat
disclesaikan dengan arbitrase; serta
3. putusan vang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
keterttban umum.
Satu hal yang pcriu diperhatikan bahwa selain ketiga hat tersebut
diatas, ketua pengadilan negen tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa

alasan atau pertimbangan dart putusan arbitrasc. Tidak diperiksanya alasan

Y Gunawan Widiaia & Ahmat Yani, £p. {77 h. 97
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atau pertimbangan putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri agar putusan
arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat {(penjelasan pasal
62 ayat 4). Dan jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negen, ada satu
atau lebih syarat darnt ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka
Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi
dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya
apapun (pasal 62 avat 3)

Dengan demikian menurut ketentuan yvang diatur didalam pasal 64
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa puiusan arbitrase vang ieiah
dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusanuya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Jadi fase pelaksanaan melalui pengadilan inilab yang menurut
Sudargo Gautama®™” akan menimbulkan kesulitan dalam praktek. inilah yang
akan ditakuti oleh para penanam modal dari luar negeri atau pihak-pihak
kreditur, karena disintlah tampak kelemahan sistem arbitrase kita. Eksekusi
melalai pengadilan int sering kali akan terbukti menjadi suatu masalah yang

menakutkan bagi pihak pemenang. Karena disini mulai lagi kesulitan dari

pengajuan perkara sampai pada putusan, melalui pengadilan negeri biasa.

DY Sudargo Cautama, Op. Cit, h. 131
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Bukankah untuk dapat memﬁiiai eksekusi harus dilakukan peneguran. Dan
setelah detapan hari peneguran ini scharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan
dan kemudian dilelang di hadapan kantor lelang setempat daripada aset pihak
vang dikalahkan, Tetapi disini timbul kemungkinan untuk masuknya berbagai
pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga
yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang
telah didasarkan atas putusan eksekusi ini. Misalnya bahwa barang-barang
vang telah disita dan hendak dilelang itu bukan merupakan barang-barang dart
pthak vyang dicksekusi. Atau sitaan vang teiah dilakukan dalam rangka
eksekasi ity adalah keliru dan diletakkan atas barang-barang yang tidak ada
hubungannya dengan si pemilik. Jadi ada macam-macam keberatan yang bisa
diajukan dari berbagai pihak untuk memperiambat di laksanakannya eksekust

terhadap pihak yang kalah.
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BAB 1V

PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari wraian-uratan vang telah dikemukakan sebelumnva. maka
dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.1. Bahwa para pihak vang mengadakan perjanjian dagang berlaku asas
kebebasan berkontrak, disamping kesepakatan tentang pilthan hukum
(choice of lew)} maupun pilthan forum (clhioice of forum) yang
menentukan vurisdiksi forum penyelesaian sengketa baik vang telah
atau vang akan teriadi diantara nara pihak. Ponyelesaian sengketa
degang metalui arbitrasc memiliki karakter vang spesifik. Disatu sisi
arbitrase termasuk sebagali model penvelesaian  sengketa  diluar
pengadilan yang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak.
[hsisi lain, arbitrator atau majehis arbitrase memiliki wewenang dalam
menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikal (firal and
hinding).

Arbitrase sebagai salah satu forum alternatif bagt penyelesaian
scngketa dagang yang dituangkan kedalam penanjian  arbitrase

(arbitration clause) menentukan kompetensi absolut arbitrase. Dan
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sebalisnya pengadilan tidak berwenang mengadili/menyimpangt

perkara yang mengandung perjanjian arbitrase.

2. Saran
Bahwa memang tidak 'dapat dipungkiri, meskipun arbitrase
cenderung dianggap merupakan penyelesaian sengketa dagang yang terbaik
dengan menghindari publikasi maupun dengan sistem peradilan yang relatif
lebih cepat dan murah, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan :

2.1.  bergantung sepenuhnya pada “ltikad balk” yang ada pada para pihak
datam perjanjian arbitrasenya, sebelum atau sesudab (teriadinya
sengketa.

2.2. adanya kemungkinan atay kekhawatitan dalam fase pelalsanaan
putusan arbitrase metalui pengadilan negeri, yang dapat menjad: salah
satu alasan (batu sandungan) untuk menciptakan kepastian hukum dan
keadilan dalam dunia hukum di Indonesia. Indepedensi Mahkamah
Agung dan supremasi hukum kembali akan diuji dalam pelaksanan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mni.
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Plantsder Republix, 65000 Frankfur:/
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hnl ini oleh kuasanya Ny. S. BUSQNID
KRAMADIBRATA,DH & REKAN Advokat ber-
alemat 41 Jalsn lIskandersyen 1/12,
Keboyoran Bsru Jskorta Seletsan,
Termzhon Kasasl dahulu Fenpgpugabl -

Perbanding

AN

Firg. LOTEEDR DAUWIDIAJA, bLerslamat 4i

Jalsn Pregolsn Bunder 19 Surchoya,
Tuyrat Wermchon #nsasi, dohulu Terpu-
pat ¥V oTarat Terbanding g
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Venirbeng, bahwa dari surst-surst btersebut
ternyatsa hanwa sexnrang Tecnchon Kssesl sebsgal Penp-
pagot asii telan wengegupgsat serarung Pemchon-remchen
Turct Termcohon Facasi sehegal tergugab-torn
mugen asli diruka persidangan Fengodilan Nemerl Surs-
baya pada porvoknye atog dalil-dalil

Lahwa berxdasarkon perjaniisn i.c. Losn fAgree-

ment aniava Peusgueal usll den Tergupst aslio Do tangg

11 Leserber 1884, Pengpuzat asli telsh menberikan pin-
Jaman/kredlt kepads Tergugst asli 1 sebesar
L, 13.5%2.200 unsuk wmembilayai 8% %4 dari nilai xon -

sre¥ entazra Terzugab zoli I dengen Kloeckner Indusiri

A

]

egen gnbl “(KINA}" den Starcoss GabH, Draunswelf

o

yeng wedusnys berdemisili ¢i Republix Federssl Jerman

. 5
{(bukti P.1)
nahwo berdasasrrnen Loan Agreement tersebub,
Terzugat ssli I diwejibken untuk membeyar kredit uterp

sebut Adalam waktu 10 kalil cicilan yang sama besarnyc

L. . . i . e - ayr b
vang dibeyaskan setiep setongah tahur arcsrs berantu
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seperti dinyatskan delan repeyment Schedule terlam-
oir (bukti P.2) ;

vehwa Tergugat ssli 1 diwajibksn pula =mem-
baysr bunga atas Xredit yang masibh terhutang sebessr
9,5% per annum, bunge kKeterlambotan sebesor 3,5% di
atas suku buﬁga vong ditentuiran untuk setiod keter-
Zesmbatan pembayasren den ganti rupi i.e. "gpohal

settlement of damages" ssbesar 3,5% distas suku bu-

nga yeng ¢itentukan sebsgel "Chsrge for default”
cpelile dan setisp kali Uergugat 5511 I bercidera
sendiog

bahwa Terpgueatl a2sii I jugs diwslibkan untuk
membsyer denpran segeras dan gekalipguas ongkos pembios-—
yeen tambshsn (additionsy finuancing cost) yeng tim-
bul sebagasl skibet dari adonya perubzhsen Jedwal pen
bayaran/Repayment Schedule |

bahwe kecuall untuk pembeyaran sepertl yang

dirizel éibawah ini, Tergugat ssli 1 sama seksali be

wum melaiuren Kewajiban pembaysran sesuol dengearn
Loan Agreement <epade lengouget psll meskionun T

tangnys cudoh lama jotuln waktu

bahwa oembeyaren yzgag teleh dilekukan Tergu
gl asii I selamz ini hsnyalah berups sebagiszsn davi
bunga yFang tervtong yoltu masinp-mosing sebessy
M,B5.169,99 pade Lulan Maeret dan dpril 48864,
M. A00.000 pade tenggol 24 Juli 987 desn M. 25.000
dalom tuler Mci 4257

bohiwe dori ursian distass jelsas Terguget
2511 1 telah bvercidera ‘snJil dan karvenanya sesuni
dengen keteatusn posel 11 Loan Agreement, Pengpunrat
asli terhsk untul menyntaksan selurun Jumlah  unng
vang terhutenm nenisdil fatub tempo selurunnye RER

[ L
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walib dibayer seketiks don sekslipus |

vahwa kelaleisn Terguget ssli I nembayar hu-
tengnys sampail pacda sgat gugastun ini dlejuken selu-
ruhnya berjumlah DM. 18.763%.241,6% (Veutsche Mark
delapsn belas Jute tujuh reatus enam pulub tipgs  rivo
dus ratus empat puluh sstu dan enexr pulubh tigs per
seratus) venm terdiri daril utang polick, tungme kentrerx
suil dan bungas xeterlsobatsn serts Charges for defoult
Y AT perincienﬁys sapertl fersebur dsolam sarst mapnl
an, dan ditembah bunge yang berjalzn terusg dan binva-
bisye lairnys sesual denzen Loan Apreement Lerhitung
selex tengpal gusatarn inl didaftarkan di Peagsdilan
Hegeri Surabzays, blngga putusan dslam perkers ind
Tempueyal Rexuatan hukun yeng pestl denfetsa dilnvas

naokon

Labwa unctuk menjatin perbaysran Ltang e
pugat asll I tersebut Feppggupat asli telsh mempero-

el Jaminen percrancan (boarstocht) sosing-masing do-

Fig

cersurol o no-

o5y 12, Tergnget wali TII,
11 IV den Tergugat 251t ¥V yanp borsusme-sann deiins

Terpumpat asll I bertonppung Jowet reofeng alass peu-

nasasn pewrbayaran hutanr Tergugat asli I kepsda
puipat agli seperti diperdenjiken delen perjanjinn
‘zyment Guarsrntee Usnepgal 7 Jenuari 128% (bukbti Y.l
bahwa seperti heolrnva Yergupnt esii 1 Tane
velsh vercicera Jdan)i dengan Tenggugast ssli, Terpaist
asii II, ZIT, IV cden ¥ yang telszh menpikatkan Gavi
selzku penjdamin Ltertadnp Pengpuget asll, Juze tldon
nmelakuzkan ltewsjibennys untuk membayar huteng Tergv-
pat asli I kepada Penprumatl asli sesual dengen  FPoy-
ment Guarantee tersebul sehingps terguget ssli IT,

111, IV dan ¥V telsh bercidera Janji g

Penyelesaian Sengketa Perdata ... ) | Wayan Wiryawan
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bahwa Pengpugst asll mohon apgsr Fenmsdilan
Heperi meletekkan sita jeminsn atau sits penyesual
sn atas harts kekesyesn para Tergugat csli tersebut
lebit dahulu uwntuk memjomin gugeten Jenggugat aslly

behwa herdasarkan hal~hel tersebut distaes,
Fenmpugat as51i menuntut kepada Pengadilan Hdegeri
Surabaya opfr wemutuskaen perkars ini dengan pulus-
an yeng dapel dilakssenskan terlebih dahulu waleupun
ade upaya nukum lzin sebsgal berikues

PRIMATR

-

. Mengebulkon gupeton Pengruget untuk seluruhnys
2. ¥enyetakon Sits Jominan (Conservatoir Beslag)
dansatsu Site Penyesusiazn yang teleb dilakssna-
kon olebh Jure Sits 'enpedilen bhezeri Saurcbeya
adalah ssh den berbargo

1. Menyvobekan sebyg

21 Mwun Tergusat 2, 12, 11D, I¥

don Voveian melakuken coiders Janii {wanpresussi)
terhodop Pengrupct kRorens tldsx pelakukan kewsa-
Jitonnys dengen bener dan belk

A, menghukum Terpumet L, i, Lii, IV dan ¥ untulk
meabayar seluruh Juwiabh hoileny yarg bDelidn dllana-

&)

a1 kepada Fenggzugst yaliw sebesar DMOIS.703.2070, 060

{Leutgcne Mark : delopsn beles Juta tujun ratus
cnzm pulabh tiga ribe dusrstus empst pulun satbud
dan enan pulunh tige per seratus) ditembsh bungs
berlalan terus dan blesye-vioys loilnnys se-
susl Perjanjlian Loan ipreemsnt, terhiiung selok
tanpgel gugsten ini didaftorxen i Zengedilan
Negeri Surebsye hingpae putucsn delsm perksra ind
mempunyal kekustan nukum yéng pasti dan/steu

dspst dileksaneksn

S Menvotokale. s e e cea e
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5. Menyatakan keputusan ini dspst dijslenkan

teple-

bih dabulu wslseupun para Tergugat menggunekan

upsya hukum lsin (uit voerbesar biJ voorrasd) ;

&. Mepghukun Tergugat untuk membaysr ongkos perkara;

SUBSIDATER

- Mohon Putusan scsuai alur dan pabtut (ex sequo et

bono)

bahwa selanjutnya terhsdap gugatun FPengrupsl

asli tersebut telan dinjukaa eksepsi oleh Tergugot-

tergpugat as1i I, LI, I11, dan IV sebhegsi berikut

bahwa perjanjian sntara Penggupmat asli dan
per) LEUEG

Tergugset as)ll I yesnpg menjadi dassr gugatsn ini di-

tusngkan dalam Lcan Agreement pads tanggal 11 Desen

ver 1984 (bukti P.4)

bshwo pasal 15.2 alines pertems dsri

-
Loan

Agreement bukti FP.1 tersebut denman tegas-tegas ne-

nyatskean keinginan para pihzk untuk menyelesailkon

sengkets/perselisinon melalui Badan Arbitrase |

bahwa pasal 15.2 elines kedus dari Loen

Apreement tersebut berbunyl '"Waloupun dewikisn,

Pemberi pinjomen memiliki hkek untulk melgncerkan Lin

daken hukum didepan Pengadllan yang berweneng di

Indonesisa, yeng tidak menpgecuslikan setiap wilavah

nukum terwenang: leinnye. sejsuh menyengkut tindakan

hultum didepsn Pengedilen yang berwenanp, Arbitrase

tidek sken dilskukan. Tetapl pengelusaren perintah

penyitaan, pembeslahsn, penahanen atau Sits Jeminan

Lidak skan mengecuslikan Arbitresi., Sehingga denpan

demikian penyelesaian sengketa yang timbul
hubungennya dengan Loan Agreement tersebut

mengutemakan Badsn Arbitrase.

Penyelesaian Sengketa Perdata ...
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bahws segusil dengen ketentusn psssl 338

Kitsb Undeng-Undang Hukum Perdata ysng menyatakan

bshwg setiap perjanjian berlsku sebagsi Undeng —
Undaug bsgi kedusm belsh pihak, sehingga kesepakat-
an dari pihek Pengguget asli dengsn Tergugat asli 1

untuk menyelesaikan sengketa melslui Badan Artitrase

harusleh dihormati sebusgai Undsng-ilndang ;

; zii. . _ﬂ bahwa berdasarkan alsgsan-slasan tersebut

- Tergugat~tergugat asli menuntut agar Pengadilan HNe-

geri Surabsya menzombil putusan sebagsi berikut

I, Menyataksn Pengadilan Hegeri Surabaya tidek
berweneng mengadili perkara ini

II. Membatalken/mencabut Sita Jaminan/Sita Panye-
suglan ysng telsh diletekkan dslsm perksrs ini;

ilI. Fenolek gugatan, aotau setidsk-tidsknys menyate-
Kan gugatan tidak dapat diterima ;

1V. UMengliukum Penggugat untuk membaysr ongkos pel-

knra ;
hahwae Eksepsi "Tergugst-tergugst asli terse-
but teluh diputus oieh Pengsdilsn Negeri Sursbeys
dengen putusannys tanggal 27 Pebruari 1990 No.568/
Pat. G/1989/PN.Sby. yanp, smarnys berbunyi sebsgai

Derikut

Sebelum memutus pokok perksra,

" 1, Menolok Eksepsi ferguget 1, 1I, IITI dan IV ;

" 2, Menyataken Pengadilan Negeri Surabaya berwenauy
untuk mengedili perkars ini ;

" 3, Memerintshkan kepsda kedus belsh piksek untuk
.melanjutken perksra ini

" 4, Menangguhkan biays perksrs sampal putusan

" akhir ;

s bvaaem I
Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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R

' bahwa cebsliknye terhodsp gugatasn Pengpunnt
8sli tersebut telah diaJuken mupestven rekenpensi oleh

para Tergupet asli I, [I, IITI dan IV yang peda po-

LTI koknye sdslsh sebaopgui berikut
2N
f" B bahwa dalil-dalil para Terpugat asli delam
{ Koenpensi herep disnggsp sebapgail ftermasuk dslam atsu
1 menjadi bagian duri dalil-dalil dalam rekonpensi
N o ini '
~ :}’/

bahwe oleh Karena KINA & Starcesas  telsh

inpkar jenji tidsk menvershkan/memaseng perasngket

mesin untuk memproduksl “en riched fructose syrup
yanfg Derkapasitas max. 100 TPD okan tetspi rany s
betkapagitay 50 TPU maka para Tergupst asli teloh
mendarita kerugien berups zelicih hargs mesin sebe-
sar LM.5.320.000

Lahwa cleh karens KIVA & Shtarcosa telah
melmzukan verimebtan melawon hukum yaitu sociegh menya

.rehken/remusang komponoo-komponen nesin yong saanl
expired (daluwsrsa) & Lulon zZehingge Tenpurongi ko~
posites produxsil, mokoe pors Terpupat osli  vizpgslamd
verurian sehesar 3p.500.000.000,-

Batwa oleh kYoarcna KIRA & Biarcosn teleh teop
lambat menyerahkan perongket mesin 3-4 bualan di Pe-
Lobvuhon Tanjung Perak sehinggs berékibat vada keter
lamboton produlksl sehinzge Kehilangen keuniungan
sebegar Hp. 1.500.003.000,-

bahwa selurub Luntutsr ganti kKeruglan yang
harus diboyar oleh KINA & Starcosa baik sendiri-sen
diri magupun berssma-gems secara tanpgung rentengy
dengan Penmgugat asil udalah.sebesar D4, 6.3%20.000
dan Rp.11.816.300.460,~ 4+ Ep.530.000.000,- + ip.

1.50C.003.000,~ - Up.13.816. 200,450, - A3 tanboh Lue

niga sebessar 6% secvabun terhiltung sejak  pugoion

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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rekonpensi diajukan sompal dibeyar lunasg ;
bshwa para Terimugst asli mohon sger diletak-
kon sita jeminaen atas harte kekayssn Penggugat asli
lebih dahulu, den selsnjutnya pare Tergupat asli me
nuntut kepade Pengsdilan Wegeri Surabsya ager men-
Jotunkan putusan ysng Jdepat dijelankan lebih dshulu
dolam rekonpensi sebagal berilkut
PRIMAIR
I. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonﬁensi H
IT. Menystskan sita jnminen yang telsh diletskkan
ptas harta keksyzan Tergugat Rekonpensi sah
dan berhsrga
IITI. Menyataskan Tergugat Rekonpensi telsh turut me-
lakukan perbuatsan ingkar jenji dan perbuatan
melawen hukum yany dilekukan clebh KINA & Gtar-
cose. verhadap para Pengpugat Rekonpensi
1IV. Henghukum Tergugat Rekonpensi membsysr ganti

rugl kepada pare Penggugol Rekonpensi sebessr:

a. M. 6.3%20.000

l" L. Rp.13.816. 300. 460, -
ditembsh denpgan bunga 6% setahun terhitung se-
Jok tunzgal gugatan Rekonpeﬁsi disjukan sampeil
cdiboyar lunas

v, lenyatakan Putusan dslam perksre ini dapst di-
jolenksn terlebih dshulu, walaupun osda Verzet,

tanding maupun Kasasi

VI, HMenghukum Tergugst Rekonpensi untuk  membayer
ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

- Femberikan putusan yeng seedil-adilnys dalem per-

i kara ini (Exaequo et bono) ;

BahwA. . L a e
Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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pahwa terhsdap gugetan tersebut Pengadilesn

Negeri Surabsya telah mengambil putusan, ysitu pu-

tussnnya tanggal 21 Juli 1990 No.S568/Pdt.G/1989/PN.

N\ ”

Tesis

Sby., ysng smarnya berbunyl sebggai berikut

DALAM KONPENSI

Pl
'

2.

Mengabuikan gugatan Penggugot untuk seluruhnys,
Menyatsakan sebsgal hukum Tergugat I, II, IIIL,
IV dan ¥ teleh, melgkukan wanprestasi ;
Menghukum Tergugat I, I1I, III, IV dan YV untuk
membayar seluruh jumlah huteng kepada Penggu-
zat sebhesar DM.18.763%.241,6% (Deutsche lMark
delspen belas Juta tujuh ratus enam puluh bi-
ga ribu dua rabtus empst pulubh satu dan enam
puluh tigs perseratus) ditambsh punga yang
berjalsn terus den bieys lainnye sesuai per-
Janjian Loan Agreement, terhitung sejak gugak
an ini didaftarkan sampel dengsn perkars 1ini
dapat dilsxsanekan

fienystaksn Sita Perbandingsn atau Sita Yenye-
sudien (Vergelijkende Besleg) dan site jamin-
an {Conservatolr Beslsag) yang dilskuken dolum
perkara ini edalsh sah dan berharga
Menyatekan putussn ini dspsat dijslankan ter-
lebih dehulu walaupun Tergugat 1, 1L, ILI, IV
dan ¥ menggunasksn upaya hukum lain/bsnding
atau kssasi (uitboerbaar bij voorrsad) ;
Menghukum Terguget I, 11, III, IV dan V memba
yer ongkos perkara yang hinggsa kini diperhi -
tungkan sebesar Rp. 332.000,- (Tigarstus tigs

puluh due ribu rupish) ;

DALAM REKOLRPENST

M:znclak gugaten Penpggugat rekonpensl

Penyelesaian Sengketa Perdata ... ' C | Wayan Wiryawan
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i

- Menyatakan biays dslan rekonpensi NIUIL
Futusan mone delam tingket banding atas permoiionson
Tergupat 1, 11, I1I dan IV teloh dikuatksn oiceh
PO ’”;z Pengadilen Tingpi Surabasyw dengon putusonnya tang-
:f"' i pal 1 Oktover 1991 Ho.709/Pdt/1920/PT.Sby
: '% vanwa sesudoh peotusan bterakhir inl diberits
huakan kerada kedus belezh pihak psda Lengpal 29 Jo-
nuarl 7992 kewnvedien, terhadspnys oleh Tergugst-texr-~
pugat I, TI, 111 dan IV/Pepbanding {(dengsn peronta
rocn kKussanye khusus, berdasarken surat kusca Khu-
sus tangial 5 Pebruari 1992 disjuken permcohonen
kasssl sccora lisan pada tenggmel 6 Iebruari 1992
sebagaimang Yernyobo deri akte permolionan kesasi
lio. 20/48/9%2/F. Burabaya yang dibust oleh Fenite-
ro Fengadilen Neperi Surabsys, permohonan mens ke-
rmudian disusu) pleb memori kasasl yong memuab &log
an-glazen veng diterime dikepsniterasn lengaditlon

Hegeri Torsebut nada venggol 17 Pebruari 1992

73t

enwn scbelah ive oleh Penggumat - Tersbhanding
Jan® pada Lanpgal 25 Maret, 4992 telah diberitabualon

wentong memneri kasesi dori Uergsugot-tergumat L, L1l

“ta Al
I71 dan I¥/Penbonding disjuxan Jawabon neworl kasa
el verg diverima dikeponiveressn Fenegndilsn Hegeri
Sursbeye pada berngisal 27 NMoret 1992
Ferinmbeng, behws permohionsn kesasl o quo be
serta alasan-—-alosannya teiah diteritehukan wepo--
da pinax lswesn denman gegksomb distukan delam Lenrg-
pang woxta dan denpen cara yar; ditentukan dalnm

Indeng~-Undang, maka oleh karena i1tu permohonan Xo-
sasl tersedbult fermil dapsat diterims
rerimbang, Latws keberatan-keberaton yang

dilaiukan oleh pemchon-pemonen resssl delom memorl

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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xagasinya tersebut pade pokoknya islah
4. Bahweg Pengodilen Tirnggi Surabsya dalsm putusen-
rye cama sekall tidakx memperiimbangksan memeri
banding para FPemohon kasosi/Tergugel ssal I, 1!

111 gan 1V. Pengadilen Tinggi Surabsya honya

ﬂ ] Aj - mengambil oper seluriah pertimbangsn hukum Peng
iy adilan Negeri sehingge Pengadilen Tinggi tidsh
Nl menuruti Surat Edersan Mshkomeh Agung-RI. tangmn!

2 Apustus 1982 Fo.B356/62/1849 K/51p/19G2 yenpg 41

slematkan kepeda Ketuo Penpadilen Tinggl seluruh

Indenesia

Bekwa Pengadilsn Tinggl Buratiaya dalom memerixsn

i}
3

perkars inl btegity saje meugombil oper segalz
pertimbangan hukum juder facti Fengodilsn Hesmeri
1

o

Buratays. Seharcsnya dakip bending memerikss
ball perkara dolsxz keseslurunennye belk menpened

fak s weupun wenpensl pengebrspsan hukumny=.

51 K/S81p /1973 tanpssal G Untobes 1973

Bahwa potusan Peneazdilan Tiangpi Surot

W
.

henye meuyetojul keputussn Fengedilan b

rabaye o cuce tanpa semberilan pootimbrropgan i
vani teoas yoog oendikung Tpersciujusnnya” it

farusieh dinvaotaoken Cidak cukup.

Purtvgen Fengsdilen Tingg: Lergebut cdalah baruen

tangen denpzan yurisprudensi tetop Mehkamah Aeung-

0

I, dslem pususannys Ho.9 X/31p/99Y2 tonpgsel 00
Maret 1972 4
4, Eahwo psre Pemonon Kesesi/Tergugat ssel L, 1D,

ITE éan IV tidsk sevendapat dan sangat Keberslan

atas perbimbetgan hukum Judex Isctil mergenal

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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Kewenangan memerikse darn ﬁengadili perksra ini
sepertl terursi dalam putusan sela termaksud yong
kFemudian dipertahsnken pada patusan axhir can
diperkua®t oleh FPengedilen Tinggl Surabaya karens
perédasarksan article 1%.7 dan article 15.2 deri
Losn Agreement-buitti P.2 menetapkan Laliwa  antara
Pemohon Kesasi/Terpupat-terpugat #sal dzn Ternchon
Kosrsi/Peongpupgat 'osal telah dlsepzksti secsras bLe-
ras tentsng pilibon hukum (yoitu nukum Hepublik
Federasl Jerman) dan tempot peleksensgsen pecergpon
hukumnys (odalsh @i Frzakfurt sm Foin) secta forum

eta yang Lim-

grbivragsi untux menyelecaikan gens

-
L

s D
Babwa seeuel denpan passl 1328 Blilerdata maka

apgy yanr telah disepnxatl secara gsh terlsku  so-

agel Undane-Underg yong nencikat maka nengenal

woon foreement untuk pilinon hulurn dan tewval pe-
perapen aalum azaruslen i Hepublik Tedernsi Jer -
mon apolapl Perohon Baooal/Terge-st asal Lo P,
LarbuntUarl Indonesio teleh menuniuk don mengang-
wat Dr, Harald Veglaw boersenplatz 1o oam Usin ce-
bagel agen untuk pelsyaran oreosss srbitreosl Jdi

i

Hepublik Federssi Jermar.

Lengon demikian penyelessiasn sorpketa yang timbul_
terlebill dabulu sebapral piliben utems horus dise-
Tesalksn melalul bedsn Arbitresl sehinggs Termo-
non Xesasi/Pernepugat asal teleh keliru mernmeuian

zugetan melalul Fengadilasn depgeri Surabsya.

Cleh korena itu adslsb tetsp pils Fengadiian U
ri Burabays dinyetasksn tidak bterwensng mamnerikas

dan mengsdili perkars ini

LI T o .
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Batiwa para Pemchion Kasasi/Terpunet-terpunat nsn)
tidek sependapal dan sangat keberatan terhadap
pertimbangsen huxum Judex facti tentang pssal 7.0
Lowsn fgreement-bukti P.1 tersebut. Losn Agzree-
mert-buxili P.1 edolalh bagisn yang tak terpisshxan
¢oan saling keit menpgksit dengan Zxport Contracu-
tuksi g
Bahws pertimbengsn hukum judex fuctl mengensi
burge unsex Jumlsh pinjsman yoog beium dibeyar -

Y eT:

o

sar 9,5F sotehun ternyate bidsk konsisten do
rgon pertimbanman hukum yang lain.

Tentarg bungo Judex f{ectl mendaserkan peda arti-
cle 5.1 Loan Agreement, tenteng pilihen hukum

dex factl telsh melanspar article 1507 dan 9.2

Loan Agreenent |

ar
Zghwa Judex facti spmo gekoli tidax memer?
Gan menmueciksn gertimleangsn hiekum a5se mrmsuen

rgkonpenasi pare Fomohon Kasssi/Terguesb-forpura:

TANEEL I

Tindakan KIMA % Starco Tk moesunl i} e

mizan erifoandiac Lxporl Coulract varg welan dize-
puKetl sdslah merupeken wanprestacsi don ¢leh Vao-
rens Ioan Agreement tersebut sdolsh Daplan  weng
tidox terpisahkan cdenpgan export cocnlract mokes

Jermohion kasasi/Penprupgat aszl berus puls Ler—
tangpung jswabd sbas verbuatsn wanprestosi SLUA %

Menimbang

nmeneenal Keberatan ad. 4o

bahwa keberatsn ini depat dibensrken Ksrena

Jucdex factie telsh gsleh' meneravxan hukum yung da-

N vt ay S
LBI PSS Y

celen menolek eksensi Femohon Kasssils

LT
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Tergugpt -lergugs 't scel denpen slasan-slasan seva-
Al barikuf

bahwa Loan Agreement delem senghkels menclap-
kon poda pesal 15(1,2), bahwa Loan Agreement ini di
tunduiksn pada hukum Federsl Republic of Germany

taliwa segala sengxeta yang mungrin Limbul se
nubungsn dengan perisnjien pinjaman tersebubt termo-
su senrketa tentemg xeabsahsn perjonlien ninjaman
tersebus akan diselecsikan melalul Arbaibtrasi g

tuhiwa berdasarken hal-bal Lersebut distas, mz
¥a berorti delam perjonjisn ini sda klausula Arbi-
trase, yang menurub yurisprudensi tetap Indonesio
menyetsobkan Fenpadilsen tidak berwerang lagl mengsdi

- -

L1 operearo yang terdsdi kearens senpketa perjanjian
rinjaman tergebut o
banwa skon tetspi pade posal 9.2 selanjutnys

renyatakzan pule @ Ybahws kreditur {'Lender") tetap

“nempunyai bak untuk membaswa perxara Kedepan Fenpedil

ar <1 Indgnesia

Yenlnbang, bLehwo mepurub peodepat Falikamsh

Apung olines tersebut distas (pssel 5.2 8liigs he-

! z_ah diartiken sebapal tidax sejelsn babh-

dva,; It

an hertentangon dengan posal 7.2 yangp menzrtukan

nettwa untuk "Loan Agreement ini diperlokulign bukoe
dnrl VFederal Republic of Germany, hal nsnn ventu

tidak depat dilsksana¥%xen Pengadilen Indonesia g
tahws selebtihnya dari fiu, ketentuan  bahwas
Kreditur ("Lender" ) tetap mempanyel nek untuk meng

sjuiken sengkets xepedo Pengedilarn Indonesia yang

berwenansg, adeleh ketentuan ysnp Lidak seimban(,
Troel e oy R [ I SO S S _— ;1.: H k
xarens czuoiltur ("borrower®, tidakx menilikl hak
vang demivian, dwelam ha® nene Pensadilen (0 dalaw
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A A ——

Tesis

- G -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
hal ini Mahkamsh Agung) berwenang untuk menyntakan
bahwa 2linea kedua deri pssgal 15.2 Loaﬂ hgreemen?
tersebut tidsk dapst diperlakukan j

Menimbsng, hahwa karena slasan-alasan ter-
sebut Mehkameh Agung berpendapat, bahwa dalam "Losan
Agreement" ini terdapat klausuls Arbitrase, dan
berarti pula Pengadilan heruslsh menyatakan diri
tidek berwenang ; .

Menimbang, bohwa berdasarksn pertimbangan -
pertimbangan pads keheratsn ad. 4 tersebut distas
denpgan tanpa memperbtimbangkan alssen-alasan kosasgi
lainnya yang disjuksn oleh Pemohon-pemochon Xkasasi
nmerurut pendapat Mahkamah Agung terdapst cukup
nlasun uptuk mengsbulkan permohonan kosasi yony di
ojukan oleh Pemohon-Femohon Kasasi :+ PP, LUMBUNG
TAKI INDONESIA dkk. dalem hal ini oleh kuesanya

GUNADI RAMELAN,SH. tevsebut d=n untuk membatalkzn

- Putussn Yengadilen Tinggi Sursbaya dsn  Pengsdilan

Hemeri Surshays tersebut, sehingme Mahkamah Apune
pltan neopadili sendiri perksra ini yang seluruh
amarnya berbunyl sebogel yang skan disebutkan di-

bawsh inil

Menimbang, bahwa oleh karvena dalam peritarn

ini pgupgetsn Penggupet aksn dinystakan tidsk dapat

diterimg, maka Sita Perbandingan atau Sita Penyesun
an (Vergelijkende Beslag) dan Sita Jaminan (Consepr
vatoir Beslag) yang telsh dilskssnaken oleh Penga~
dilan Negeri Sursbays tersebut harus dinyataksn Ui
dak sah dan tidak berhsrga dan oleh karena itu he-
rus diperintahksn puls unltuk mengangkot sita terse

hut

i

Menimbeng,..ocevenean.-
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Menimbang, bahwe dslam perkars ini Termohon
Kasagi/Penggugat asal sebagel pihak yang kalah ha-
rus membsyar seluruh biaya perkara baik yang Jjstuh
dalem tingkat pertama dan tingkat banding maupun
yang Jatuh dglam tingkst kesssi ;

Memperﬁatikandpmsal—pasal dari Undang-Undang
No.14 tahun 1970 dan Undsng-Undeng No.14 tehun 1985
yang berssngkutan

M ENGADILT

Mengabulkan permchonan kasasi dari pemohon -

pemotton Kesasi @ 1, PP, LUMBUNG TANIT INDONISTA,

2. PT. BAJUT DJATIM BARU, 3. Mr. DAVID LAUWIBJAJA,

4, Mrs. ANNEKE LAUWIDJAJA, dslem hal ini oleh kue-

sanye GUNADI RAMELAN, SH. tersebut ;

bembatalkan putusan Pengedilan Tingpl Sursba
ya tanggal 1 Oktober 1991 No.769/Pd{/1990/PT.Sby. ,
{yo pvtusan Pengadilsn Neperi Surabays Langgsl 21
Juli 1990 Ho.S568/Pdt.G/1989/PH.Sby., tersehut

DAN BIEHGADILT SENDIRT

DALAN EKSBEPSI

- Menystekan eksepsi Tergugat I, 1T, IIT dan IV da-
pat diterima

~ Menyatskan Pengadilan legeri '~ tidak Dberwenang -
memeriksa perkara inl ;.

DALAM KOMPERSI

- Menyataken pugsoton Pengpugalt tidek depat dilerims

- lenyatsken Bitae Perbvandingan atsu Sita Penyesusi-
an (Vergelijkende Beslag) dsn Sita Jeminan {(Conser
vatsir Beslag) yong telah dilskuKen dalem perkar:
ini btidsk sah dan tidak befharga 3

- Memerintshksn Pengadilan Negeri Surabaya  untuk

men, ngkat sita tersebut

Penyelesaian Sengketa Perdata ...
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- leuyztakon gumoton enrmupat rekonpensi Uidak aAne-

rat Aiterimel

DALAR KORIEIST AN DATAM REKONPOMAL ¢
Yanohukur Termehon Rosazi/Penpzenigst ne

membavar acluruh Liays parkrrs boik yong Jotuh Aol

tinrkat partams den tinglat boanding maupun yane - -

Lo

tuh dalam ningkast kasg =i, <dan biays porksen AN A
tipckst kon=ei ind Aitetesnkan sebanyok Hp 20,000, -
{dun pulnh pils pupish)

Demikimmlsh dirutusicon Aalem ropal farmaayo-
waratan Mahtonmeh Amine pada bBard @ Komis, tonagel
7 Maret 429, dengan Prof. DR . Busthsnol Avifin,
Gil., Ketua Mudas yang Sitanjuk olen Wetas Fankamnah
Amunz sebamail Ketue Sidong, L o w o, 9., dan  lle-
noch Tezan Bingi, SU., =sabagal Holtiaelskim Anmeoin

dan Jiunerpkan drlem aldans Cecbults tntuel unmum peaa

.

BAREDY 1594 0 oleh Retun Ol

herdl onapy, oancoar o
darg Lersebut, denpan dilisdiri oleh L s w oo, fii..

dan lienoch "lesen Binti, O, Hakis-Haliim Anggoto

dorn pde Judyerthe, 8., Ponitara Fengmanti, Jdenmon

Tidak dlbadiri cleh kedus belah pihsl
Hdelin-ilaxim Anggota : Ketumn
ttd. tid.
I = w o, 5,H, Prof DRUHL Bustlhana” Avifin, Si.

ted.

Henoch Tesan Bioti, S,

Biosya-blayse.er.iveiinineann
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Panitere Pengganti
ttd.

1- r"l{?t@rl:‘i...-.......... I‘,p. /I-(\JOO-“‘

Made Judyertha, SH.

2. RBedakeiloieeienianrians Bpo 1.000, -

3., Administrozi Kasesi

Tesis

JUMLAH  Rp.20.000,-

0"‘0.00. Rl’).qs.ﬂoo,—

LERESEL N R

.

Unluk- salinan.
MABKAMAL ACUNG R.T.
. DIREKIYR BERDATA.
ti o u. b.
KAS >\5BD\1| I’E.\l}. LMUﬂLl PEUDATA,

N
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[ MAHKAMAH AGHING RI.
PUTUSAN
ACG. NO. 1165 K/PDT/1937
CTAMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
AAaiiKAaMAR AGUNG
pmameriksa perkara dalons ungkat basasiela h mengambii putusan sehnga mn' dalan

purkars
PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA, divak:li oleh Direkuer
Utamanya i FEXCRULAN, MBA, heralamat di Jalan Aipda S Tubun 149 %
J“karta C’ai;«:m hal ini dhaakili oleh kuasanya Frans Hendra Winarta, SH. dan
Harjon Sinaga, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktaber 1995,
Pc,.’ﬂf)hOH Kasast dahuia Penggugat/Terbanding ; '

mealawan

PT, KOLIFRI TEKINCO PRATAMA, diwakili oleh Direkiurnyg Tn. KHOE LIEM
TJIOMG, heraamat diJalan Or Susio Raya No.22 C-D dakaa Barst, Termobion
Fasasi dabuto TergogatyFombandieg

Mahkamah Agung tersebut ]
Moambaca surat-surat yvang borsangrutan

NMuanimbang, babwa dosi surat-cural terselbot ternyata batiwa serainig Ponshon
Fasaat seoaga Penggugai aoa telah rmmgqurj;:l sekarang Tennobon Kasasi sebagal

targugar ash dimuka persidangan Pergadian Negen Jokarta Bacat puda pekennyd
cgail-daiil :

1. anwea Penggugat sl adaiah Distrsutor Tunggal vang telah ditingak secari EST

Oleh Selahart International P1Y. 10, yang beskedudukan ¢ Australia, untuk
memasarkan dan menival produk-produk "Solahart” discluruh witayah Negara
Repubik Indanesia berdasarkan Distributership Agreemat, terranggal 1Tador 1086
vang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 1988 samipai dengan tanggel 1 Jun 1990
{Bukti P-1}. Kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1995 bercasarkarn
surat dari Hardie Snergy Products 2TY. LTD., tanggal 31 Maret 1993 (Bukti P-2)

M3

Bahwa berdasarkan Distributorship Agreement tersebut lvide Bukil P-1), maka
Panggugat asli adalah setu-satunya pihak yang berhak urittk memasarkan dan
menjual praduk-produk “Soahart” dari Solahart International PTY. ! LTO., dan Eardie
Energy Products PTY. LTD., Australia diseluruh wilayah Negara Republkindonesia;

3. Bahwa pada tanggal 8 Septenmber 1579 S.W. Hart Co. PTY. LTD., tefah mengajukan
sermohonan pendaftaran merek dagang dan Logo “Solahart” d: Kantar Oireliorat
Jendersl Hak Cipta, Paten dan Msrek, Departemen Kehekiman R dan per-
mohonan tersebust telah dikabulkan o'eh Direktorse Jenderal Hak Copta dan Paten
dan Merek Departemen Kehakiman 5.0 dibawah nomor 147270dn 147515 (B;J!-'_Ii
P-3dan P-4 ;

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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4. Bahwa sejak 1985 Terqugat asli secara reguler membeh produk-produk "soharg
aari Pengqugat asli, nahkan antara Penggugat asli dan Tergugat ashi telah by
drafl perianjian kedealevan, dicama Tergugat asi ditongui sebangat Deates dog
Ponggugat asli untuk niemasarkan danmenqual produk-produk "Sofahant” anu
dacrah pemasaran Jakarta ;

Sahiva sejak tahun 1993 terayata Tergugat asli telah memasarkan dan omienjual
produk-produk “Soluhan” dipasaran indonesia (Bukti P-5 s/d. P10 yang diperoleh
dari pihak-pihak lain, bukan dari pihax Penggugat asli selaku O stributor Tungyal
resmi di Indonesia. Dan hal ini telah rerbukti ketika Tergugat asli memasang um
Solahart modael 300 JK. pada lokasi di Metra Fondok Indaic 38.07., sebagaimana
surat peringatan duari Fenggugat asl kepada Tergugat ash tinggal 15 Oktober 14493
No.DIR/KTP/GEN/324/1X/93 (Bukti P11} ;

Perbuatan Tergugat asli terschut sangat maerugikan Penggugat asli karena telah
melanggar hak Penggugat asli selaku Oistributor Tunggal untuk wilayaly Negira
Republik lndonesia dan tetah merusak pasar (Market) Penggugat asli atas penjualan
proguk-produk “Solahan” discluruh Indonesia dan oleh karenanya perbuaton
Terqugat asii u dapat dikategorikon sebagai perboatan melawan bukum

(82

. Bahwa disamping o h"rnyzjtlil Torgugat asti juga telah mengecoh Parg pembed
dongas eone memasaag Gnerempeikany logo yang bl I ot y Jr
SCNATUSNYI dw,lua:r.m oloh Palink Sotabart Interpational PTY LTD. antars Tone
logo "SY dan design yung sudsh tidak digunakai lagi oweh produsen Solaharn
sejak 4 {fempa() tahun yvang lalu {(Bukti P12} ;

~d

Bahwa atas perbustan Yecgugal asc o, maka Penggugat agh wlahamemutosien
husungan Dealeiship Solahail dengan Tergugat ash melalui surai Penggugat asii -
tanggal 1 Juli 1994 Ng DIRKTP/GEN/Z44/V1/94 {Bukti P-13) ;

B.  Bahwakemudian Penugugat aslitelah mengirimkan surat-surat tequran (somasi
kepada Tergugat &sli masing-masing tanggal 5 Desember 1994 No.1472/MJS-TY/
TS/X11/94, surat tangoal 21 Desember 1994 No.1548/MJIS-TS/TS/XIS4 dan sura!
tanggal 10 Januari 1585 No.0337/MJS-TS/TS/1/95 (Bukti P-14, P-15 ¢an P-15) ayar
Tergugat asli menglhieniikan parbuatan yang mer uglkan Penggugat aslitersebut
digtas. Akantetapiternyata Tergugat ashi tidak mau mematubi surat-surat teguran
{somasi) dari Penggugaut asli;

9. Bahwa perbuatan Tergugat aslisepertitersebut diatas sangat merugikan Penggugat l

asli karena tetah lsngsung mengurangi volume penjualan dan keuntungan

Fenggugat ash. Kerugian ini berupa kerugian materiil yatiu turunnya amezet

{volume) penjualan sebanyak lebih kurang 36 % dari omzet penjualan n¢.mal,

karena Pengguogat ashi telaoh kehtiangan kesempatan mengembangkan usaha ¢an

memperoleh keuntungan akibat disaingi oleh Tergugat asli secara tidak fair. Adapun
hesarnya kerugian tersebut adafah sebesar Rp.678.000.000, {enam ratus tujuh puluh
delapan juta rupiaht dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ini ;

Oleh karena itu Penggugat asli menuntut ganti rugi atas kerugian ymateriil sebesar
Rp.678.000.000, (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah} yang harus dibayar
7 (tujuh) har sejak putusan dibacakan ditambah bunga 2 % per hulan an
Ri.678.000 0CO,- fenam ratus tujub pulub delapan juta rupialy, efeku? terhit ing
sejak ¥ Januan 1594 sampail dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat asli;

- WAL PET AT

JlL'- "". oy :
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Banwa sgisin karugian ma‘.uriil Penggugal ashi juga mendarita kerugian ol
akibyar rerbuoatan Teegugat ashoiorsebol diotng, yaliu Denea Teuniy Ly ne ey i
o Soluie U inteonationed PIYC LT Ao abo, kseena oot voluiel prenpeaban

i

Cerugtan mard 0 diperkirakan sebosar R, 1.000.050.000,- (satu milyard rupin h}
in 1D

gerta hilanonys waktu dan upava serta biaya yang welah dikeluarkan sich Pengguoat
ash untuk mengurus perkara o seligssr Rp.15.006.000,- Gima belas jua repiany |
Oongan densikiaan basarmya keruim H]i.ll'l.l wang dichenty obfeh Peogoeoat st aelala
F13.1.000.C05.000, - (sotu mitlyard lina belas juta rupiatd yang haros dibayas £ apos)
B sejak putusan diucapkas dikanbab bungn 2% sebulan vaaeg dibataneg sepos B
y Tergugatl ash

Januari 1934 sampad putasao oo diliksanakan ole

Sativea oteh xorenn tnhabu Tergogat auhe tedals pnelakokan perbantan moeloee o

Bakem {onrechimatige dawdt yang meregixaa Pengaugat astidan ada kecuogazo
vang beralzsan bahwa Terguga: ash axan mengabhkan harta kegayaaanya oo
aoch

T

pareciingar (g e AT han gk e by s g sty ke by Desmnqoppal
caaki Curop berabsan st Perge et asiiomeobon kepodkac oo
dabooa Barat ook noe e s st e (0 e rv o B Lo b o e
talak Brergerak onbik Lergugnt Ss selnng o lenonn

Tanah dan binconan yaog Lenbedab o Do b Depnby Boopn oo 220 1 don i

Pl

Eavwa, berdaserhan hal-holiosanat ¢ootas, bokt-anntdon ferta-“onin hokoaneyan s
dikdmuokakon tersei (Ji aigu, Penggunat asli mohon kepsda Pengadilan Neg e
Jakaria Barat agar menjatubvan putusan sebagar burikat

DALAM PAOVISI

Blengabulkan tuntutan ot Posga it seanrs Keseiorab o

2 Ferghukar Tergugaet vatak crcoghentvan pemisaian o penidalan d:
(Zifapory dare pihas lain sefamn

vroduk-procuk "Solahe i yvang dibel
Penggugat, daam jacckaveariu 7 (tuiut) harl, efekal terhitung seiak putase .
provisi ini diucapkan |

3. Menghukum Tergucat untek membayar vang paksa {dwangsami untuk $21ED
hari keterldmbatan sebesar ip 100,000, - (seratus atbu repiahY sampai puiesan

provisi pada point 2 tersatiut diates (_]l|:ﬂk‘;€ nakar olet Terguoat ;
OALAM POKOK PERKARA : )
1. Mangabulkan gugatan Penogugat secara kesairuhan
2. Monyatakan Terguagiat Bersa sho mnelar ko parbigcan mclavenn hokom
3. Menghukum Terguost Mambayar gant rugi matenil kepeda Pengauan?
sebesar Rp.672.000.003,- {conam ratus tujuh puivh delapan juta rupiahl calam
wakiu 7 (tujub) hari sepak putusnn oiucapran ditambah bunga 2 % dan
Fiys F‘?B Q00.000,- {enam ratas ujuh puluby delapan juta tupin ] per b

efeki! terhitung sejah 1 Jdanuad 1952 sampal putasan ing di uhs.simm 1oken

Ti;rgugnt ;

o .

; Nenghubum Tergugat merbayar gant rug monleepada Penggugat soe
YR

PR 1005 000000, (sata ornipar s limz Lo juia rapa iy oo wearkia 7
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T,
Nan sejak putusan ucankan dittanban borgo 2% dar Bpa1.015.4G30.00g,
{sanuomityare e botas bt copiahd sobolan, of foenilterbntoog ek Vohmuag

U sanpal pultsasooan dhlnksanaa corh Tergagat

Y BBk Tocopangael vt et b e e o b peess oo,
piadok ol "holabust” yas dilsels Bdoegaony dore pnluak Lo saelong
Penggugal, dalam [anaka waktu 7 (tujui) harg elektl terhoung sejax putusan
I decapkan

G. NMoenohakeo Tergagat untok mersboyar vooeg paksio s eiong untieg setiag
Db Ketecinmbalioy sehesar "\,) 100000, ot cd topiahd enpan ot
B diliksanakaa ool \L,l{]ll-.__].i-'. :

IS Maonotapka dan menmvonntabikan Pancers Pegondiloe Meopeen ok et o
untuk medaksanakan sila jamican [Conservalerr Bueslagh atas Laranyg tadak
hergorak milik Tergugn, sehagal barkor:

Tarah dan bangunan yang terletar di Jefar O Susio Baya MNo.22 C:-0,
Jakarta Barat ;

8. Menyataxan sita jantinan {Consarvaior Easlagl tarsebuet salr don berhargn
Meryatakan patusan ind dapat gilaksana<an tedeb™ daboic Chitvoerbanrs
S ovosrraacd), vealavpun ada baatahae, perfvvanan (Vezet, banding alay
Kasasi,

T Mengibckam Tergugat antuk ereebieyns sonrah angson porkara
Silamana Pengadidan Negeri Jasarta Baral "')t![|13[‘.f..r.”r;?ni'. e, Fami inehon

prutasan yang seadil-adilnya {ex negea ol baec)

Maenimbang, babwa toechodan gugator Foeagauagat ash tersebat diatos, nioka

Tergugat ashi mengajukan "gugatan Bekanponst” atas calil dalil pada porkornya sebagi
berisut

yang s

&,

72

Banwa Tergugat Rekonpensi telah malakuxan parbuatan vang melanggar hukum
cngat merugikan Penggugat Rekonpensi, va.iu :

Bahwa Tergugat Rekeapeansi tidax parnah membernkan banus kenada Penggugat

Rekonpens: ates penjualan produk-procuk "Solanart” yang diDeli dan d'pasarkan

oieh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi sezagaimana yvang telah

dijanjikan kepada Penggugat Rekonnensi oleh Tergugat Rekoopenun, yviang

Penggugat Rekenpenst takse senesar B, 30C.000.000, - fsuratus juta rupiahl soibagal

kerugian materil ;

Bahwa Tergugat fekonpenst telab mengancam Penggugat Rekonpensi schbagal

vang dimuat dalam surat-surat Terguagar Beboagens: yang ditunjuk kepada

Penggegat Rekonpensi, yaitu

1. Swrat Tergugat Rekonpensiterlangani 15 Oktober 1983 Nomor DIR/KTP/GEN/
324/X1993 (Bux TKZP-11) ;

2. Sural Tergugat Rekanpenst tertanggal 1 Juli 1994 Nomor DIRIKTPIGLN/24 4/

VI/G4 (Bukn TK-4/F13);

Surat Tergugat Rekonpensi erianggal 26 Sapiember 1584 Nomor DIRKTPY

GEN/352/1X/94 (Bukti TK-b) ;

4. Surat Tercuga' Hekowpenf? tertanygs! 26 Saprember 1994 Namaor DIRKTP/
GENZE2AX/95Rewis 2 (Bakt TE-6)

L
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5 Suratteguran (somasi) yvang divuat oleh Koagsa Hukum Turgugat Rekonpoosi
tas permintaan Tergugat Rekonpanst yalig dituiukan kepada Penggugat
Rekoapensh masing-masing

~

a.  Suratleguran {(Somasi wertanggal 5 Desembe 1924 Nomaor YA72/MIS/
TS/XN94 thukti P-14} ;

ho Suaratteguran (SomasiHiertanggal 21 Deswimber 1994 Nomor 1548/MUS-
TSAS/ XG4 (buklti TK-7 sid. P-15) -

. Suratleguran (Somasil tertanggal 10 Januari 19895 Nomor Q031/R1JSS-
TSTSABS (bhukti P16} ; '

Bahwa akibat dari surat-surat Tergugat Rexonponst lersehut engakibalean
horagian yvang sangat besar warbadap Peagguoeat Bekonpuenst antons Lo
PFoenggugatl Rekonpensimoendentae tekanan hathin, stres |
Hilangnya kepercayaan dart mitra dagang werbadap Peagyugat Hekonpenst setidak
tidaknya sangal berkurangnya kepercayaan dari mitra dagang Penggugat
Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpans, sehzb dasar dan usahs dagane

I yguy i

adalah kepercayaan ;
Basa malu dari Pengagugas! Rokonpuens: viang senng ditegur oleh Mitra dagang
Penggugar Bekonpensi manganai masa’an tarsebul ;
Kerugian immateriil tersebut jike dinilai dergan uvang adaiah sobesar
F1.5.000.00C.000,(hma milyard rupiahy ;

Bahwe telah izlss dasi uraian tersebut diatas, Teigugat Rekonpensi terbukti telah
melakukan persuatan yang melanggar hekum yang diatur dalom pasal 1365 KUH
Perdata vang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mendarita keregian material don
kerugianimmaterial sebesar Rp.5.100.000.000,- dengan perincian seperti tersebut dalam
gugatan rekonpensi ini ; : '

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah terbukti dengan nyata telah meiakukan
perbuatan ygug melanggar hukunt {onrecnimatige daad; sebageimana digtur dalam
pasal 13€5 KUK Perdata yang sangal merugikar Perggugal Rehonpensi dan ada
kecurigaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta
kekayaannys xarena edanya kerugian yang dideritanya dar berusaha untuk menghindar
dan gugalan ganti rugi dan melarikan diri dari kewajibanoya untuk membayar ganti
rugt kepada Penggugat Rekonpensi, karenz gugatan Rekonpensi ini make cukup
beralasan apaktila Penggugat Rekonpensi mehon kepada Pengaditan Negeri Jakara
Barat untuk meletakkan Sita Jarminan (Cénservatoir Beslag) atas hirang-barang tdax
bergerak milik Tergugat Rekonpensi, vang berupa
1. Tanah berikut semua ban-guhan vang Lerdir diatas tanah tersebut vang terletak

Y dan dikenal di Jalan Aipds KS Tubun No.19.B, Jakarta Pusal;

i
2. Tanabh berikut rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang terietak di Komplek
FPerumahan Taman Keben Jeruk {Intercon) Blak F.1 Ne.28 Jakaria Barat ;

Bahwa, herdasarkan uratuneurginn din bukt- Dokt diatas, maka Terquant Konoensi/
Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memerikss dan mencadiii
- perkara ini berkenan memutuskan sebagal berikot

WL PTRATILAN e - v
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BMenyatakan Targugs: Gvaepueas nertaish melerekan perbuatan me langyegar
Nuxum ;

B TDAY AT QAN reed Ao rial yacr ey
gy L0000 {xeius gl hepads
Potfongnngal crena oo b vegh D 8 o Do se ok putesian s ik
Jitaradsaty Teoanga 0 oo B Tosy thel et e aebees it vupraleh e bl

Senaghukem Toracaar Soaoape

PR TN L PO R PR R PO VPR P IRTTS) RTAREN

ettty sk st prc teean i diacaphat sapandengan putesao i dilaksianaka
cleh Tergugat Reronpens

Menghukum Tergugat Rekonpenst untuk membayar ganti rugi aiimatscial/mor |
kepada Penggaant Roronpens: subesar Bp 5.006.000.000, - (hena melyird rupnalig
dalam wakiu £ (teith B sogak putusan i diceapkan ditansadr Lunga 2% don
R$1.5.000.G00. 00z, - t".-l‘..J anitvard ropial] per buan terhituag sejax sa0b putusan
i diucapkan sampsi aengan putusan i ditassanakan oich Tergogat Bekonpaens,
Menghukum Terguygat Sckonperse untuk membayar vang paksa idwangseand
kepada Pergqgugat Rekanpansi sehesar B 100,000, (seratus ribu rupiahl artox
setiap han keterambhare, Slaiain melassansian putasan i sampo dengan
pulusan in: diliiesanakan |
Menyatakan Pengguont Bokongensi bebas mamber produx-preduk Solahart dan
phak lain dan menpeaicyg kepads vonsainen |

Monyatokan bobws S5 daminan (Conservatoss Seslaghyang dilatakzan glaw

Sebidarng tanah bhorikut seerus bangunan yang beradas diztas hinah teselan

vy berletak o oo A b B0 Tubree Mo 1B akarta oak o
2. Suelideng tanab berikut Lunganan ramai 1:'.'1(_;-3511 yvang berdinn diatas tanoh

tersebut yang terictak d!Komiplek Pe-umeahan Taman Kebon Jeruk (nterecn)
Sick 7-7 No 22 Jakarts Darot adalah sah fizm I,\&)rni:rga ;

Menctapkad dan mmernies aBlan Parce o ot Jure St Fengadilan Neoer Jakarta
Barardan mohon bantuan Pengadiian Nugeri Ja:\'a.ru Pusat untuir melaksanakan
Sita Jaminan (Conservatn'r Soslagh tarsebutl |

Menyatakan Bahwa putusar int gapat dizeiaakan terlebih dahuia [Uitvoerbaor
Liproorraad) wea'aupun ada bantahan, verzet, bandirg maupun kasasi ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah

mengambil putusan. yaitu putusaanya tanggai 6 Jul 1985 No.083/PUC GG 5PN SatBar,
Yang amarnya berbuny sebagai burigon

DALAM KONPENSI -

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Mcayatakan Tergugal bersaah melekukan perbuatan melawan hukum ;
Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kenada Penggugat sebesar
Rp.677.000.000,- {enam ratus tujul puluh tujuh juta rupiah) ser tahun tedhitung
sejak gugatan ini didaftarkan di Kepan?teraan Poengsdilan Neger Jakang Barat
sampaf dengan putusan ini dilaksanakan oieh Tergugat

"Menghukum Terguagat untux menghantikan pemasaran don panjuatan Produk-
Sy : ]
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procok "o U ey ohdy oD Ecbrne s b s ot Lot sy Peciengpoepat, oo
L i | AL

gl vt Yot T ebcEDT Leriabog seak saatusan nn dacaphon

5. PMongbiveam Tergugad andar noanbayar uang paksa Whanigsom) sebeson
Ly SELGED Ui produ b oo rapeais oo e e dilabesanakan olel fergugot

5. Me oyatakan Sita Jonvnan {Conservatotr Soslagt vang telah diteinkkan terhadap
i Jan Dangunan yenog Lerheter o e U St Hoaya o0 22 C40, dakarro
Jarad, adalab sab, dan bochoga

7. Mengihukum Terguoat untuk membyyar sogada bay o yang tmbuol dalam perckara
i, yang hagagn soatinodiokss welneine 00016528000 - (e atus caon puluh dalapim
et rupiaby

g, Menoluk gugatan Pengogugat yaag sole-binnya aiau yang lain dari pada it ;

ODALANM REKONFENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Beronpensi/ lengugat Rongnenst

22, Menghukum Penggugar RekonpensiyTargugat Konpensi untuk membayar segala

Diaya yang timbul dalam perkara inl, yarg hingga sast i ditakste sebesoar nihil;
sutusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat teiah dibatalkan oleh

Fengadiian nggi Jakarta dengoen putusannya tangg s 22 Juli 155986 No.44/Pdy185%56/
PT.OKIL, varg amarnya berbunyi sebhagai beriaut;
Meaaziima permohonan banding yang diajukan Pembanding semuls Tergugat
terseihue ;

Membatalkan putusan Penaadiion Negert Jakara Barat tangoal 6 Juli 19735 Momor
U33/POT/C/IS85/PNLx Bar vang dimnohonkan banding wweesebut |

MENGADILI SENDIRI ;
CALANM POKOK PERKARA
ALAM PROVISI:
Menyatakan guyatan Provisi tidak dapat diterima ;
CALAM KONPENSI ;
Menyatakan gugatan PenggugatTerbanding tidak dapat diterime;
DALANM REKONPENSI :
Meanyatakan gugatan Penggugat Re Lnn =05t tdak dapat diterima
CALAM KONPENS! DAN REKONPENSE :

Menghukum Penggugat/Terbanding memunayar Liaya perkara dalam cduea tingkat
peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.45.000,(eivpat puluh
lima ribu cupiahl ; '

bahwa sesudah putusan terakhirini diberitahukan kepads Penggugat’Terbanding
fada tanggal 23 Oktober 1925 kemudian terhadapnya oleh PenggugarTertanding
dengan perantaraan kuasanya kKhusus, bardwsark'an surat kuasta khuses tanggal 29
Oktober 1998, diajukan permohonan kasasi secara lisan pade tanggal 4 Nepeimber 1358

sehagaimana ternyata dari axie permohonan kasas: No OS2 FPdL GA%35/PN kL Bar., yang
dibuat oleh Panitera Pengadien Nugoer Jakars Daratl pormohonan mana kemudian

VOANS PE[EAI AN IR0 - B
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distauloleb v b e vaetag el atasanealasae yang dines o o R
Porgidebone Nogenn eorsebnet el Gingepal 13 Nopaembier 1446

bahwa setelah i oleh TergugatPembanding yang pada tanggal 76 Nopembe,
1996 telah ciberitahu tentang memori kasasi dan Penggugat/larsanding dinjuiag
jawakh n'neﬁor.kmasl\,’ ng aierima di Kepaniteraan Pengadilan Negen Jakarts Bury
pada tangagal 14 KMaret 1997

Menimbang, babwa permohonan kasasi @ quo beserta alasan-a’asannyd (el
cireritahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang wi Ir[L
dan dengan carn Yong ditentukan dalaor Undang-Undang, maxae olelc karensg o
pornobhonan kasast Lersabat foengl Li[i;lilll dhiterima ;

M"cnirnh:!ru], bt kieberatan keberatan yang diajukan oleh nemohaon xiasayg
ot maenion kasasmy leeichil guidi pokokoya dalale:

1. Bahwa perlimbangin Judex Facti dalam bal im Peagaddan Tonggr DRD Jakarts
Yang pada intinya menyatakan bahwa Udok tepat gugatan int dittiukan kepida
Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud
dengan pihak lain (vide Pokok Porkara, hataman 5, Putusen Pangadiian Tingg,
dalom peckara a quci ;

Bahwea pertimbangan judex fact {(pengadidan Tinggi DK Jakarial tersebutdi atay,

tr’élah salab: mignerapkan bakam sebagaimana mestinya, Udak mampartmiangkian
fakta (bukt) dan ndax sdil seita tdak fair, karena telah terbo<tt darn ferangras o
FPersidangan Judex Fact {Pengadilan Nega:® Jakarta Baratl bahwa pdhan yamJ

"‘C"J(“

rnefakukan perbuatan meiawan hukem dalam perkars in wdluhh rrachion Kasge ;

Z. Eahwa, bardasarkan Bux:i P-b, Bukt! P-6, Buktr P-7, Buxt: P-8, Bukti P-9 dan Bukt !
P-10, Termohon Kasasi sejak tahun 1993 telah menangani penjualan dan
memper;ual belikan produk- produk Solahart kepada Konsumen di Indonegsia yang
tidak berasal dan tanpa seijin dari Pemohon Kasasi, perbuatan muna telalh
mengakilzatkan kerugian kepada Pamohon Kasasi selaku Distrnibator Tunggal o
Indonaosia dan Peniegang Hak Lisensi |

3, Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi OKI Jakarta) telah melanggar
Undang-Undarg No 27 Tahun 1967 tentang merek sorusahaan dan me ek
Puerniagaan, sexaniqus melanggar iiukam gerjanjian, karena Termohon Kasas telan
mengyunakan Logo "S” pada produk Solanart sebagaimana bukt 2212 dan Surat
Tequran Bukti P-14 dan P-15, tanpa persetujuan Pemohon Kasasi, apalagi uroduk
vang dijual tersebut udak berasat dar Pemohen Kasasi selako pemeagang nak siti-
salunya mas merek dogang Soishort (vide Bukti 2-3, P-4, Buku P-1 dan Buka 2-1, 2
dan Bukti P-17) ;

i

Beg.m juga berdasarkan Bukt r) 17 pasal 10 hax penqgurann logas “S% i pun
Lanya ada pada Pemohon Kasas, vang dapat diberikan kepaca Tennobon Kagasi
terbatas untuk kegiatan pemasaran dan promosi, dan .Lu oun harus mendapat
porsetujuan darn Pemonon Kasasi ;

et e AT TS § TENCTY RCTSISR ST E T AT

Begitujuga perbaatan Termahan Kosagi yvang telab senempekan Laed 300 1 oo N
.. . . , . . L . N
produk Scolahart yvany kemudion dipasarcan dan diperjuai neltkan vosads '

Ronsumen, pedahai berdasarkan Busti P22 abel 3000, pada produs Solabar sadah
tigsk dipergunakan Jdan bdak diedarkan g ofeh Pemgnon Kasogi
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. Baovwn, Termohon Kesasi sergint telen mengakul di porsidangan bahwa fermohon

Kasasi telah melakukan porguaian melawan aukuny Gaiam perkara ini, terbukti
et Jawenlion Termohon Koo prda poesicangan Judex Fact, dimanng daqint
Gosmpulkan bohved Termohion Kasasi lelan memperjual belikan produk Solahan
tanpa seijin dari Pemohon Kasasi sebagaimana jawabdan Termohon Kasasif
Tergugat tanggal & Mai 19935 Nomor : 08/IW/jbr/V.85 butis 7h halaman 1, hulir 24

Lo 2, bctie bbb et oo Dk 2

Olels karena i, perbangan Pengadilan Tingg:s BRI Jakarta yaeg moenyaiakan
Bonwvn yang seharusnya ciguegat adalah piloklain, merupokan pertitvbangan yang
melanggar persturan perundangasn-undangan yang Serlaku, tiddlak memper-
rmbangkan bukti dan tidak adil seta tidak fair ]

Menimbang, biliws terfenias dun alanan:aisan ks tersebul diats, ovka
Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tefah salab menaerapkon hukum
clet harensuite polusan Judes et eesehat bea s dibaalhaoy atos pertinbinagin hukarnn
selyionn ekl

Menimbang, halivea dars ok 7

i
kSP/26/E8, tertanggal T o Janaar 198
Porciugat dnol seluhu bk Pocaesa dae Tergugat assd seahu piheh keous, teial

7 (Suras Perjanian Penunjukan Dealer No Sl
240 pars prhax dalam perjanpan 3 quo WETMY

sepakat, apabila terjadi “Persehsihon” mongenal gerfanjian ing maka kodua helah pilak
akan nnyelesaikar spcard musyovsatal, can apantda jaan Mynyawaral Ldak dapa

iy elesainannya, niaka doempel arbitrase

¢an dalors hal acbirase tidak mencaes

o

jalar keiuar, sebagar jelan terokhi dapat ciicimpuh presas di Pengadilan, Vide Pasal

28 Pejangian a quol

Menimbang, nahwe t2fah terayata daiam perkaa ini Penggugat asal dan Tergugat
asal sama sekall belum parcal mi2nempun penyelesaan melslul "Proses arbsttig=e",
yang s$2narusnya proses tersehut ditzmoun terlebih duhulu sebagaimana disepacat
dalamn Pasal 28 Surat Perjanjian a gLo (Bakti 7171 seliingga udak harus ditempul proses
di Pengadilan sebage: jaan terakhing

Menimbang, babwa zlas casar (X8 Hukum lersehut, maksg Malikamah Agung
bernendapat gugatan Penggugat asal harus diryatakan tidax dapal ditenima, can cleh
karena qugatan Panggugat asal dinyatakan tidak dapat diterinig, maka manuaiut hesaem
gugatan Rekorpensi dari Terguget asal hirus pala dinvatakan tidak dapat drerima |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertmoangan tersebur diatas, maka Mankamah
Agung berpendapal terdapat cukup alesah untuk mengabulkan permohonan kasasi
yang diajukan cleh pemohon kasasi: PT. PANATA TAMA INTER INSTALASHINDONESIA
tersebut, dan membhatalxan putusan fengadilan Tinggi Jekare tanggal 22 Juli 1559
No.44/Pdy/1958/PT.DKI., vang membatalkan putusan Pengadilan Negen Jakarta Earet
tanggal 6 JLli 1995 N0.083/P2.G/1955/PN.Jak.Bar, serta Mahkamah Agung nengacih
sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebulxan dinawah ini;

Menimbang, hahwa oleh karena Pemohon KasasiiPenggagat assifTergagardatam

Rekcriensi adalah pihak yang dikaiehkan, maxa harus membayar biaya perkara Lo
dalam tingkat pertama dan tingkat panding maupun dalam tingkat kasasi;

Moraperhatikan pasal-preanl, dors Undang - Undana Mo 14 b 1G7C cian Undoneg-

Uidang No T tahun 195D dan peraturan-paraiuran L yang Leesnngkata

wode S BLRADILAN T 7Y
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PLIUSAN BADAN PERADLAY | N
i S

MENGADTLH ]
Muengabulkan preerobonan kasasi da pemobon kasasi D PT P/\NATF\T}“\?\«V\if‘ﬂ{;;{
INSTALASE INDONESIA, teehiut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggnl 22 Juli 1996 INo adfiy, |
1G96/PT.OKL, yang membatalan putusan Pengaditan Neged Jukarta Barat tanggal g

Juli 1955 '\JOADSJ,I'pr.'i:_('311995_.'[-’."-.', Jre Bar
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVIS! :

Menvatakan gugatan Piovisi tidak dapat diterima ;
OALAM KONPENSI :
- fMenyatakan gugatan Pengaagat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI™
- Menyatakan gugatan Perygugst Rekoroonst tidak dapat diterima
DALAM KONPENSI DAN REXCNPENST:
Menglhiukem FPemoaon K;zi;asi_.-'."cr:g;:- ot asalTergugat alan Bekoopenrst uniox
membayar biaya pareara dalam semus Ungrat peraadilan gan dalam wrgkat hasaz
ini ditetankan sebaryak £2.5C.000.- ilima puiui abu rupialii
Demikianlah J.;Ju uskar dalont ragal permusyawaraian My NRaMmah ALLng Dacs
hari Senin, tanggal 25 <uni 200G, o'eh LG.B. Mahardika, SH. Hakim Adaus yiang
ditik oleh Ketus Maobbiooead Ao sebogon Ketea Sidamng, He Usoran Karie, 5
daen H Achmad Masrul, SH. Hakin-Fekim Anggota dan ciucapkae dofaom sidany terbzuke
untuk tmum pada harn it juoa el Ketae Sidang t2sebut cengan dihadicioleb L Usan
Karirn, SHo dan HoAchmad Masrul, St Hdmr.1+mm|“1 Anggata dan Soegjoedi, SH. Panitera
FPengganti derigzn tidek dihadiri oleb kedug belah pihak.

Hakim-Hakim Anggola Ketuas
wd.f d./
H. Usman Karim, SH. I.G.8. Mahardika, SH.
d

H. Achimad Masrul, 8.
Panitera Pengganti
ted./

Soejoedi, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai. ... . 0097,-

2, BRedaksi . R 2000,

3. Administrasi ... Fiir, =2.005
Jumlabe o0 o By B
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SALATL AJUMTIASE NASTORAL Q14
"i(].'ESMH HATINNAL §IMRD OF MIBImMH’HJ ¢/n KA [ndoneria, Mlenara Kadln Indanesia, Lanh[ 29
1.0 Nasuna Said Blok X-5 Mav, 2-3, Jakarta 12999, indonesla. Telp, {82 2135214716, 81656408 Fax. 5274715

PULHSAN
Rep No$/V-02/ ARB/BANI/1999

Ul:'.M[ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

BADAN ARBITRASE NASTONAL INDONESIA
(BANI)

yvang memetizsa dan mengadill perkara permobonan dalame tinghat pertama dan teiakhic telah
yYauig g i I’ E

merjatulikan putusan sebapai berikut dalan sengheta antasa

PTENVIRONKENTAL NETWORK [NDUNESIA (ENINDO) beralamat di Gedung Lina Lt
SASOL NPT Rasuna Said Fav, B-7, Jakarta 129360 dalam bal i disenkih olch kuasanya Law
Oftice BESARU& Assoviates, Leralunat dE Mampane Paapatan 1V 1 egal Pasang No. 31 Jakarta 12790
berdasakon sural knasa khosus No O0S2SEATIR FIYVIZ1998 bettangpal 17 Junt 1998 sclanjutnya

dosehot Pomelens
! . -
Tawagn

FUSULAWESE AGRO UTARMA (SALN. beinlmoat oy 3§ Ujeng Pandang No.2, Ujung Pandang
sUHE Swivest Sclatang datan hal i diwakidi okl koasamsa Law Finn Framadibiata Karim Saai
Manbarab betalwmat di Tevel [, Wisma Davcamon Actia Life, J1 Jend. Sudinman Kav, 45446,

Falaea 122200 Lerdasar an surat buasa khineus b tpnal 22 September T998 seianjotnya discbut
[N T
U

Bl Aabitiace Nasional Tndonuesta (HAN) terschut

Colal e roboe s bene AL diboe ol Cogen Coomenn! Conditions™ i Aprecinent yang telafy

Gitndi ey Bodua Lol prhak vaog, b

P20 Hhe partes shalt g o rean’ss an dispinre weanles s Amcement by amicalble settleront
P22 Mothe parties cannet tesonve a disprite by mmieable settlement, either party mav refer the
¢heate for abittateen e Freehsls m Jalaon nnder the reles of the Indonesian Natienal

Solatection Board (DA
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123 The degision of e adntration (inchuding who rust bear the costs of the arbitration) is ﬁﬁ‘n(
At brdinge on the pardes Exeopt to enforee the dezisien ¢f arbiteztiion, neither party masy

Grine any acting i any court relating Lo a dispute under this zgrecanent,

Meninbarg, baliwa diposidangan paa phak telah mencranpkan, micreka tdax dapat mesyelesaikn
senphetn antua pihak sccanmusvasarah (Camicalile™), ofch kavena st mercka menyetopui sengheta
dizgukar ke Badase Ao bitrase Nasional Tndonesia (DANIY,

2 telah micmbaca Surat Peopangratan dan Ketwva Badan Arbitrase Nasional ladonesia (BAN!
beitanpgeal & Petroan 1999 No ULGISEKCARBADANDESY sang menwiek dan menpangh:
Mehamemad Saling SH sebapai Keton dan Proll Bisimar Sirepar SHodan Al Basya Lubis, St
sehagal Anepelta- angpota Majelrs Arbitase, pengangkatan mara telan diterima dengan batk ole
varp burssanghutan pada tangpal 23 Pebruan 1999 yang berdasarkan pasal 620 Rv ber 2 ¢

{enaet) bulan,

(W)

Teah dinsaiakae perdamaan diataza pehak-pihak, tetapi tidek bedoasil, naka dianjutis

eraerikann potkara,

TN ANG DUBUR PERKARANYA

Bientmbang, balssa Peinghen dengan suat permoticnan tanppal 25 Agusias 1998 (2lait mengajukas

peomchonan yaeo diakivrd dengan toatutas (petitam)
o bhlensatakan, baiwa pihak Termobon reiah melakukan kelaiaian (wanprestasiy terhadag

poanpan v telal discpabal bersamna:

T . . | ’ - . . - - .

2 Moemenntahban kepada Teonabon ek membasar hutang kepada Femohen seiumlah US. S,
34307026 dengan seketika dan schatipus;

B Memenmintkan bepada Termolion sorsk membavar banpn solzsar 1850 824 dane USS
TEU R 2 senep bl e dibrane ceadad teeeat 1RG 1997 seoapas dengan Tesmoton
melzenar seluredc b tipnaa bepada Pemehen;

oMkl st pevdean tenieap boangebaaae milik Termehen (01 Sutavesi Apie

Vi Alanie! Corporntion 3,
frommboves bahvoy fenmchea teih oeneamlag fawalban atas penmehonan Porchon tavezaal 26

Okteboer I8UR besean Thsoponnn sortn poonnbensn Behonpenst yarg diakhin dengan wstetan

vpctitami
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I Demvatakan Termohon Rekounensi telal melakukan wanprestast,

2. Aemerotabkan Termohon Rekonpensi uctok mcmbasar pasti tugh kepada Poaohes
Rekunpensi
Rp 273 3264000 Fervean Hatchers:
Rp 209768 13 - Kelebiban pakan:
’ Ry 377072 350 - Fegagatan ukuran udang:
US & sRI0DS 07, Fehilanpan kescupalan ehspor,
LIS S 71767 20; Ditclantarkanm a tangbak;

Ry 174 900,004, - PP, 1996,

Telabvmen:baca Replik Pemolion datae Kenpensi/ Termehon dalam Rekenpens: tanggal 19 Nopember

1998 diszrlal Eksepsinya;

Telah mewbaca Doeplik Teomobon dalan: KonpensiiPemobon dalam Rekonpensi tanggal 16 Maret

1990,
Cclabimetsboen Lesnaputan-bespulan pihak-pilak tertangeal 28 Mare! 1999,
Pioanubang s Urnivaa ueiob necmpaaal tocteiss juen pesangb alos rasing-nasing, baik Peomchon

dalam Henponad Teomehon dalam Rehonpers), donvkian puia Tarmotor dalam FenpensidPemohon

dala ek anpensr telalymenearckan alat-alat Lokt seval diben tanda

Lo Vermnhon Konpensid Lenmnhon Rekonpensi .
Il of Appencmong -1
I Nemangnap Peneonitor s dvhadian f oo taoeanl B3 Agusins 1567 7ot By

Staimp Taam Blasoe TS Agrecn (P-2);

IoStvnecoehak resiar < M Des 84 boersiina dibuat (P-2 o)

3 bl Rapatderean PV Fondan (7727 K

O T TEA P R ey 1y

Popannte B0 Sl o < o feed quahits (-3,

Aol rocse s e por Sopl s,

GG ater peatleag (Poday

PO e P o Ul 119230

[T " dereenatenig Pocsd wathy DELCHD (1000,

P2 S 200 e S0 s S eiaam Svecntonl T Painede PEOSALY T

P oSbe o Do ooy oo W o (PR
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IS, Sirat 27-001-1997 Shuimp Managenent Agrectuent P Enindo-1"1"SAU. (P-10),

16 Surat 29-11-1995 kepada Alatiel Corporation (-1 1),

P7. Surat 31-10-1996 dani T SAU(P-12 a);

P& Suiag 05-02-1997 kepada 1 Enindo. (-12b);

19 Surat 19-09-1996 dari Balai Budava Air Pavaw, Iepata kepada Dirckear Bina
Mroduksi Dujen Pecikanan di Jakarta. (°-13 aj;

20, Report on PT SAU Shiimp Farming (! latchery, On groswing and Feeduul)
operations, (P-Hd): '

21 Data Penerimann Induk Prodoks: Siklus 32 (P-15 a);

22. B.A kemalian benur. { P-12b);

23, Data Panen 31 September 1996 Siklus Produksi 301 ( P-16);

H. Termmohon Konpensi/ Petuohon Rekonpenst

Lo Scunp Faom Manag. T.5. Agreem, (P-17P-2);

2. Agreement for Provision of Aquaculture Advanced Tectmology (1-2);
Surat Fmndo kepada PTSAU 1) 07 Juli 1995 {T-3q);

4. Surat Enindo Kepada Alatict Corporation tgl, U8 Agustus 1996 (T-3b);

Demonstrating the ellicacy (bethasdh, manjury of EPFCIN [ntensive and Semi hitensive Shrim

L]

Vatmne (-Xe);
6. kualitas Pakan Udang Merk “SAU GOLD™ produksi PTSAU 121,30 Juli 1996 vang dikcluarkar
olel P Baskhara Sinar Sakui Ujung, PPandaag (-1);

7. Kepiatan Produksi Tambak pertode Januart s/d Descmber 1962 ¢1-3a);
4. Kegatan Produksi Tambak pertode Januari sid Desember 1993 (1-30); ;
9. Regiatan Produksi Tambak periode Jamar s/d Descrmber 1964 (1-3¢),
10 Kegintan Produksi Tambak periode Jonuart sid Desember 1995 (1-3d);
o Kegatan Produksi Tambak Periode Januant s°d Deseriber 1996 (U-3e):

12 Analisa produktivitas peoade 1991 s/d 1997 (1-150):

Fd, Suat PUSAU tenmtang Tasa Hutang P I SAU kepada PT Enindo (1-6);

P4 Transier wong lewat Bank Dapanpg Negarsa VISEY 25 300 ¢7-7a);

PS Dranster nane fewnt Banb Digenie Negena IS 2URG (1221

Foo Dianster vang Jeweat Bonk Dapang Wogena USTY SO00W (1 -7e (] 31-10-1996)
17 Transler nang lewat Hank Dagang Negaa VS ES pt (1-7d 1] 29-01-1997),
L Transter mang lewat Bank Dagang Negmaa USD S.000 (1 -7¢ tg] 16 Apl 1997);
LY Transfer vang Jewat Hank Dagoeg Neosin P 1O 2RR SOS - (=71 1] 2-9-1996)

200 Swat dore Tereupat Ronvenss kepada Site Manager / Koordinator P11 Enindo gl 7 Maret 1997

1

g petoads v oo ditebor roadad Bl KManet 1997 (1-8a),

Fravsfor Such Babos Yanaa don PV SAU bepada PT Eoisdo pooode 01 Net 1996 diterima PT
Ve -
NTHT SIS B R

. ‘:\
L i
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I aporan kepiatan Penyelesaian kecdasuma dan gaji 40 karyvawan yang behum dibayac P Eninda
Suarat Depnabier Kantor Kab Bone dpl 9 Jubi 1997 (1-9);
Standard Prodeaktvitas induk sesuad perjanjion adalah T induk mengiasit-kan 50,000 benur (1
Loy

Pethituneas keicbthan ponakaian Pakan periode Jull 1996 s4d Pchruart 1997 yang dibuat sendis

el PTOSAU Y1) . -

Avabisa hasil panen tambak udarg RMaret 1996 sfid Pebruaei 1997 yang dibuat sendis: oleh PI
SAU(I-12):

Realisasi cksport Udang ( 1/ L ) periode Agustus sfd Desember 1996 yang dibuat sendiri ofe!
PUSAUCT-13ay _

Surat PTCSAU tentang Conunercial Iiveice No: 085/SAU/XIF19GG Packing List (T-130};

Surat PT.SAU entang Commiereial Toveice Not 08 SALX/T996 Packing List (T-13¢):

Sural PT.SAU tentang Cenunereial Tnvoice Not Q76/SAUX/ 1996 Packing List (T-123d):

Surat PTSAU entang Commercial bivoice No: OT/SAUVIHIZI99G Packing List (T-12¢);
Surat PISAU teptang Comenercial i oice No: URR/SAU/XIE1996 Packing List (T-13{);

Surat P10 SAU lcmang Cennnereial Tnveice Neor OFHSAUANI990 Packing List (17-13p)

Sernt PUSAU entane Ceonmnercral lnveice No O7HSAWANA996 Packing List (T-130);

Pernn Acoa kerosnban tieganab 1 dol "SSa (8- 14nn

Cenbelay Peradatan Bacw dan Dol Pochaskan (T- 140

Sl Dermeten korpenst kepada Pomehon Henpensi tanpoal B9 Mo 507 (2151

Focipnoan Henty Acarm (1-00):

Sarat Tovieat 23 Mo 106 (1-17),

Saepnian Pesanpen etk Faocoson Vemehien Kenpenst yang dihantg olel Tenmohon Konpern:
e

Bovite Acos 1 1-10)

flonmmbzrie sabinv ik siopkat a senma surat sweat tenmesak alosaia bukii vane oleh pihak pibs

wialvdiroan e pola berita acana persicangan diangeap sudah tesminsuk dalan putusan,

5

Tesis

TN ANG TTURUBNY A

PEAT AN DS el

.

Srenenhang balies Teomehon galam Foepeast olah mengecekan dun boah Lksepsi yang berbuns

et bieethar

edvon elch Larena sooat weasa vone diborban ool Fenahon yoeada AW Qfice Hesar &
Asocis vt srat bonco b s e v S ST DG TSN E e e D ET T DRV R adaial
dilioaban coch Tuan loe T Mo selaieg Cenen?t Rasacss P Eavironental Netwodd
odenose dospnn dhambinn besdasarb o U o 11995 festang Prrsaronn terbatas (vide pasa
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A2 vang wajib ditkuti, surat kunsa tersebut Lidak sale karena tidak dibesikan olel Dircksi

Eoviremental Netwark Indonesin™ danfatan

2 THahea surat keasa tersebet tela’ dibubalbi materal Ry 2 000 akan tetap pada meatera bl
dibubuli tanpgal perendazaneann sirat kuasa denpan dennkion surat kuasa tersebut adal

tiak sah dandatau tidak menmenuhi persyaratan sueat kuasa™

*“Herdasarkan hal-bal terschut di atzs, maka Permchonan Asbivase dan Poochon adalah tide
saly dan ofch karena ity sepatutny a tidak dapat diterima ( niet cutvankeiyk verklaaid )7
menimbang pula, bahwa Tennohon dalam Rekepeinsi lelal mengajukan sebuah eksepsi yang berbur

scbiapat berikut

“Bahwa Tennchon KonpenstPemcehon rekonpenst telah mengajukan gupatan rekonpens
dalamt jawabanosa, dimana di dafam gopatan rekonpensinea fersebut Gdak dibubuhs B
materai, sedargkan menurut Undang-Undang DBea Materat 1936 serta rapat Kenga NMahkan
Aperp denpan Kepala Penpaditan Tinpai Scivrch lodonesia faln 1986, makn gupac
rekopenst yang dimuat dalaee jawabane s dibnbebi matoral, karena ddak dibobubi meas
penmoienan harnslahy dinvatakan Gdak dopatditennm ™

k, 1

Slerimbang, ol sctelal menspebajori cheepsi-cheopsi orscliot Stajelis Arbiter menpnsstel Leoytus.

sebanan Lerkut
LoTERBIADAR EFSERSTTURMOEION KONPENST
LRSEPST

e -y EETRTE wpie . . H . V 08

Menimbangs batwe derpan adanva pemberian keasa tedanenal 1 Juni 1994 oleh paia pomegan
saaar sang ditandatzngant oich Direhtur Januzar Daud dan Komisass Linda Widayanti da.
PEENINDG kenada Tuan Ton Heatiy Munay tedsitang muelai tangaat 18 Mep 1694

L

e Dheat Do Sirree Tl e of Aoy eves e Chianrer dhe shaceneiders i

St Ml i
Pireciors oty ar soveallv o7 T Fuvronient Beepeoe b ndonesia) speciZeally the " Groantor
cranbspo the S Geooral Mesagor Pover of agomey eoes Utha compans 7 And tha rphits to rur
A ol i et contenct Ol o s U e ! das dodymatiers weluding the aperatiae

al e cempany s enrely andd fen s beteoment errcabion fe the above gran ust PLY

SIS BT T RN R FYRE VSR TN I SNREIORSS LI N EESEVEIN PRSI T & Ui R Rolor Yasat ekl momberi kuasa kopasda

COrervral RlanaeerT untek o anas om0 PSR meeeakiline s hocva diafsickan termiasus

I

scrnredote e honta s deneans B Solaveest Aroe Doma dunomenaukan permchoran
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ponctiksaan danoreeutuskan seegketa inocase kepada BAND scperti sckarang ini, untuk mana
Letveenanp atas wama Direkst PLENINDO memberi dan menandatangani surat kuasa tersenpke
Lepada Do Oflces "HESAR & ASSOCIATES™

LESEPSED

Nfenimibang, bala tangeal surat kuasa yakni mnggni V7 Junt 1998 telah dicantunkan di atas 1an
tanpan Pemberi Kuasa dan ditandatangani pula olel Porernma Kuasa dan sudah pula dine
persiaratan suatu sural kuasa khusus dalam suatye sengke!a perdata, cukup bea materal, discbutks
antara piliak-pihak mana, teatang apa seogketanya dan ke Badan mana akan diajukan, maka mesur
ol

petiimbangan Majelis Arbiter surat kuasa tersebut memenohi syarat hukum oleh karena ity sud:

benar dan saly:
O TERIADADP EESEPSTTERMOHON REKONPENST

RMennmbang, bahwa perobonan Rekeonpensi ftn menurut pasal 132 a PR yang berlaku dale
]\

beracora di Hadan Arbiirase Nasional Indonesia (BAND) seperti dintarakay oleh 110 Proate

Abduoraasyid delany bubaa, Tutire Dovelopmert of Arbitration and the Alternative Disjat

Reesabe i (ADRY Practces i Indenesia, 24236 Novenher 1998 1aiman 20 mnka pemichens
Rebenpeost tersebnl pates dinepeep sebapai fawaban éanalcls karena o tidak peru dibubuh: b

BRITNKIE

f by Jeoeen o Laver oo D e e b DI o TR TR L :
Mesaebanp B bevsal boerdasoian perimbaness ontane Brensi tesebut dingas hiajeiiz Arbils:
Lovkesimpoinng, sesear despan o peocclesnian seppheia mehlui Badan Arbitrase Nasinoa

didencan (BAND ranpa nencezanahehenaras ok fermal, fuga selalu menperhatikan nenvelesig

sang copal sederiana sesuni pula dengon kewparan serta keadian |, niaka Majelis Arbiter mievatakar

~r

mesnenak Exsepstbaie Termehon dalam Feopensi demilian pula Termobon dalans Rekannenst:

Mesiehane, bohea dalun pogantize st semvelessian melalun Badan Arbivase 00 diakubas

el BN - T T .- . 4] b . i [}
diatae bobaca Inesvis, Mogals Adbiter koean wiap menghonnati st perfaniiang, neovs datam
punclesaian perha dineba Pencadilan ditetaphian seenra sosmi habasa yvang dipergunakan ialah

| Tom ey 1 e . P PO . - . — .
s tdencsias olels barena pespecroan poeesclessian ek koo mempecganabae bahnsa [nppris

el o ey ebaleb o pocnerbsase Tt Yebnnise i eyl cocst cela alapon bayai deny
Nk, sehigrea peiecobsaza pocona oo pocat dileejuth e
DALAN POROK PEREATLA

DAT AN KONPENSY

Bivimbag, balea Toraolen tolal e e al poonohenae Demafun, Do gndnk mcngueatkan ¢ob!

s o edy imengapab oo o bake soearecarat d e Tanda T-1 sompar denpas T 13,
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Menimbang, baltwea dari sepala sesuatu vang terjadi di persidangan serta dibubungkan dengan tuntut

Permohon yang pertama, peitimbanganny a adalah schagat besikual

“Menyalakan, bahwa piliak Termohon telah melakokan kelalazan (wanprestasi) terhad.

perjanjian yang telah disepakat bersama™;

Menitmbang, bahwa anara pihak-pihak Iangé,al 12 Desember 1995 sang berlaku sejak tanpgal

Januari 1996 telah dindakan perikatan kegrja sama dibuat dibawah tangan dikenal dengan SHRIM
FARM NANAGEMENT TECHNICAL SERVICES AGREEMENT dan AGREEMENT f
PROVISION OF AQUACULTURE ADVANCED TECHNOLOGY didaflarkan di kantor Notar
SUDIIPTO, Sargana Nukom tanggal 15 Desember 1995 nomor 5605/1995 dan 560471995, b-ren
tidak disangkal oleh pihak-pilhak berlaku schagai alat bukti vang lengkap (P-2 jo T-1 dan '.I'-E);

Mcmimbang, balnva dalany surat perjanjian terscbut antara lain telah disepakati bulir-butir ya
mengatur hubungan secara tegas dan rinet, apa yang menjadi hak, dan apa pula yang menja

kewajiban Periohon dan Terwohon, dicantwkan dalam -
A SHRINP FARM MANAGEMUNT TECHNICAL SERVICES AGREEMENT, yakni -
LACPT SULAWESTAGRO UTAMA'S GHLIGATIONS:

AP T SAT atits sofe cust, shall -
b maiaim and cperate o comprehensive 24 hour utility scrvices svsterm providing. &l
necessary utility services to the Tarn, inclnding clectricity, cmergency lighting, water

seacdresh and fice lighting facinres and complete back up in case of filure:

c. mamlain coprehiensiie 24 hour sccurity at the Farm lincluding, all plant, personnel,

cguipinent and inaterials belonging to Enindo) frons interference by third panties;

O prompthe pronde Poaabo s ol infiseasion comecining, operation of the farm mcluding

any clonpes that atleer Poimda sevices under this Aprecment;

¢ peovide and mamton all beavs plant and cquipricnt neeessary for efficient operation and
mawtcnanes the ponds, Fanne and s related building and maintenance therof, which

meludes, wtility services, reads dilies, perimeter fencing, lighting of ponds;
f procare and ot ar the Tam suflicient stocks (as specified by Enindo} of Tamm

mnicnals
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betkewajiban meningkatkan hasit per tambak scbanvak 3.5 ton per hectare untuk kemud:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mienjadi 45 ton pee heetare {(P-2 butir 6.2 dan 6.3 jo 1-1);

Baiven Pemahon selama dindakas demo budi<dayva pectambakan wdang dianppnp balik,

[

wajar telah mengetahut keadaan baik pertambakan demikian pula peralatan dan perlengkap,
tambak Termohon, dan berdasarkan kepercayaan demikian itu dindakan perianjian kerja sac

ik selanea T tn]um-{!’-? jo U=1dan T-2);

d. Bahwa akan tetapi beluss berselang panen tambak pertama tepatnva antara dain langgal

Apiil 1286 tctal torgad kerusakan pada Genset, disusel tangeal 30 Apal dan 5 Mei 16
listiik mati, kingir denmikian jugs” bobolma tanpoul tambak. adanya peoncurian seria pak.
vang dhsiaphan Fermaohon Gdak memenvin syvarat (P-3);

e Babwa okt panproaccangooan terscbut datam Berita Acara PT SAU-Bone (P

terjad:lnh apa vang tidak dibaraphan pthak-pilak, bekan poninpkatan hastl yany dicapai ak
teiapi schahkaya penprunan babkan ada vang bares dipancn scbelunt waktanya; (123
Kegiotan: Produe Tambak Perinde Januari-Desember 1996 BLK A 0 TGT 106 2

ART29615,5dan BLK BTG 71538 AKT12.378 4 kg,

et akibot Leadnan demkoon tmbe! salioe salahr monvaahkan astare Pomohon ¢
Feonchon sebepamiea dilonarkes dalun okt Pemabon dalam Daflar Borita Azarn 7
SAU-Hene bersut Lunglmnya beonala dord Lulasn Apnd 1996 sanpal denpan taneeal
Descivlier 1690 (P22} dan berwies pada menvitaskan hubunean kenasama (-2 K0 Har
amat dengan Eminddo Gbuat olch PLOSAL tspps! 71 Oktelior 1906,

L}
g Hahwa veenpadi portanans siapaial poescbah belalamn . dan wataa b RUDCIO BONn e
't

heropier vang dibehanban Leanda g borsanekot

Sestesang, bahen docd bukt surar dugnban Pacehan sakni Plasil Raeat dengan BT Esinds o,

21 Okteber 1966 dibuat alel Tenrchon seirdin dae dikivhiekan sepada emohien mela wi fax 94 10-2.
O350 A0 ot laie di ke ke besinipulan

SDarchasil panen 25 petah Cufuas 22 8RS T selen Juli 570 Septensber 1994 -

Tatper ROOSS L Piakan o o FEy 300 kp
Adtusl By 3003 b Aktua 65 775 kg

Dosar perhizenonn insenul 2z pom oenalve adala erdasarkas toas tambak bukan deanpar

farpet 3 500 ke per pelnk.
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6.10: Eoindo shall specifi and P SAU shall supply all necessary feed, premix, chemicals,

mediciues, biochemieal, Lroodstock and Aquacnlture products for the flatchery in

accordance with Enindo’s requirements {P-2 jo 1-2);

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu sang disepaknii tersebut, telabe jelas apa yang menjadi
tangpong jawab Tenuotion, das apa pula sang menjadi tanggung javab Pomochon dalan rangka

mewujuclkao keberhasifan kerjasama vang saling menguntungkan kedua belah pihak;

C. Dari isi perjanjian Enindo’s OBLIGATIONS, dalam butir 8 dirinei antara fain
8.2, Cuindo shall make available to the PT. SAU Technical Support Seevice which are sufficient
to advise and implementation and uscs of the Bioteenology, Aquacullure Technology and

the Licensed Processes in all ficlds of their uses in PT. SAU'S inslailations;

8.3, Lnindo shall craplov and ensute that suflicicut technical personnel are avaibie o the PT.

SAU for hiph quality sluimp larva production {(P-2 jo T-2);

Meninbang, balwa berdasar potimbaupan torsehot dintas nenjadi pertanyann sckarang sejauh

mapakal tuntitan Pemohon dapat dikabulkan;

Teoiang tuntutan |

“Adabah kOalaian di pihiak Tenmobon semata penvebal putusay a bubunpan kegasaoma antarn

I"emghon dan {ermohen?™

Nlenmdang, batsaa testang hal o Magelis Arbiter waph nelibat dan mempertimbangkan s h

wanakall bubongan begn sacn antaia Pomebon dan Termohon berpalan sesual perjanjinn sebagas
benkat

o Babien coport ekt bt aban hobmoaean berga sana antaea Pemahon dan Termohon falah
Levogbom Pomabon roembeoban bonnoan keabline dadmn sepadn bidong yvang ncnyangkat
prtnebainn bodi-dasa udang. sebinbbnva Fermobon acmporsinphan laban dan perlenpgkapan

tebons g diperangikan secaa ringt datam bukt B2 jo T-1 dan T-2;
] perjang J ,

b Balva besepabatan teesebut dindabnn setelah Pomohon berhasil memboktikan melalut demo
hudi-dasa pertambakan vdang miotai butan April 1995 scbansak tign petak tambak dan
teenaata berhiasil mcmnpekatkan hal per tunbak, selineen antar Pemohon dan Termiohon

terjndi saling porcasa memegremyal mengikatkan dird dalam perjangian, - Pemohon

|
vero
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(i), liph quality sheimp feed suellictent for the dictary requienients of the Farm, ensuring
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that the feed does not exceed the self expire date;

(i) provide higl quality, healty post larve in quantites specificd by Fendo;
6. PERFORMANCE :

6 L. Enindo shall endeavor to produce the very best possible vields from the Productive Shrinp
Ponds piven under the circumstances at the operation 1o produce 2 harvest withn any 2
months period;

6 2. During he Tirst 2 { I'wo) eyeles of cach Productive Sheimp Pond Enindo shall produce 3.5
tons of Shrtmp per biectare averapel over all of the ponds in the Farm with a FCR of 1.8 or
less at a stocking rate of 35 PL per square meter with a shrimp size target of between 30 to

37 depending on the conunereial decision of when 1o harvest,

63 After the fist 2 (1wo) excles deseribed in 6.2 have heing completed Eninde shall produce
4 S tons of Shop per lieetare averaged over all the ponds i the Fasm with a FCR of 1.8
of less 0t a stocking tate of 35 P per square meter with a sheimy size tarpet of between 30

to 37 depending o the commercial decision of when o Larvest:

TOCONMPUENSATION

71 dnthe coent of Enindo being unble to prodace Shrimp of the amounts described in 6.2 and
63 PISAU shall be entitled to deduct form Enindo’s fees as specified tn clause 4.1 a sum
cquivalent to the pereentage short fall which the production achicved bears to the agreed
production tirgets exeept in the case where PT SAU is in the breach of its obligations Ll[]dc:

this Agrcement and 7 or / a state of Force Majeure excists as described in clause 9 (P-2joT-

1)
OOAGREEMENT FOR PROVISION OrF AQUOCULTURE ADVANCED TECHNOLOGY -

[odtatn o PLOSALDS O HGATION -
0.8 10 SAU shall provide and enswie thae all Ytilite Services are available 24 howrs = day

throuchout the lenm of 1his Aptecmient and that they bave o 100% serviceable back-up

syslems in placy;

6,90 P10 SAU shall be responsible for sceurity of the hatcheries facilitics, cquipment and

persons cinploved therein ineluding Lninda's; ST !
i< .r’\ -
T N ‘0
BT
Lot P
. [
\r Ll
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Kesinmputan seaientara Pakan SAU GLOD kuoalitas kursmg bailc sehingan FCR & &
Gidal tereapai, maka P Enindo akan memberi Additive Premix seear cuma-cuina unte
tambahan Pakan, (-2 K)™;

Menimbanp, bahwa dart laperan sexatigus perlilungan terschut tercatat hutang PT SALU Lepada B

Fiimndg US 3240 047
. PPN US$ 24.006
Total 1S § 264 051

Dan sctelah dikurangi polongan-potongan tercatat Sisa

Kewajiban s/d Sept 96 US $201.393
Menimbang, bahwa dalam catatan selanjutnya tercantuim antara lain
“Pembayaran akan dilakekan sceara dicianl sebesar US § 50,000 per bulan séd funas

USanipan denpas Tanuacd 1997 sk bohnm ada keputusan antuak kortnsama dengan PRIV iy

akan dilakukan peqsnesan vontrok kerga sama denpan PV Erinda (P22 K)7
A Palieen ada Bl penopatan

“Sampai dengan boban anvas 1997, fika belum ada kepntisan untuk kerjasama dengs
PEEW maka akine diinbubor nomuotusan korjs sama dengan BT Erinda ™

1

b Dadrea aken twapr sienpai denean bulan AMaret 1997 sesuai surat Termichan kepada Pemoner N-
BIZSAL FBNAA9UT (T-450), waanpen sndnh o b waktu vang ditctapkan pemutusan kerjasam
niarh diadabow poergyaban pelanjutan beca sana;

c

b dalom netolen rapat tangpal 21 Uktaber 1996 tersebut juga diuspkapran

“hesmnpnlan soneenia Pakoe SAT GO Buslites Lorang baak sehivpoa T & Size tida

TUFHRY

felommbong, babee o berdas: Lo boos oo lersehut ."-,1.'lJ-'(.';:§ Aobiter be 1:C>]i.".‘.[?l}.':lr1 "
S Pemelor o e s bt sehinpan teeaea At monpctalun adanea hoburangan e
shaer oy Paban ooy b b one bespedne sedeneb o Lra schinpeea eban poninghatan

casihperdambakom Baliban scbaiboa poeuoonan, vane mcrupmban kodua bolal piak;
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by Pemohon bersama enmabon winh berupava mencan mitra prhak ketipa PPEW akan tetn
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nienpalom hepagatar; (I 22K jo 12}

Menarhang, balma bordasar pernnbanpgan tersebut nyatatah kedua belah pilink metakokan kelalain:
{wanpuestasi) schicpen tintuini Pemohor, Fesmehon melakukan wanprestasi Jikabulkan schapgian;,

I) .

CMemesiealkan krpada Tenmohon antek membayar hutang ( poin 1) kepada Pemobher

sejumlah US $ 343 070.26 deepan scketika dan sekaligus™,

Menenbang, balmaa burdasarkan pertinibiacpan tentang tuntetan 1, Majelis Arbiter baik Pemcho
dalam Konpenst demikian Tormohon dalam Rekonpensi terbukti sama melakukan kelalaian, karenany
dikabulkan scbagian, pertunyaan sckarang sebesar berapakah tuntutan ganti rugl yang dapa

dikabulkan, kecuah berdasar pertimbanpan di atas juga dipertimbangkan scbagai berikut

[. Bahwa oleh Pemahion dinjukan surat Tarmolon tentang rapat astara Pemohon dan Tenncho:

mencetapkan jumlah hotang yasg hares dibavar ialah

n Suiatip! 21 Uktaber 1666 ' USE201393(P-2K)
b Surat ol 31 Ohtoher 1944 LEXIODAZIN(9P-3I K
¢ Suratinl 29 Jamae 197 US S 160226 (P-4 K

H ol ) P o ' Yot - Vo H ° I A T
CHabwea oleh Termehan Gapekan bk suaat tanpa tepeal - Peritungan Hasil paces PT Ennde

dan Belan Il

o Pobraor TUST sebanvak 63 aoiak sdpiniah US S D1 288 G5 (T4

4

pernitungan nons dilast secarn sepsiabo clel karenaava dak e dgadizan alae okt
- ]

dlaig

sah
Nemmbang, babea dengan dennkion ees i pertany aan surat rana vane patu! menpnds periimbangan
menctapkan besarnsa hutane Tenmohon kepeda Pemelion, nyatalal di amara perhitungan Termohon
tereantum dalam Sueat g 21 Ghrober 1925 dibuat berdnsar hasil rapat zriara Pc.mo.‘:o.n dengan
Termwhen, menmat perincian seenra jelas das ringis seballksna kedun enrat lafnnen smertpakan

prechitie e ovaae dibaon ool ey sor e ST 200 T2 VR e e by

Mernebang, babea becdasar perimbanean wersebae pehitengan hulaeg ialzh sang teroeeiemn dalan

Suret Gipeal 21 Okteler 1006 (P21 LS S 201 303 dikoees angsaran pombons ares masing-mesing

S T L S NITTU TR R RS RS
2N N A e ] 2R RN T

R D LT B R T S KIS ETH ] AL
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schingga futang tersebut 1akaly sehesar US .S 131,393,

Menimbang, bahwa akan tetapt oleh Termohon dalam menanggapt surat Penohon tanggal 28 Oktob
1996 dalmn suratnya tangeal 31 Okiober 1996 memberikan perhitungan Imt:u'.g_ Termohon kepa.
Pemobon scbicsar USS 160,52E 8 sebehnn dikurangl pombayaran angsuman masing-masing US
SO000 LSS 15,000 dan US. S 5,000, meyadi pertanyaan vang mana di antam perhitunpan ya
harus dikabulkan Majetis Arbiter memperhitungkan karena perhitunigan tanggal 31 Oktober 1936
adaiah perhitunpan Termohon sendiri, akan telapi meiugikan Pemohon, selayaknya perhitung:

tanpgal 21 Okteber 1996 tersebutlah vang dikabulkan { -2 K );

Renibang, balvwa dipersidangan atas pertwnvaan Penrohen adakalh 1a masth mengakui jumlah
tersebut dalann suratnsa tanpgal 31 Oktober 1996, Termobon mienjawab karcna Pemohen e
meenuli apa voeg dipessaratkan, mavatakan tidak berlaku lagi, Ma'clis Arbiter mempertimbangh:
s mempertimbangkan alasan penolakan Termohen tetapi karena vang dinvatakan terbukti inl

L

Surattanggal 21 Oktober 1996, pernvataan penolakan tersebut patut dikesampingkan;

Meetnang, baliva ofeh seliab o jumlai torcanturm dalam surat tanpgal 21 Oktober 1996 (P-2h
teesehutlal yang Tasak dan seccpatiya dyjadikan pertimbangan menclapkan besarnva tuntuts
Peivchen vang dikabattan, dan bukan susat tanppal 31 Ckrober 199¢ (P-3K) demikian pula sur

trrngal 29 Janaan 1997 yalnt US $200 393 - (US.8.50,000 + US.S 15,000 + US.$.5.000) = 1S

Muenasbang, Ualvea olch sebab jumlals fereantum dalnn surat inaeal 21 Oktober 1996 (P22 F

I LR T Y e R ; . : ¢
fessenutini vang |.,_\Jk can sciepamya dondiban pertiiebanean menctapkan besarnva tuntutan Poichiag

vasg dizabulknn, das bukan susat tanggal 31 Ukieher (596 (823 K) denukian pula surat tppr 2
Jr J997 QL‘if:'!E_uﬂ jeriab tersebut mlalah US S 200 393 - (S $50,000 + US$.18.000 -
VSRS - US 13T 353 (P22 Ky
NMernebang teslang tuntutan be 3

Sonoonlnd an beponte Lenmichonn ek mcalieaar banpn sehesor US S0 805 sehulan da:

CS T 20002000 telntne mulai taeeal 1 o Ael 1997 sarone denpan Tormohon melusasi

EHNITITI

flebe S ber ceserindeeben, keeua” Solg vang dibabekan adali selesar USE 201,393
Pl S SOt D S S IS e s R S R 0 s VIS S [ 398 dan besana S5 bunpa yang dikabulkac,
Porilinonn prsnd D25 i ar Be S I e bnipa sanp bochien di Ralaagan perbankan ditsiapkan
S S LTSRS veen Bunpa o dikabudho alsk I":-r’."r poticoun ming by JS S 031 393 tCIhif'.il':g

.Fu

P

o
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i angeal 26 Agastus 1998 sakni tanggal didalarkannya Surat Permolionan Pemohoit unte

pencriksaan seophetn oleh BANI sunpai lnnas dibayar Ternmohon;

Menimbang tentang petitum <

“Meletakkan sila janinan terhadap batang batang milik Termohon {PT. Sulawesi Agro Utanm.

Alatil Carporation) ™,

Majelis Arbiter mempertimbangkan tuntutan yang demikian barulah akan dikabulkan, bila Termolic
tidak memenuhi putusan scbagauuana mestinya dalam waktu yang ditentukan dan diajukan kepac.
Pengadilan Negeri dan bukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, oleh karena itu pat:

dinyatakan ditolak;
DALAN REKONPENS]
Menimbang, babwa permohonan Pemohon dalam Rekonpensi adalah scperti tersebut diatas;

Menimbang, balwa katena  perimohonan dalam Konpensi telak  dikabulkan  untuk scbagia

petimbangan dalam Konpensi lerscbut patut dijadikan pertimbangan dalam permohenan Rekonpensi;

Menimbarg, bahwa yang tetbukti dalam perohonan Konpenst anlara fain berdasar surat Pemeche
kepada Tenmohon tentang jumial hutang Pemohion kepada Termohon US.$.201,393 dan telah dibaye
angsuran periana sebesar US S0 50,000 kedua US $.15.000 dan ketiga US $.5,000 = US § 3] ,39
untuk kenwdian menjadi bermiasalab, pengakuvan serta pelaksanaan prmtn)'lrm tersebut patut dJlr'nm
sebagar adanya kewajiban Pemohon kepada Termohon {T-6 dan T-7 ¢,d dan ¢ jo P-2K);

Memmbang, bahwa Periohon ruengemukakan Termohon mclakukan kelalaiannya, seperti terbukt
dalam kenyvotaan bukan peningkatan hasil tambak sesuai dengan hasi! demo pembudidayaan tamba'
scbelum  dilakukan ikatan kerjasama, dan telah ditctapkan dalam perjanjian SHRIMP FARM
MANAGENENT IL(.I{N{L:\ SERVICES AGREENENT GENERAL CONDITIONS Butir 6. 2;

TPhovmg the first 2 (Tawod eseles of each oductive Stins Pond Enindo shall produce 3,5 tons
ol shirimp pet hecture ascrased over all of the ponds m the Fanmewithia FCR of 1.8 or less at o
stocking tate of 35 PL per square meter with a shrimg size target of between 30 to 37 depending

on the conmmereral decision of when to hanvest™

Memmbang. balwa apa vang welah disepakani ferjasama adalah untuk meninghatkan produktivitas
hasib pediambation weline. akan tetape dalam keesataan teradi vangs sebalibinva vakni penurunan hasil
prodarasdebawah 35 e per heetre, onbka Termohon patut diny atakan terbukti telah melakukan

Folaloansn bulie 5 3 ps T aceat o (P22 o 1-2)
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Mentmbang, balnea tentang tuntutans gantt Lkerupian scbesar LS. $.583,005.67 dungan adanya Sue
Pemohon kepada Termohon tanpeal 21 Okteber 1996 (P-2.K) penpakuan jumlah hutang Pemol
kepada Termohon scbesac US $ 201,393 dan’ tclah dibayar secara angsuran scbesar US.8.50,0:
US.$ 15,000 dan ketiga US $ 5,000 dan tidak ada disinggung tentang kerugian yang didenta Pemol

Majelis Arbiter berkesimpulan tuntetan tersebut harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan ha:
ditolak: '

Menimbang, bahwa berdasatkan pertimbangan dalam Konpensi tersebut diatas, pertimbangan laine
jupa berlaku dalam partimtangan Rekonpensi, dan olely karcoanya pihak-pihak dinyatakan sa
metakukan kalalaian, maka biava perkara dibebankan kepada kedua belah pihak masing-mas

sctengah bapgian;

Merpingat dan memperhatikan Peraturan Prosedur Arbitrase dari Badan Arbitrase Masional inde.

(RAN1Y, pasal-pasal Perjanjian tangpal 12 Desember 1995 serta lainnya;
MEMUTUSKAN
DALAM EKSEPS]
- Muenolak Eksepsi Termohon dafam Kenpensi dan Eksepsi Termehon dalam Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAN KONPENGS

- Mengabulkan permoberan Pemchon untuk sebagian;
Menvataban Tenmchon telal melakukan kelalaan Gwvanprestasty techadap pedanjian

disepakan Lersama;

- Menphukoor Termiohon mertbasar huang kzpada Pemolion sejumlah US S0 131,393 -
- Dlerphokonm Tevnonon eeeibas as bunga schizsar 6% poctaibwon dard hulang US S 131,393 diliiw,
plas tanppal 26 Agusios 1983 sampad Tenmchon membayar luzas pumlah tersehut ke

Pemotwon;

- Menghokem Termobon teelabsanakan putusan meambavar butang US S0 131,393 dalam wakiust
St R
. . . v, PR Y
pululi bart serchah potusan img diocaphan; . .
jlr‘l'.
1I‘I] J."f ) M
- Nenolak permchoran setebihing a; S
'\ I :
SO
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DALAN RERONPENST
- Mengabulkan permolhioran Pemiohicn untuk sebagian,

- Menyatakan Tenmobion tefah melakukan kelalaian  (wanprestast) terhadap perjanjian yang

discpakall bersama;

- Memperhitungkan kerugian Peaiohon dengan perhitungan tuntutan Termohon yang dikabulkan
US.$.131,393.- '

i

- Menolak pcnno[fonan selebilnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENST :

- Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya administiasi dalam perkara ini masing-

masing pihak setengah bapian;

Demikian diputuskan dan diucapkan oleh kami, Majelis Atbiter BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA (BAND) yang terdizi dari Mchaenad Salim SH. sebagal Ketua Majelis, AR
Locbis, S, dan Prof. Bismar Siregar,SH. masig-masing sehagat Angpota Majelis Arbiter sera
Panitera, pada hari Selasa tanpgal 11 Ml 1900 sembilan pulib ceinbilan dengan dihadici olch para

Kuasa Hukum Pemohion Aliiad Bavhaki SH. cs dan Kuasa Hukum Termohon Arsul Sani,SH. cs!

Angeola-anggota (sh

AB. Leebis, S H. Mohammad Saltm,S.I1.

Prof‘/ﬁlifmzlr Sirepar, St
o
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MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

!’

PUTUSAN
Reg. No.iB8St K/ Pde./19 BY..

DALAM PERKARA KASASI PERDATA

antara:

lr. SYATEL JUREMI  drx.

melawan

S.M. PArRpDEDE.
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Reg.No. 1851 K/Pdt./‘l?gl-!-.

et e gk kA,

MAHKAMAH AGUHG

3 & 4R &L A B8 o i

neneriksa nerkara nerdabtan dalam binziat kasasi
telah mengambil putusan sebagal herikus dalam

navkara

1. Ir. SYAFEL JUREML, beralamat D.%. Uni

' ted Tractor Cabany Banjuarausin,

2. P.T.UNITED TRACTOR, herslamat di Jala

Kramat Rzya Mo,43 Jakarta - Pusalk.

3. SYARIFUDIM MOQR, slemat samentars di -

Desz Rungun XKotawaringin, dalzn nal
ini diwalkili oleh kuasz meprakz

{. 0.C.KALIGIS.S.H., 2. °OLTAX SUTAJU-

LU,S.H., advokat / nengacara, bertcedu.
dukan di Jalan Majzauhit No. e /k
Jakarta - Pusat,

Permohon-nemohon Kisasi  dAshnly Tarzusas-

tergugat - Pambanding ;

me l awan ¢

$.M.PARDEDE, Direktur 2.T. Pulau Intan -

Cemerlang dan Yakil Dirsktur P.T. Gununz-
Berlian Murnl, dzlar hzl inl bertiniak
untule dzn atas nama kedva Peruszhacn ;;cr-
sehut, berkedudukan di Jalan Tebet Darat
Palam No, 182 Jakarta Selztan, alamah -
sementara di Jalan Sanwdra Kormlek Kodim
Pangkalan Bun dualam hal ini diwakili oleh
“uzsanya

.........
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= 1. SYAUALR SIREGAR,S.H.,

t// ' 2. DRAIGGOND.S.,S.H., advokad/asngzcara,
warkwedudulcan d4 Jalen Dansapan Joya -
karts WA/12-B Jakorta.

13

Tarrohon ksovanl dahnlg "apn=yuxalb - Trro -

wandins
liehka=2an Aruny btarsedub j

Melingt surat - sureb yang eersanskutan |
Fanlosung, wuhwe darl surat-surat tersesut ter-

Y H"""
ugsth

nyata bshwa gekirang Tarvohon lkasasi sevacsi nen

L
-+

3511 Lelzh vensrugst sekarans pevohon--~emonon kasssl

]
Gq

cr

szuazal terrurat-tergurst sl dimtiia -narvslidanzuan Tenea-

dilan Mezeri Panekslan Bun nadz wokeknys akas 4zlil -

-~

1alil

s

I asii, bergurat 11 3511 telal dinersust kontrsk Jus
vall No.PTB3.029 dsn 030 {terlemair) wuw:s{ °T, P, éIII

yahwa didalsx nerjanjian juzl weli btermaksud
ada diczntumkaﬁ, sesudah nengguzat 2sii memvaysr usns
puka unbuk wzsing-wmasing ~eralatan terssant sisanys,
nemrdyaran saru diwavar sesudzh barsng ftu rihz di -
lotcasl ;

vahwa Larguzab T 2s5ii, tereusat II ss5li berkewsn

iy

Jivan sesudsh renerimz nany mucz (bukti 2.1V, POV, -
P.VIF hurus wenvershkan nerslaban tersesut akhir Juld

~ - - .\ - - ]
VA2 dsn selamosb-luomeatnva nernulazn (Mineeu nerfzuz)

Aeurtus 1982

Puhwa nyatinya Loorucyvt I oasli, I as1i vzru
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ab pemuatan barang (bukti 0.VII, PL.VIII} seningza

gr~an demikian tergugat T 2311, fergugat 11 asii bex-

¥ampat menyershitan baruang selama 60 (enar nutth) nari

o
»

n perslaban

c

i

z

menurut contract {(ceodera janji), nen

=

[-4

tanzzel 8 Oktober 1932 melalui tergugah TIT asli
{pulcpl PLVITI A)Y

bahwa akibat Keterlaobobtun menverinan/sengiri-
pan, nengaugat asli dirvgikan sehesar M. 003,000,
{(seratus emmab nuluh emnab juba runizh) dengzn nerinci-

+ -

an t 6 unit trzctor x A0 nari x 2 ha x %.240.000,-

2

(duz rituvs emmat suluh ribu_rﬁnigh), {juslzh hargzi sor
ngan dari Pemerintan), bshwa pystanya fumlch sreal neng
auzab asli dikurangd 300 (sembilan raiund ng Lan menie-
A1 7 (ermat ratus lima ~ulun) ha untuls tahun 19027 -
223 untul nroveir MNangshelik XL CLIL g

bahws kegarsn Sarhads- ¢l

nt

ireomantiornaciosudsh
diverikan olsen nengguzalb @sli akan Sebani barguzat I -
w51ty tergugat II asii tidsk -3 tenggenan (hositif)
FLIA, POX sehingga cuktup hersiasan unku zugatsn ins
dlsammaikan ;

buhwa sesudsh nerzlaban tercsehel diseranhican
Kenzda oenggﬁg:t 317 oleh tergupsi T 553l
sl tanggul 2 Okhober 1922 tergusat T z3liil
ih nenggugat 2sll terhzsdan sisa ~embaveran,
sementara itu mengzugat 2sii telzh nuls mengujukaﬁ nar-
mintuan claim gonti ruzi kenada tergugas T asli dan
terguzat II asli, nihak tergugat I asli dan tergupas IT
2511 telsh mengamuil secara melawan hukum 2 {dua) tra
‘for dari lokasi nengzugat asli, di Hangsbulik dan menen

natkannys di Kotawvaringin g

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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bahwa berdasarkan atss alasan-alasan tersebut
fatas, pengzuzsit asli rohoen supaya diletakkan sita -
jaminan (eoncsrvatolr beslaz) lebin dahulu atas 2 (dual
busir tractor rang harads Al Kotauaringin vang sedang

3
dikuasal oleh tergugat IIT 231, d4n sa2lanjubnya menun-

tut kensnda Penzudilan Lag

Y|

ri Pangkalan 2un sunaya mem-

T

berikan nutusan rang danab dilaksanaksn lebih dshulu

senagil berikut

a, Menvatskan sv=n dan derharga sita jaminzn j
b, Memyabtakan syzn menurnt Hukum nerjanjizn jusl beli
10.2T73 023,022,030 ysng tolan dinerduat oleh senggie

gut dan terguzat I dan tergugat IT banpggad th Juld -
¢. #enyatawan ~erbuatan Lergugat I dan terzuzat IT ser-

suatu merdustatt wannrestasi {cedera

d. Mengnugum tergugat I dan tergugst IT sertsz tergugst
panti rugl keaaid nengeugab sabe-
sar 7. 144, 000.000,- (seratus ewmalb ouluh emnat juba
riizh) dengan ~erircian 6 (enaz) x 60 (hari ketec-
srbatan aenryershan) x 2 (hekbtuar) x ip.240.000C, -
(dua ratus emsat nulub cibu runiah) (harza boronegan
vang dibarir<sn Pemsrintah kenuda Fenpouzat) secara
Langgung renteng (Hoofd=lijk) ;

e, dzhwa gugstan nangelzat herdasarkan Hulibi-huktd vang

ofentik kareninya nutusan bersifat sertz merta ;

£. Blaya menurut Huxum,

hahws ternadan gugatan btersebul tergugat I, 11,

ILT 2s5ll mengzfiusan rlkseani vang nads aokoknya oenyabz-.

Tl

van sebzagad neriliub

Penyelesaian Sengketa Perdata ...

| Wayan Wiryawan
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i tersusat T asti

= bahwa gugusban nenpgzugab asli sdalah salah
\ "j Ll,ﬂat karena ditujuksn kenadn tergugat T asli (Ir. 37s

w\ ; 21 Juremi) nribadi dzn bulesn kensda P.T. United Tras-
tors Cabdang Banjarmasin di Banjarousin, sedangksn ter-
gugat I =2sli secara nribadi tidak memnunysi hubungan

hukum dengan ~enggugab asli

bahwa seandainye tergugab I asli mem~unyai hub

gu AY
ngan hikum secars oribadi dengan nenggugsah =3li, guzrix
tefscbut seharuvsnys diajukan di Pengadilan Negeri Banj:
ma2gin, karena tergugat T s31i bertemnat tinggal 4i -
Banjarmasin ;

Demikizn pula-kalau seundainya oenar gugatun
ditujukcan kenada Ir. Syafel Jurend sel-ku Kenala Cabang
P.T. United Trisctors Banjarmssin qusd ron, gugaten ter-
sehut jugs bidok dsoaols ddniulien di Pengwndilsn degeri
Panghalan Bun, karena kehentuan dzlam n3sal 12 avsy 1
Rog/oasal 113 H.1.R, ;

bnﬁwa berdasarkan alssan-alasan térsehut dictes
targugat T 2s51i menunbut kenadu Péngsdilan Hegeri Pang-
kelzn Bun, sunaya cemberilvar subusan sebigni berikut

I, Menerimez eXsenel terguget I ;

11, Henyatakan Pengadilan liegeri ?*“gh“lan Bun tidsa

i)
berwenang uvntuk memarilksa dan wengwadili nerkars

a

tersehut ;
IiT, Menolak selurvh gugatan nengzugat atau saetidsk -

tidaknya menyuabalian bidzk danat diterims

T

Dati_ terquget 1T 2511
bahw2a jika timnhul nerselisihan ssbagai 2kibatb
dari nerjanjian jual beli tersebut (vides nesal 21 dari

rerjanjian bermakswi), oala nenyelagniznnya akan

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... ‘ | Wayan Wirlyawan
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el
Tharanican kenada B.ALL T, (Radan Achitrupme Uasnional

|
Eﬁ onasial ;

4

E/

7 bahwa hardasarkan =stas alogan-nlassn bersenut

itutas, terguzst I1 ssli menunhuf kenud: Pengsiilan -

e v
Hzzari Pangkslan Bun sunsya manherizan nunusan §005

harikul %

I. Henerims n¥senci

'y
{r
"
£
Pt
w
3]
or

TI. Menyzabzkan Pengadilan Wegeri Panskalaon Bun tidax

berwenang untul memneriksa dan mengsdill nerkars

cr

ersehut dzn menyatakan vang berwenang adiilah
BoALT, 3
II7. Menolok seluruh puratan naengpugai z2cau seildak -

-4 -l . B [ T FUR I R L -~k BN * - )
Eldakinra menvatsdan RiAsT asoanh fitasime g

brhwa gugaban nengonpnti asii zalah
gugitan Aiiulucan 4eg-edco Syarifudin linar nrihsdi

can dukan kenuda BLT, United Tractoes Jabhang Banjaroa-

3in, Xarsena terzu-ah I7T 220 Lidab wemaoryoal noongan:
nnltun denean ~anredrabl oagl ]
. = R - ¥

banwa seandaivy i tergupst LLD 9211 mensunvoi
hubtungsn hekum dengan nenggngst 231i, gugabasn Lorovs di-
ajukan L Pengodildlan degeri Banjarmusin, karueon bergu-
g3t T 251i werdemisili di Sanjarmasing, dan bukan df -

Yilsyeh hukuzr Penpgrdilan Ueneri Panskalan Bun ¢

nazhwi bDerdasarian slesan-alaszn bersesot (i

-k
AL2

L

tergugst IIT asli mepuntut kegada Pangadilan leemni
Tarcralan Bun swmaya mesberilon mutusan sehaesi herilkat
T. Menerima eivsensl btermugst TII ¢
TT. MHenyatakao Pengsdilan Hegeri Pangkglan Bun tidek
bervenanz untuk meomeriksa dan sengodill nerkarn

tersebul

M -I’ T A T o~ H . . X
ail. Penolsk selurub gusaban nelggusal abau sebidalk -~
Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan \/

)

AIRLANGG
ARMYA

Qﬁli;!K

PERPUSTAX AAN

VNIV 1 ITAS

|

iryawan

" o5l

e —— ——



N A
' } ) ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

\'._ Lelaknyg manyabalcan tldok danal diterinag

L0
il
! J wanwa bterhaduan gucatan tersevsut Pengadilan liexg
R ' '
AN \-,_ il Danskalan Bun telzh mengaoull nubusan, ys_itti.rwutug:m:

nyz tangzal 1 Anril 1983 No.7O/Pt3.'.L":113.0/1932/‘-"-'1-‘?’.8.@‘

yuny anarnya ocreunyl sadazsi serilcul @

DalLAM FEXEOTIE / DALAM GUGATAN BCEOH

1. Menolak exentle »nara tergugztb

2. Meanranulkan guratan nensgruszt unive seddrian

3. Menyatukan sysh menurub hulous %erj;njian Jual-weldl
Nowmor @ PJ3 027 3 020 7 030 yanr tzlzh diner»uzl
olsh pensrusat dan tergorat I.dsn fergurat I1 -nrda
tanggal 1L Juli 1982 ;

L. Manvabakan nersustan tersu-at I ; Sercuest

tevgusat I1I svatu nerduaban wanarsstosi (c

-1

janji) terhsdan nengzugab |
5. Menghukum tersugat I untuk mewsavar eantl rusi

kenaldz enesurab sevesar i, 1hL, 000, QC0

-
H
—
L3}
ih
1
%]
T
{
i

et nuluh eymat jubs rusizh) denran merincian

5 X 60 havi keterlamzaban menveranesn x 2 ha x -

R.2Lh0.000,- (harsa noronran vang dinsysrizan Pemeri

3

tah Zenad:s ~engeugut)

b. Menshukus terrurst I dan Sereuess TIT saitsdur uatuk

~ v

nedenuhli winyil lenmutusan ini g

?

7. Menghukum terrugab I unibuk ucnbé?gr #isya yang bz
2] dalan ~arkura ini, vane sarazi sz2zf ind sarjune
lsh m.122,215,- ;

0

S, Menysbakan syuah ddan eerharss shuas Giha Jaeinan vany

Eelzsh Adljalonkan dalan ~=pltepa ing g

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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lenolak gugatan untuk selsbihnya | B

twgaq mana dalam tingkat Sanding atus nermohionan hLer-

;u at-tergugatb telzh dikuatkan oleh Pengadilan Tinggl

Lnlimqnhan Tenzab di Palungka Raya dengin aubusannya
hangzal 21 Feopvart 197k o 31/1993/PdAt/>0. 20

wahwa sesudan nutusan -herakhir int dibaribahuizar
kenzdn penggugab-terbanding nnda tanggal 10 Asril 125,

tergugat-tergugat - nembanding nada banggal 13 A-ril

i nmntrg o1l a ey
SR HAE AR A4

Ngab-toreugal - ~am-
2 *} =

(dengan nrerantaraan Kuasanys kausus, berdasarka:
surat kuasa khusus btanggal 26, 27, dan 30 Anrll 197%)

diajukan sermagonen untulk remeriksann kasasi secirs

liz=n na2da tangzal 1 Fei 1284 gedbagpalmsna ternyata dari

»

surzt keterangan Yo.70/1932/PdL.G/PH. P . Bun. rung diwusal
olen Panitera Kenzla Pengsdilan Hegeri Pangialan Durn,
Anraonone wuaka keztdiasn ddsusul olaby mewmarl o alasmwn -
Alegannya yang diterirmsg dikennpiteraan Pongatilan

Eersesut nada famggel 12 Mzio 197%h o

bihwa aztelch 15w oleh nenzzuga:n - Lerbanding
yang nadz tanggel 15 Mel 192L telun diveritanc tentang
meror! kasasl dori tergugat-Lerguzat - nenbanding di -
2ju-zun jawaban memori Yezsaril vang diterima dilke—andter
an Fengadilarn Hegerd Tanzialan Bun ~ada tangral ¢ Joli
195 dengan demikian jawabuan memori/risalal kasasi itu
dlajwannvya setelin fenggang yang diteatulcsn dalam
nasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkarmsh Apung Indonssia
lapnau, maksa Javaban memord/risalsh kasasi ltu tidax
fdo~at dinerhavixan
Fenimbang terlebvih dzhulu, buhwn denpgan berlzkuw

3 . -
L

w1l kahun 1270 bentarng Ketenbuan-

nvz ndang-undang

Nabkantizn

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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b/
ptentuan Pokok Keltuasaan Kennkiman, vzng telsh men-

L

{,”\/ﬁp hut Undang-undsng No,.19 tzhun 196+ tentang Kebtenktuan-

Lo .

G =1, A7 :

gti;a*kétenhuan Pokok Kekuaszan Ketiakiman {vang lsma) dan
-

-

Aukum Acara Kasasi senerti yang dimakswdkan dalsa nasal
49 (4} Undung-undang MNo,13 tahun 1955 sammal kini helud
ada, maka Mahkamaﬁ Agung menganggun netiu untult menegas
kan Huxum Acara Kasagi fang Irarus dinmercgunalkan

bahwa menganal hal ini berdasarkan sasal 40 -
Undang-undang No,1lt tshun 1970, maka nasal 70 Undang -
uédang 0.13 tahun 1965 harus ditafsirican sedemikian
runaz, sshingga yang'dinyatakan tidak berlaku ibu huksn

Undang-undang No,.1 tahun 1950 seczra kKsseluruhan,

=melairkgn sskedar sengensi hal-hal yang Uelsh dlabur
dalwr Undang-undang No.13 tanun 1965 kocuali kalau
hertentangan dengan Undang-uandzang Yo.1k tahun 1970

bshwa denzan denmikian, auks ving Sorlslil seba-
gai Hukum Acsra Karasi adxlszh Hukup Acsra Rasasi yang
diabur dalzm Undang-undang Ho.1 taun 12%0, sekacar
tidzk Zertentsingan dengan Undsng-undzng Ho. il tahun
1970 3

Meninvang, bahwa neraovonan kzsasi 2 gw beser-
ta alssan-alsssn yang telun diveritanikun kCﬁ&d&.ﬁihﬂk
lawain dzngan seksama diajukan dalao béﬁgging-tenggang
wakbuw dan dengan cara yanpy dibtentddan dalan Undang -
unduang, maka oleh karazns ito danab diterima

Menimbang, hahws kohér:bnn—kebcratan yang di -
ajukan olzh nemohon kasssi dulam cemori Kazsasinya ter-
sebut -sula nokolknya lLalan

1. bahwa Pengadilan Tinggi Palanagka Rara dan
Penpadilan Hegeri Pangkalan Bun dalam avbusan iz quo

merukuskan kanpa dasar hvkum, bureenosce jelan bidsk

manebLrindan hium dengan henar,
Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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© me3EPST /GUGATAL POKOK .

N Hemianal nertimbangan Cakta/pukunnva

bahwa Penzaillan Hageri Pangkalan Bun dalsm

sendiri bahwz

awal merbimhanzannya bel:h/mengkonstzil

e

~erjanjian antapa ~enggugab dan terguzab menuruat nasel

1120 #{ adalah sanr (halaman 9 kalimat nertanal .
bahwa nerjanjian.yang olen Pengadilan iegeri

Pang<elan Bun sendiri telah dinyatakan sah itu adalah
suatu kesatuzn ving utuh, terbagi-bsgi dalum nassl,

xemudian rumasan

[aF
[

banhwa na3zl 21 dari nerjanfian tersebul ru-
musksn demi%ian : ........ vang nada nokoknyaz mengan-
dvng arti hanwa "setian sengketa” yung timbul harus di,

selesalkan deagan wusyawarsh dan a~3hila gagal, menyve-

L4
=

rzhksn nada Badan - Arbliramge.

haawa dan

|.)

S0 TN R LN niian terse-

or
v
4

LTl
Jut oleh Pengadilan Hegeri Pangkuolsn Dun sendiri maxd
persrtl banwa azsal 21 dari msarjazniian iku wdalasih s8R
nula, Pengaiilan tidal danat menyabzkan hahwa suatu

nerjanyLsn secara Reseluruhan'adai;h s5uh seksligus me-

nratakuan nula bahwa salah sakbu bagiannra adrlah tidsk

sah tarena berzarti bahwa ¢

PEARTAME 1 nernyataan Pengadilan Hegeri Pangkalan 3un
tersenut karena menganduag nartentangin da-
lam isinra (innerlijke tegenstrijdigheden) .
adalzh tidak szh, atau -

KDL ! nerjanjian itu sendiri adalah tidak sah

karena salsh satu baglannya vaitu nasal
diangraa sahanal "Iormalitas™ belaka aleh
Pangsdilan Negari Pangialan Nun {(bara hala-

mar, 11 alines kadua),

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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k=1

Sahwa oleh karena itu Peangadilan Megeri Panzgla-

U .

CﬁjBun telsn menilal bahwa secgira Keseluruwion nerjan-
. .
| R

1L
l o ' + ] T - - A
W - sjl¥n ibu sah maita secara immlisit Pengedilan Lersenut
Eelan manyatakon oulw bahez nvsnl 21 dari serjonjian
- : -!
alalah sah nula entah sehagal fornulitcs akan ketand

yang oengikat pars ~lhalc

T
s

or

cr

avsa olen Karana nepjanjizn bersebo
sacira keselurulan maﬁnun nenurut hesal dan ruanvsannsa

adalsh szh menurut hucwn maka menjadi jelas sudsn bahya

nertimbangan Pengadilan begeri Pangkzlan Bun tentang

~erijaniian itu dengun menyamningkzn nz2sal 2% adolzh

+

tidale sah karena sengkets yang timoul Yacen.' ~erjanjisn

a amengrigbl

rrsends hapus dAiadlli 2i=u B8:ian Arditra

or
L)

tahendsl bersara nara nibsl don olen snrenn 1hu berlatt
sebarai Undang-undans setian Warge menvebshul secars

~dashti bshwa Undang-unduansg adslah Jehin Liqza? dart

1

Qenmudilan Degerl ;

Alresuitan bohwa snorlcar

in

%]

casu adalan bukan senciena, daon Lila ~ericare Lterseznt
aialan suabu sengitetis mana anzltah Pern:
Pangialan 3un berwenang mengulili sanziata bersebhub
sedangkan oara nihak menrchendazxd 1edin raitw =ertans
disalesaikan dengan nmugyawaras dan a~ahils gfalg;.l many f-
rafan senpgkeba herszenut nada Badan Arbltreaen

bahwi renyerannan nada Sadan .Jlr':itr;‘.ge manurut

nerjanjian Lersanub odalsh buan secara Lanecsung ak

I

tetani bhertahan

s
5
™)
—
h o
l::

adany’ senglinta,

-KEDUA r adanya wusrawlrash,

KETIGA : oadanva gagul bermusyawarah barulah '_1:.1(1:1 ba-
han.

GAEEMAT ¢ nenyerzhan nada Dedan frcitrage.

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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ohoyg ang lacur, baru nadz btahas merbama vaibu
hah: 1 ’ : *

han adenya senzgkets, Pengadilan liegerli ‘Pangkal ani Bun
< st 11h menyatakan dirinya herwenanﬁ memerisa suatu hal
v s .
\x~ﬁh yang secarz temat olen Pangkalan Bun sendiri telah di;‘
sitir sebagal " karena kurang nengertian * (halanam 11
alinea kedua) dalam hal ini nengertian n: ire Hakim menge
nailaadan Arbltroge. |
banira tidalx di"aﬂ %al bazhwa Pengadilan Negerd

galzn Bun herwenang nnnd~d111 senzxebtz In casu sxan

u
I
.‘l

tetanl hanva terbat:s pada aeroyatiaan bahﬁa dirinya
tidak berwenang mengzdill serkara don bukannya nengiapll
‘kan tuntutan nengzugat secarz SEﬂihak.tiﬂﬁ& sesuitl
musyawarat, banna suabu nercnyaizan tentang gagalnysa

rusyavaran Ltu dan tannz nula diadili nleh Badan Arbib-

+

flage |
bAnw 1 GErG&SLTHEAN Ursian horsenut diatas e
1ah Lshwa Pengadilsn llageri FPangkslsn Sun bukan saja
Felah me'.-';}'a_l and Undang. undang aksn tebani telzsh nyata-
nwaty mervalah gunak¥an wewvenangnya nenariz dsliam Hexug

gsaan mengadlilinva hal-hal vane buksan menjadl vrosa

dap oleh xarenz Lty zadszlsh bidok syesh, sehidak-Sidaunyan

Batal demi hukum atau dannt divataolken,

hzhwa Penpadilan Tingpei/Pengadilan Hegeri telah

salsh menebrankan huksum dengon menvatskan hshwa Pengadi

lan legeri Pargcalan 3un beruenshe pengsdili neritara

bohwa Penegadilan deperi Pungoalan Bun bidak

warvenang mengadili nerlars ini, karens tidos¥ guatu-un
If?\tri pemohon-~emohon kasnsi/terzugat I sam-ni dengan
SIT asli bertemnnt SHingeal divilsvan bholtum Penpgadilan
tegeard Pangialan Bun g

hafiwd cos e

Tesis Penyelesaian Sengketa Perdata ... | Wayan Wiryawan
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o - 11 -
///é'*gxﬁ\

* T
[«

X oA _

; Z//' ;T bahwva jelas darl butbi-buicti ¥ang diajuzzn 2loh
] Jgggugat dala sasi (vide T.IIT 1 dan T.1IT 2) berada

\\-i_ o fg.tergUgat III di Desa Bun adnlah bersircfak Sﬂﬂe.tﬁfﬂ:
h dslan rangka bugasnya bukbi PL.TX veng diajuasn "enggf~

got memmerjelaskan bshwa beradonya bergugaf I1T diwila-
yah hukum Pengadilan Hegeri Pangralan Bun hsnra sejan

tanggal 23 Sentember 1982, -dan jika memanz nerohon kasa

si/targugat IIT ssli bertemnat tinggzl 4i Desa fungun

quod ron tentu dilengkuni/mem-unyal Farin Tonda Pendudy

Daersn itu, dan dari bukii TI, II dan ITI/1 dunst di-

4i Desa Rungun, Kecamatan Robtowaringin Lama don nada
saal sita jaminsn, pemobon kssasi/bte-eougat 11T asli
sudwh htidek bersda lagl diwilsaysh huium Pengadilan lLege

ri Tangkoalen Sun (#Llde puokni T.I1ID2

] - . P I B IS T+
ri telsn melangzor nassl el Bog,

hulz=an 12 sutusennys memﬂertimbzng?nn sittars lain
dengan demikian Pengzdilan tlegeri bernendonzt, banwa
valle tergugat I (Ir. Syufei Juremi) motmun tﬂr;'g ¢ III
(8yarifudin Hoor) outut dibebaskan dari wertanggun
Jawan secara oripadi (guris bawsh dari nemnhon %asssi)

atas -~embavaran ganti ruzl rang dituntut oleh npenecpugzat

55
namun eecara huxum rerelis (tergugat T, III} harus di-
hukum untuk memenuni hunyi nubusan.

bahwa wulaunun Perieadilan Negeri telch mernmer-

Lirpuangizan bahws terzugal L omauaun besrgumak I[TT natuk

Aibehaskan dari -—erfanmemp e fouh seenra neibhadi,
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Eﬁ% dalam diktun fo.S putuzson tergugat I dan ILI tidak
. ||I '

‘dihicwr untuk memsayar gantl rugi, tetani dalam diktum

" phitusan Mol dinyatukan nerbustan terguzab I, tergugat

II dan tergugnat IZI (selcarang nara nengzugat dalam -
il
tasasi) suabu ~ershuskan wanprestasi {cidera janji) ser-
hadar penggugat (sekarzng tergugst daiwe kasasi) sedang
kan ganti rugl isu adalan akibat dari wannrestasi,
bahwa jelzs Pengadilan tegeri/Penpgadilan Tinggl
tidak melaksanakan gars unbuk melakukan -ersdilan kzre-
n# nertimbangennya bertentangan dengan diltkum nutusan.
bahwa Penzadilan Weceri/Pengudilan Tingsi hidax
melaksanacan cara unhtvk melskukan neradilan, bahwa sehs

rusnyn Pengadilan Megeri menvatbolan gugaban darl tergu-

g2t delam kasasi dahulu peugguzat/terbanding tidak da-
nat citerima (nie: cnbvankaiijke) karera Tr, Svafel -
suvoara arvivand
sadsngkan meﬁuruh kenvabaan mereka ind vertindpk seba-
pran LT oasli (2L, T,UNTTED TRATTIT).

3. IENOTNAT DIKTUH SUTUSAL

bahwa divtum 1ari sustu nutusan mencandung
ana rang meru-akan nukum Jdin kLarensn adanya hukum-mak:
harus ada »ule kKewajiban hukum vang beruna membayar
sejurian uang, melrxikarn sesuabu akau Lidol melakifcin
sesughan,

bahy#a dilgun nutunan Pengzdilan Heperl Tunghi-

lan 2un bubir 6 herbunvi denikian @

"Menghukum  tergigat I dan bergnael TTT saliadar unful

mamemni kaantazany ingt

[EEA AT S

\kfrki.:ggo%nﬁsJah,ES-H.)
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: bahws bilz hunyl butir 6 tersebut dipnubungiian

.

1

\ deng.n butir 5 mak: maksudnya adaloh fidak 1:in dsrd

‘-.‘! :' . L] H .
\\ i, * ‘naja hanya membuat nenuh bunyi Kewuhusan, makhanysn

tidak ada sem2 sei2ld karena "membust nenuh hunyi kenu
tusant tidadc diltenal dalaom hulcum begzitv nula bila 4f-
titix beratkon =sads dstilzh "menghukun" wmzka nenggunasan
nya adaloh berkelebihan-karens bentuk/isi dari yang
dihukwn itu harus diceri yang nasti tldalt aksn dikefe-
mukan.

behwa diktum sedemikian gelannya ltarenaz tidsk
dunat di~ertanggung jawabkaa menuruc nustm mengakibat-
kar bahwa seluruh kendtusan adalah batal demi huium
setidait~-tidzinya bavrs Pengadilan tieperi Pangiwalan 3un
sonendanat dengsn sksensi tergugnat hHiwa baik tergugat
I mausun tergugah TII tidsk danat ditarik sebagal ~ihak
daian ~arlkzro,

baliva Pengadilan Tinggi,'Pengudilan iHleysri telsh

)

melznggar nasal 13% 13) Rtz yang berbunyi demikian
het in hem verboden uitsnrazk te doen ombrent zaken, ‘
welke niet zijn geeist, of meer toe ke wijzen, dan :
geeist is geworden.
Hakim dilzrang memuhuskan mengenai hal-hal, vang tidsk
dituntut atau mengzbulkan lebih dafi nada vanz ditunbut

bahwa Pengadilan Fegeri dalom dikbtum  »sutusan-
nya Mo.6 : "menghucum tergugat I dan tergugat IIT seke-
dar untmc.mémenuhi bunyi kenutusan ini, sadangian dalar
oetitum nenggugat hal ini tidok dituntub.

bzhwa bunvi diktunm ¥o.6 nutusan Pengadilan -
Neger.. t Menghultum tergugst I dan tergueat III sekedar
(garis bavah dari nenggugat dalnm kasasi) unbuk memenu-

LR &

bi buryi ke-utnaan ini,
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behwa erbl kabts  Tseiedar!’  menurub kumus unue

W i \parasa Indonesia susunan P.7.S. Poervedarminta halasan
~ "/é' : W s
. & A£99 "seledar" berarti hanys' jodi tergugat 1 dan bLer-

gugat IIT dibvium aanys unbulx mementni Huyl Ke-~unusan

1

nl. alsn tetanl hHuayi diktum oL menyataiian merbushan
.ni, 7

tergugat I dan ter
buabtan wvannrestasi terhzdss nengguzah, fadl bunyl dikbu.

=

Ba.6 ini berbtentangan denpan bunvi dikstum Fo.l.

[N

bahwza nzda diktum Yo.6 btergueat I dan torgugat
ITT dihvkum henys unbtuk memenuhl kenubusan, sedangkan
nada diktum e 4 targugat I dan tergugat IITD dinzatskar

—EY

cehagal nihak 2ktif dalam werikzra ind,

y
vahwa denzah demikian Pengadilan Tinagi/?engad]
lan Megeri telsh tidal meloksoncksn curs wntuk melsbiu-

leg), babwa Pengaidilan Yegeri telsh renzabuilnn nermho,

I

3
nen ittt jaminan dari nengguzat/tezbanding seksrang
terguegaet dalsm Kazazl, denrman 2lasan untuk meniamin

kenentingan nengsugzat abas Euntutan (halzwan 7 nutussn)
sedangzan alssan -ermononan siba Jaminan dari harguzat
dalam kasasl danvuiu penggurai/terbanding unbuk ceniaga
snonentingan mengpgugst atas tuntntsn (halaran 3 ~uafusan
Pengaiilen e
bahws hall alagan dari ﬁ{é:ﬁ‘_lcnzxtl Ml désﬁr
diri Pengaiilasn legeri untu menpgzhuilen sermohancn
sita jamlinan tidax sesvadl dengan slassn vang diherikan

Uncang-undang daiam nasal 261 (1) Abg,

bahwa menorut nzsal 2061 (1) bz suabu nermoho-

b}
.

ren gita jarminan 2anst ditsbhullisn annbhita afda dugazn

1
- - . . - - M g . oY
nperalasen bohwa secenvanyg vang bherhunarny (Lereneab)
gl ES dur
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D\ __

3lbﬂlum di jatuhkan nubus an ken danya, 2ban sedang
(Vhtusan yang dijatunkan ke=padanya, oﬁan danub dijalan

%1n berusaha akan menzgelaskan atau mernganigikul, baik

Y

\

ying S=rgerak, manun yuang Lidsle bergerws, daengan
maksud zkan menjathkan barang-barang itu darl fu5 ‘LLP
dari ying berniutan (onnvgug¢t)

pahwa J2las wasal 251 (1) Rbz m2nsyarabtian
Yharus z2da dugaan beralisawf bukan samehba-maba uniuxk
menjamin kenentingan oengrugat sener:ii Lalah dinerbim-
bangkan oleh Pengadilan Negerd,

bahwa denzan decikian Pengadilan Hageri/Pengad
lan Tinggl telat salsh menarankan huxun,

banwz baix ditinjau dari segl watiloya xemutus

tersesul menuru: hukum maunun dari segl eksensi yang

banzs menjadi jelss bahwa Pengsdilen flegeri Fangialan
3vn nyata~nrata hendalt menfreosiv bila -marle dengan
menpgorbankan hukvm bahws gugaban tergcenut diterins

sahingga telah jelas pule bahwa Pengzdilan Neger! Pang
walan Bun tidak harlaiow obyeiti{ dslsm mengmwani ~ascka

r4< ind hal mana sangnc disesaiisn,

Yenimbang

nengenuzd kaberstan 24, 1

banwa keverabton.ind tiday danal dibenaricun

karena judex fachi bidak szlosh menersnican huloom g

Keperatan-Yeberatan ininup tidak danat
dihenarkan, Karena judex [acti tidsy salsh menerankan
hugwn, lagl nula mengensl nenilaisn hasil pembuktian

vaung bersilat nsnghargawn hentang suzibta Xenyataan,

Aol weeenann.
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Emana tidak danab dinertimbanpgkan Adalan nemeriksaan
ékat kasasl, kavena pemariksazn dalan Lingkab kaszazi
qhaﬁya berkenazn danpgan Sldzk dilaksanakan wtzu ads
kasalahan d2lam nelaksanzan hukum, senhzzaimana yang @il
maksud delam pasal 18 Undang - Undarg Hahlkaemah Apung

Indonesia (Undang-undans Ho,1 Sahun 1999)

Hénimbang, bzhwa herpdasarkan apa vang dinertioe-
bangkan diataé, lagi pula darl sebab tidek ternyata
hzhwa nutusan judeax factl dalam nergara inl berfenta -
ngan dengzn hukum dar/atay Undsng-undeng, ks ~ercoho-

nan Kssasi vang diajukan oleh n~emoion wensisl Lr, SYAFS

JURELT dan_kayan-kawan havsanh harog dinalalg
Parmernztiltan nasal 40 Yndaan-unizae Dol -
Lamm 1976, Updonmg-uniong 5,313 bohun 17947 ddan Urdang-

L3
o
.
[
b

i

tanelsl nermononan kasasi <dsrd ~ergion Xasasi

advokzh/nengacera Lersebul

Fenghuzun rerohol-nemcion Kazasi atan remb
Dizya -~erkura dalsm btiagket kasnsi inl dibennokan seba

nyzk 19,20,000, - (duz ~nulvh ribu poeioh)

Demdsizanlah ...,
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Demiklanlah dinutuskan dulam rapat permusyawva-
ratan Mihkamah Agung peda hard Kamis tang;al 10 Okto-
ber 1985 den-an Palti Dudja Siregar, S.H. Hakio -
agung yang ditunjuk d6leh Fetua Maohlcamnh Agung sebagni
Ketua Sidang, H. Agus Djamili, §.H. dan R. Boebi -
jantono, S8.il., sebagal Hakim-Hakim ﬁng"ota, dan di -
ucaplkan dalsn sidang terouke patta hari : SELASA tang-

gzl 24 Desember 1985, olch Ketua Sidlnr uP”SebUt

dengan dihadiri oleh H. Agus Djamili, S5.H. dan R.
Soebijantone, S.H. Hwklmndlklm Anggota, dan Wy, En-
dah Rahadjeng K.S., S- h. Ianitera Penggnnti, denrgan

tidak éihadiri sloh kedua belah pihalr, -

Gakin-Hakim Anggota Ketua :
[ttd./ . Agus Djamili, S.H. a v e
Palti Radja Siregar, S.0.

ttd./ R. Goedpijantono, §.H.

Biaya-bigva : Paniktera Penggnnti,
l. Pemberitabuan kasasi dan po- ttd./
ERPRY S

- nyerahan salinan memorinya .... fp.1k.700,- 4

b Metorad . 2.500,- [¥-Fudah Rahadjeng K,S.,S.II,
% 4% 4 &4 8 Y aa & BT KA g ye - ’

E’Redaksi 4 B 8 8 R R R A RN oA Ep. 30‘0""

‘Administrasit vaavsees Bp 2.50C,-

'I 1l Ifll;.‘. }1 LI RN B R R ﬂﬂ.20.000,—

S==mosn Untuk Salinz=n
//»H {AH AGUNG R.I.
R - " Kepala’ Biﬂﬁhb~glrektur rdata,
# s ™ . ) /L..

u H. }

1
!
{
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